PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

3 )0, O 4 O

retaria

ma/
2024

Semakin PASTI dan BerAKHLAK

bangga
melgyonl BerAKHLAK

a Il s Pelayanan Akuntabel Kompeten
is Loyal lAaupl"K olaboratif

Q +(62) 5253004 @kemenkum @ Website : www.kemenkumham.go.id



KATA SAMBUTAN

Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-
Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang
dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan
penggunaan anggaran Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas
kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2024. Laporan ini menguraikan
rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal.
Permasalahan yang dihadapi akan menjadi bahan masukan dalam menentukan
kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan good governance.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak
yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya
laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Semoga
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna
peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
demi mewujudkan sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk kinerja
Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak.

Sekretaris Jenderal,

Komijen. Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam rangka menghasilkan laporan
kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang dapat memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Sekretariat Jenderal untuk
membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan
dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Sekretariat Jenderal melaksanakan 1 (satu) Sasaran Program dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja Program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja - :
Sasaran Program No. Target Realisasi Capaian Status

Program

Meningkatnya Nilai Reformasi Berdasarkan
Penerapan Reformasi Birokrasi General . .
Hasil Evaluasi
Birokrasi di lingkungan 1. Kementerian 82 86,33 105,28%
: Sementara
Kementerian Hukum Hukum dan Hak
dan Hak Asasi Manusia Asasi Manusia Reformasi
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Birokrasi Tahun
2024 pada Portal
RB

Berdasarkan

Nilai Reformasi Hasil Evaluasi

Birokrasi Tematik Sementara
2. | Kementerian 3 4,05 135% Reformasi
Hukum dan Hak Birokrasi Tahun
Asasi Manusia 2024 pada Portal
RB

Penjelasan :

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB
2024, telah disampaikan informasi Hasil Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi
Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Pada Sistem Informasi Lembar Kerja
Evaluasi RB (Portal RB), Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Indeks
Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 90,38, nilai indeks ini mengalami
peningkatan sebesar 6,75 poin dari tahun 2023. Sehingga apabila diperbandingkan
dengan realisasi tahun 2024 indeks ini sudah melampaui target capaian sebesar
106,32%. Adapun rincian penjabaran dalam Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Portal RB) terkait Hasil evaluasi untuk Kementerian Hukum dan
HAM adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indikator Kinerja Program ke-1 Nilai Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebesar 86,33 dengan
tingkat capaian sebesar 105,28%; dan

2. Nilai Indikator Kinerja Program ke-2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebesar 4,05 dengan

tingkat capaian sebesar 135%.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024
dibiayai dari APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SP DIPA-013.01.1.404233/2024 tanggal 24
November 2023 semula sebesar Rp. 4.708.564.846.000,- dan telah mengalami 9 kali

3|LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



revisi DIPA menjadi Rp. 5.207.401.372.000,-. Berdasarkan data OM-SPAN realisasi
anggaran akhir tahun anggaran 2024 adalah Rp. 5.174.516.967.333,- atau 99.37%

(data per tanggal 22 Januari 2025) dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi

Capaian

Belanja Pegawai

4.207.332.668.000

4.203.421.513.193

3.911.154.807

99.91%

Belanja Barang

815.757.348.000

789.763.095.935

25.994.252.065

96.81%

Belanja Modal

184.311.356.000

181.332.358.205

2.978.997.795

98.38%

Total

5.207.401.372.000

5.174.516.967.333

32.884.404.667

99.37%

Penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal cukup optimal dan menjadi penentu tercapainya

Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Lainnya

Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024. Nilai Kinerja
Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebesar 89,94 yang diperoleh dari Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran : 88,91 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 93,80.

Tercapainya Sasaran Program Sekretariat Jenderal tidak terlepas dari dukungan

pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang dilakukan oleh 6 (enam) Biro yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya
Kualitas Implementasi
SAKIP Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Indikator Kinerja
Kegiatan

1. Nilai SAKIP
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Target Realisasi

BB BB

Capaian

100%

2. Persentase
Rekomendasi yang
Ditindaklanjuti
terhadap Total
Rekomendasi yang
Diberikan
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
terkait Pelaksanaan
SAKIP Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

80% 100%

125%
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Organisasi




Meningkatnya Kinerja

Indeks Kualitas

Anggaran Satuan Perencanaan
Kerja Kementerian Penganggaran 301
Hukum dan Hak Kementerian Hukum 3.1 : 126%
Asasi Manusia dan Hak Asasi Indeks Indeks
Manusia
Rata-rata Capaian
Kinerja Satuan Kerja
Kementerian Hukum 95 n/a n/a
dan Hak Asasi
Manusia (SMART)
Meningkatnya Indeks Pelayanan 477
Kepatuhan terhadap Publik 4,52 ’ 104,42%
Standar Pelayanan Indeks Indeks
Publik dan Efektivitas
Organisasi -
Kementerian Hukum ' g':ﬁ;g:g%i’:ﬁ;ar
dan Hak Asasi 0
Manusia Pelayanan Publik 82,5 87,56 106,13%
Meningkatnya Persentase
Pelaksanaan Rekomendasi yang
Reformasi Birokrasi Ditindaklanjuti
Kementerian Hukum terhadap Total
dan Hak Asasi Rekomendasi yang
Manusia serta Diberikan
Layanan Internal Biro .
Kementerian
0, 0,
Perencanaan Pendayagunaan 80% 100% 125%
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan 3,1 3,46 1116 %
terhadap Layanan Indeks Indeks
Biro Perencanaan
Meningkatnya Indeks Merit Sistem Penilaian
Kualitas Pengelolaan dilakukan 2
Slumbe_r I,DAaSys 280 3735 tahun
anusia , 0 . .
Kementerian Hukum Indeks Indeks 98,28% sekal.ll. Hasﬂ
dan Hak Asasi pentiaian
Manusia serta tahun 2023:
Kepuasan Unit Kerja 373,5 Indeks
Eselon | dan
Kewilayahan Indeks 8362
terhadap Layanan Profesionalitas ASN 65 Indeks In d,eks 128,64%
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Biro Sumber Daya
Manusia

Indeks Kepuasan

Kerja ASN

Kemenkumham

3,1
Indeks

3,37

108,71%

Indeks Kepuasan

UKE | dan

Kewilayahan
terhadap Layanan
Biro Sumber Daya
Manusia

3,1
Indeks

3,37

108,71%

Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan dan
pelaksanaan
anggaran
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

. Opini BPK atas

laporan keuangan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

WTP
(opini)

WTP
(opini)

100%

Baik

. Indeks kepuasan Unit

Kerja Eselon | dan
Kewilayahan
terhadap Layanan
Biro Keuangan

3,1
Indeks

3,42

110,32%

Biro
Keuangan

. Indikator Kualitas

Pengelolaan
Anggaran (IKPA)

96

93,8

97,7%

Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Barang Milik Negara
serta Pengadaan
Barang dan Jasa

. Indeks Kepuasan

Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan
terhadap layanan
Biro Pengelolaan
Barang Milik Negara
dan Pengadaan
Barang/Jasa

3,1
Indeks

3,69

119,03%

. Nilai Kualitas

Pengelolaan Asset

3,30
Indeks

n/a

n/a

Biro
BMN

. Nilai Tata Kelola

Pengadaan

Sangat
Baik
(Predikat)

Sangat
Baik
(99.87)

110,96%

. Persentase

Pengendalian
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri (PDN)

95%

95,01%

100,01%
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Meningkatnya Citra

1. Persentase Sentimen

Positif Kementerian Positif terhadap Total
Hukum dan Hak Sentimen terkait
Asasi Manusia Publikasi
0, 0, 0, i
Kementerian Hukum 100% 100% 100% Baik
dan Hak Asasi
Manusia
2. Indeks Kepuasan
UKE | dan
Kewilayahan 31
terhadap Layanan Indeks 3,83 123,55%
Administrasi Kerja
Sama
Meningkatnya 1. Persentase Layanan
Kualitas Layanan Advokasi Hukum 100% 100%
Advokasi Hukum Litigasi yang i
Kementerian Hukum diberikan terhadap 100% Baik
dan Hak Asasi Total Permintaan
Manusia
2. Persentase Layanan
Advokasi Hukum Non 100% 100%
Litigasi yang 100% il
Diberikan terhadap °
Total Permintaan
3. Persentase Putusan
Perkara yang 85% 90,91% 106,9%
Dimenangkan
Meningkatnya Nilai Kualitas A
Kualitas Pengelolaan | Pengelolaan Arsip (Kategori) A 100% Baik
Arsip 9
Meningkatnya Persentase Layanan Tata
Kepuasan terhadap Usaha Pimpinan yang 100% 100% 100% Baik
Layanan Tata Usaha | Diselesaikan
Pimpinan, Rumah
Tangga, Tata Usaha, | Indeks kepuasan Unit
Protokol dan Kerja lingkup Sekretariat 31 o
Pengamanan, serta Jenderal terhadap Indeks 4Indeks | 129,03%
Layanan Internal Layanan Rumah Tangga
Sekretariat Jenderal
Persentase Layanan Tata o 0 o
Usaha yang Diselesaikan 100% 100% 100%
Indeks Kepuasan
Layanan Pengamanan 31
Lingkup Kementerian Ind,eks 4 Indeks | 129,03%
Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Persentase Layanan
protokol yang 100% 100% 100%
Diselesaikan
Indeks Kepuasan Unit 3,1 4Indeks | 129.03%
Eselon Il lingkup Indeks
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Biro Hukum,
Komunikasi
Publik dan
Kerja Sama

Biro Umum




Sekretariat Jenderal
terhadap Layanan
Internal di Lingkungan
Sekretariat Jenderal
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengaturan Pelaksanaan lebih lanjut juga
tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden no.140 tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia bertransformasi menjadi 4 (empat) kementerian, dimana masing masing
kementerian dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pembangunan nasional dan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Ke-4 Kementerian
tersebut adalah:
1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan

Pemasyarakatan;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian Hak Asasi Manusia;
4, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Mengacu pada Peraturan Presiden No0.155 Tahun 2024, Bab Xl pasal 68 terkait
ketentuan peralihan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dialihkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Hal ini berarti dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mana salah satunya adalah
menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tahun 2024, dapat terlaksana dengan baik. Melalui pemberian laporan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk pelaporan penggunaan anggaran tahun 2024, Sekretariat Jenderal harus selalu
memastikan penerapan aspek — aspek perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), dilaksanakan

sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi,
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Transparan dan Inovatif) dan core value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Sekretariat Jenderal Kementerian menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi
Kementerian melalui manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang
memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART,
manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan
advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi
publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi
perkantoran yang efektif dan efisien. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Sekretariat
Jenderal untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan Ber-
AKHLAK.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pada tahun 2024 terjadi perubahan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum, Sekretariat Jenderal
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Fungsi :

1. koordinasi kegiatan Kementerian;

2. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;

6. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/lkekayaan negara dan
pengelolaan pelayanan pengadaan barang / jasa; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Struktur Organisasi Kementerian Hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM
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Gambar 1. 2 Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal
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Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas 6 (enam) Biro, dengan penjelasan

sebagai berikut:
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Gambar 1 3 Struktur Pejabat Sekretariat Jenderal

ESELON Il SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

anggaran, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja organisasi dan resiko, dan

fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyusunan evaluasi dan pengendali

laporan Kementerian.

Fungsi:

a.
b.

C.
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penyusunan rencana dan program Biro Perencanaan dan Organisasi;

koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran Kementerian;
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan
rencana tahunan;

penyusunan program dan nota keuangan/rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

pemberian dan koordinasi bimbingan teknis perencanaan Kementerian;

pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis evaluasi ketatalaksanaan dan
pelayanan publik di lingkungan Kementerian;
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pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan evaluasi organisasi di
lingkungan Kementerian;

koordinasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
penyusunan dan evaluasi serta pengendali laporan Kementerian;

pemantauan, penghimpunan, penelahaan, pengevaluasian, penyiapan
pengendalian dan saran tindak lanjut serta penyusunan laporan pelaksanaan
rencana dan program dan penyusunan laporan capaian kinerja rencana kerja.
pembinaan dan penyusunan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan
Kementerian;

pelaksanaan penyusunan sistem pengendalian intern dan resiko di lingkungan
Kementerian;

. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan
Organisasi.

Biro Sumber Daya Manusia

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia di

lingkungan Kementerian.

Fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Biro Sumber Daya Manusia,;

b. koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, pelaksanaan
pengadaan dan penempatan aparatur sipil negara;

c. koordinasi, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi aparatur
sipil negara;

d. pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara Kementerian;

e. perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur sipil negara, manajemen Karir,
manajemen talenta dan jabatan fungsional;

f. penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan kompetensi, fasilitasi
peningkatan kompetensi, penentuan peserta pengembangan kompetensi, dan
perencanaan penilaian kompetensi;

g. pembinaan, penyusunan, penataan, dan bimbingan teknis serta evaluasi analisis

-

jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan kelas jabatan;

penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana pengembangan karir, penyusunan pola
karir, pelaksanaan manajemen talenta dan penugasan aparatur sipil Negara;
pembinaan, pengelolaan, penetapan kebutuhan, rencana pengembangan, dan
pengadministrasian jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;

pembinaan, pengelolaan pengangkatan, mutasi, promosi, kepangkatan, demosi,
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pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara serta seleksi terbuka jabatan
pimpinan tinggi;

k. pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dan ujian dinas;

I. perencanaan dan pengelolaan gaji berkala serta biaya mutasi dan pemulangan
pensiun;.

m. pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen kinerja aparatur sipil
negara,;

n. penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin, penyelesaian kasus
kepegawaian, kode etik serta kode perilaku aparatur sipil negara, penyelenggaraan
pemberian penghargaan aparatur sipil negara;

0. pengelolaan kesejahteraan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi aparatur sipil
negara,;

p. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan perceraian, cuti, tugas belajar dan
dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara;

g. pelaksanaan hukuman disiplin dan pembinaan sikap mental pegawai.

r. penyiapan pelaksanaan budaya kerja dan citra institusi;

S. penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Biro Sumber
Daya Manusia; dan

t. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Sumber Daya

Manusia

Biro Keuangan

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan pelaksanaan anggaran, dan

pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Biro Keuangan;

b. penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian;

C. pengajuan, penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan, penyusunan revisi
daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;

d. penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat
Jenderal;

e. koordinasi, pembinaan, dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di
lingkungan Kementerian;

f. pelaksanaan pembayaran terpusat di lingkungan Kementerian;
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g. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian rekening
negara di lingkungan Kementerian;

h. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian
penerimaan hibah di lingkungan Kementerian;

i. pelaksanaan dan pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat
perintah membayar Sekretariat Jenderal;

j. pelaksanaan penatausahaan bendahara di lingkungan Sekretariat Jenderal;

k. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian;

I. penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal dan
konsolidasi laporan keuangan tingkat unit eselon | Sekretariat Jenderal dan tingkat
Kementerian;

m. penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal dan konsolidasi laporan hasil penilaian
pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit eselon | Sekretariat
Jenderal dan tingkat Kementerian;

n. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan,
dan penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan
keuangan;

0. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi standar akuntansi pemerintahan;

p. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data laporan keuangan dan penilaian
pengendalian intern atas pelaporan keuangan;

g. pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan di lingkungan Kementerian;

r. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Inspektorat Jenderal;

s. pelaksanaan supervisi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian;

t. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian kerugian
negara di lingkungan Kementerian;

u. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian tuntutan
perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian;

v. pelaksanaan  pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian pejabat
perbendaharaan negara di lingkungan Kementerian;

w. koordinasi dan pembinaan urusan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat
Jenderal;

X. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di Biro
Keuangan;

y. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Keuangan; dan

z. penyusunan kebijakan bidang keuangan di lingkungan Kementerian.
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Biro Barang Milik Negara

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara dan

menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Biro Barang Milik Negara;

b. pembinaan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang milik negara Kementerian;

c. pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian;

d. pembinaan dan pelaksanaan status penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan
barang milik negara Kementerian;

e. pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Kementerian;

f. pembinaan dan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan
barang milik negara kementerian;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara Kementerian; dan

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta urusan Kketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Barang Milik Negara.

Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerja Sama

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kehumasan, pelayanan dan pengelolaan

informasi, layanan hukum, dan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di

lingkungan Kementerian.

Fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama;

b. pembinaan dan koordinasi kehumasan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan
pelayanan perpustakaan;

c. pengelolaan opini publik, relasi media, produksi informasi, dan edukasi publik;

d. pembinaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;

e. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dan pendapat hukum terhadap
kebijakan Kementerian;

f. pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis di bidang hukum dan advokasi hukum di
lingkungan Kementerian;

g. pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan
evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan;
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i. koordinasi, penyusunan rencana, dan fasilitasi penyiapan naskah rancangan
peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian;

j.- pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan sistem pengelolaan pengaduan
pelayanan publik;

k. pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di lingkungan Biro
Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; dan

I. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Hukum, Komunikasi

Publik, dan Kerja Sama..

Biro Umum

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan layanan ketatausahaan, kesehatan, kerumahtanggaan,

prasarana fisik, keprotokolan, dan pengamanan Kementerian.

Fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Biro Umum;

b. pembinaan dan layanan ketatausahaan di lingkungan Kementerian dan tata usaha
Biro Umum;

c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal,

e. pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan pengamanan di lingkungan
Kementerian;

f. pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan layanan kearsipan di Lingkungan
Kementerian; dan

g. pelaksanaan layanan kesehatan pegawai.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit Sekretariat Jenderal pada Tahun 2024

didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 815 pegawai dengan rincian sebagai
berikut:
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Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Tahun

2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang

menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai capaian perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah
diperjanjikan;

2. Memberikan gambaran penyebab keberhasilan/kegagalan atas capaian perjanjian
kinerja tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian secara jelas,
transparan, dan akuntabel,

3. Sebagai Bahan Evaluasi dalam menyusun rencana program dan kegiatan

Sekretariat Jenderal Kementerian pada periode yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS
Sekretariat Jenderal Kementerian merupakan salah satu Unit Eselon | dalam
struktur organisasi Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Kementerian baik di Pusat maupun Daerah. Pembinaan dan koordinasi
Sekretariat Jenderal dengan seluruh satuan kerja dilaksanakan dalam bidang
perencanaan dan penganggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

pengelolaan Teknologi Informasi, evaluasi dan pelaporan, barang milik negara,
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pengelolaan keuangan, pembinaan dan pelaksanaan hukum komunikasi publik dan
kerja sama mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian, pembinaan tata
persuratan dan kearsipan serta pemberian layanan pada pimpinan.

E. ISUSTRATEGIS
Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis
dalam lingkup kinerja Sekretariat Jenderal Khususnya dan Kementerian pada umumnya
yaitu :

1. Telah ditetapkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM 2020 - 2024;

2. Telah terjadinya perpecahan, Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian
Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

3. Masa Transisi karena kebijakan presiden terpilih terkait transformasi kelembagaan
yang berimplikasi pada proses perencanaan dan organisasi, pengelolaan sumber
daya manusia, barang milik negara dan komunikasi publik serta kerjasama;
Budaya birokrasi Ber - AKHLAK yang belum optimal implementasinya;

Belum optimalnya fungsi kehumasan dan pelaksanaan mitigasi pemberitaan/isu
negatif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Belum selarasnya penggunaan aplikasi SRIKANDI antar Kementerian/Lembaga;
Lemahnya kesadaran ASN Kemenkumham dalam update data pribadi pada
aplikasi My SAPK;

8. Belum terdapat instrumen penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,;

9. Satuan Kerja terkendala dalam mengajukan pensertifikatan seperti penentuan
batas tanah, perbedaan luasan pencatatan dan anggaran yang tersedia di DIPA
satker terkait;

10. Produk Dalam Negeri yang dapat menjadi produk substitusi impor masih belum

memadai;

F.  SISTEMATIKA PENULISAN
Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Tahun 2024
berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan

sistematika sebagai berikut:
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KATA PENGANTAR Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara
singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang
ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan
realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja.

BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang penulisan laporan,
gambaran umum organisasi dan sistematika penulisan.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan
yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2024, meliputi Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB I AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat
Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban
terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di
dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2024 dan saran yang diperlukan
bagi perbaikan di masa mendatang.BAB I
PERENCANAAN KINERJA
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka
menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan
dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024
merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang
penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah
berjalan dengan baik.
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK.1-
PR.01.04-310 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024, bahwa Renstra
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
merupakan pendelegasian langsung dari Renstra Kementerian Hukum dan HAM
tahun 2020-2024, khususnya terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM dan layanan internal Sekretariat Jenderal.
Landasan bagi Sekretariat Jenderal dalam mencapai kinerja adalah
“‘Mendorong percepatan pencapaian sasaran strategis di Kementerian
Hukum dan HAM, khususnya terkait Reformasi Birokrasi dan layanan

internal Kementerian Hukum dan HAM”.

b. Misi
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menjabarkan
Misi Presiden dan Wakil Presiden kedalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan
HAM sebagai berikut :
1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan,
Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi

Birokrasi dan Kelembagaan.
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Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya optimal
dalam melaksanakan misi kedua melalui penajaman pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang memberikan dampak langsung
bagi masyarakat. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas
fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai
target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini
bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan
daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan misi ke 2 Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka misi
Sekretariat Jenderal adalah :

1. Mendorong percepatan penajaman reformasi birokrasi general Kementerian

Hukum dan HAM.
2. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kementerian Hukum dan

HAM yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta
memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh
Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama
tahun 2020-2024 terutama tujuan kedua “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara
(ASN) Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, maka Tujuan
Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 adalah untuk Meningkatkan Dampak

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM bagi Masyarakat.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat tercapai oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu Intermediate Outcome
dalam mewujudkan Ultimate Outcome pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2024 terjadi perubahan Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 - 2024. Dimana terjadi
perubahan terhadap sasaran strategis yang semula berjumlah 8 menjadi 2 sasaran
strategis. Menindaklanjuti perubahan tersebut, Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal tahun 2020 - 2024 pun menyelaraskan dengan perubahan rencana

strategis Kementerian Hukum dan HAM yang terbaru.
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Terjadi perubahan pada sasaran program Sekretariat Jenderal yang sebelumnya
berjumlah 2 (dua) “(1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan
Kualitas Layanan Berbasis Tl dan (2) Terwujudnya pengelolaan keuangan
Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel” menjadi 1 sasaran program
(Intermediate Outcome) yakni “Meningkatnya Penerapan RB di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dengan 2 (dua) indikator kinerja,
yaitu:

1. Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM

2. Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM

Intermediate outcome yang diterjemahkan menjadi Sasaran Program 4 (SP WA.4)
kemudian diturunkan (cascading) menjadi 13 (tiga belas) sasaran kegiatan (SK) dan
34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Pohon kinerja ini disusun dengan berpedoman pada amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan Logic Model
yang menguraikan kinerja dengan menggunakan Critical Success Factors.
Penerjemahan pohon kinerja menjadi SP, IKP maupun SK dan IKK setiap kinerja
merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (crosscutting), khususnya pada level
kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional.
Secara umum, pohon kinerja atas rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2024
dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Outline Outcome 2 INDIKATOR KINERJA (IK)

PERSENTASE INSTANSI
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KEMENKUMHAM
« NILAI  RB  TEMATIK
Meningkatnya penerapan RB di KEMENKUMHAM
Lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM

ESELON | ESELON |

INDIKATOR KINERJA (IK)
Intermediate 2.1.1.a RASIO PELAKSANAAN
RENCANA AAKSI
PENAJAMAN RB
KERMEENKUMHAM

Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi
penajaman RB Kementerian Hukum dan
HAM

ESELON II ESELON II

INDIKATOR KINERJA (IK)

Qutout 2.1.1.a o« JUMLAH SK
PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA RB
+ JUMLAH KEGIATAN
1.Pembentukan tim oengelola reformasi birokrasi  |MFPLEMENTASI TATA
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2.Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Dlgital yang *

lingah, Kolaboratif dan Akuntabel CRLYANE * IMPLEMENTASI  BUDAYA

A 5 . BIROKRASI BER AKHLAK
3.Implementasi Budaya Birokrasi Ber AKHLAK dengan -\ /o™ Ay vanc

ASN yang Profesional PROFESIONAL

4. Implementasi RB Tematik Kemenkumham « JUMLAH PELAKSANAAN
KEGIATAN RB TEMATIK
OUTPUT OUTPUT

EEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEETSN
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024
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Adapun alur cascading dari sasaran strategi, sasaran program sampai dengan
kegiatan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi
yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi i lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sekretariat Jenderal
- 1555: 4| | Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
‘o
SK Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

1562.2 Manusia Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

K Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum
i 553 dan Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Biro Sumber Daya Manusia
Layanan Biro Sumber Daya Manusia

SK Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

»{ 1554 | | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Keuangan

L
'S
SK Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi
¥ " .
1585.1 Manusia Biro Perencanaan
A 4
S r
N SK Meningkatnya Kinerja Anggaran Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Biro Perencanaan

1555.2 Manusia

SK Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Efektifitas Organisasi

15553 | | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Perencanaan

"
SK Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi .
15554 | | Manusia serta Layanan Internal Biro Perencanaan Biro Perencanaan
N’
'S
N SK Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara serta Pengadaan Barang dan Biro Pengelolaan Barang Milik
1556 Jasa Negara dan Pengadaan Barang/Jasa
/
> 155;; 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro Umum
— 4 \ J
‘o
L, SK Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Biro Umum

1557.2 | | Usaha, Protokol dan Pengamanan, serta Layanan Internal Sekretariat Jenderal

SK Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi

5849 | |Manusia dan Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin Pusat Data dan Informasi

0
SK Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah

1558 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

L

Kantor Wilayah

Gambar 2. 2 Cascading Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal
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3. Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

a. Bidang Perencanaan dan Organisasi

1) Kebijakan : Meningkatkan nilai RB Kementerian Hukum dan HAM, dengan

strategi:
a. Menyusun dan menyempurnakan buku pedoman RB;
b. Mengoptimalkan penggunaan E-RB;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi target kinerja pelaksanaan RB dari
masing-masing satuan kerja;
d. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi (Rencana Kerja Tahunan)

tahun 2025 sesuai dengan format baru pasca transformasi
kelembagaan.

2) Kebijakan : Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM, dengan

strategi:

Menyusun indikator kinerja seluruh jabatan;

Menyusun perjanjian kinerja Pimti tahun 2025 sampai dengan eselon V
pasca transformasi kelembagaan;

Melakukan pendampingan ke unit eselon 1.

3) Kebijakan : Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM, dengan strategi:

a.

Melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan
HAM tahun 2024;

Melakukan persiapan masa transisi transformasi kelembagaan dari
Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Hak
Asasi Manusia;

Persiapan penyesuaian kelembagaan Politeknik Pengayoman

Indonesia (Poltekpin) pasca transformasi kelembagaan.

b. Bidang Sumber Daya Manusia

1) Kebijakan : Meningkatkan kepuasan pegawai atas layanan kepegawaian,

dengan strategi:

a. Penerimaan CPNS/Poltekip/Poltekim secara profesional, akuntabel

dan transparan;
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b. Proses pengurusan administrasi kepegawaian tepat waktu dan
akuntabel,
c. Proses pengalihan SDM pasca transformasi kelembagaan.

2) Kebijakan : Pengendalian jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM sesuai kebijakan zero growth, dengan strategi:
a. Penyusunan analisa beban kerja untuk menentukan jumlah standar
yang dibutuhkan dalam bidangnya agar efektif dan efisien;
b. Penyusunan Analisis Jabatan sebagai dasar untuk melakukan mutasi,
promosi, training pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;
c. Peningkatan kompetensi pegawai di bidang sosio-kultural, manajerial,
teknis berdasarkan Training Need Analysis.
d. Pengembangan dan implementasi jabatan fungsional Kementerian
Hukum dan HAM;

e. Penyusunan manajemen karir pegawai termasuk manajemen talenta;

c. Bidang Keuangan

1) Kebijakan : Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku, dengan strategi:

a. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Anggaran;

b. Efektivitas pengelolaan hibah melalui e-Monev Hibah;

c. Evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Kebijakan dan SOP
Pengelolaan Keuangan;

d. Penguatan kompetensi dan koordinasi antar Pejabat Perbendaharaan

Negara/Pengelola Keuangan.

2) Kebijakan : Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Kementerian, dengan strategi:

a. Melakukan Bimbingan Teknis pada Unit Eselon | dan Kantor Wilayah
terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA);

b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Unit Eselon | dan Kantor
Wilayah;

c. Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja dalam

meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
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3) Kebijakan : Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Hukum dan HAM, dengan strategi:

a. Menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) mulai dari tingkat satuan kerja hingga tingkat Kementerian;

b. Pemutakhiran Kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;

c. Mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

d. Meningkatkan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan melalui

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Barang Milik Negara

1) Kebijakan : Terwujudnya RKBMN Kementerian Hukum dan HAM yang
akurat, dengan strategi:
a. Menyusun dan merencanakan rencana kebutuhan BMN;
b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Negara (SIPBMN);
c. Melakukan  pendampingan ke seluruh  Satuan Kerja
dalam penyusunan RKBMN;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKBMN.

2) Kebijakan : Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan,
dengan strategi:

a. Penguatan terhadap UKPBJ di seluruh wilayah dalam rangka upaya
penurunan nilai temuan terkait pengadaan Barang/Jasa;

b. Mengoptimalkan penggunaan SIPBMN khususnya modul pengadaan
sebagai monitoring kegiatan pengadaan Barang/Jasa;

c. Melakukan  pendampingan dan  konsultasi teknis

proses pengadaan Barang/Jasa.

3) Kebijakan : Penyelesaian Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
Kementerian Hukum dan HAM, dengan strategi:
a. Membuat peta permasalahan pemanfaatan BMN di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;
b. Penyelesaian pengajuan rekomendasi atas usul penggunaan dan

pemanfaatan BMN;
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c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan
penggunaan dan pemanfaatan BMN Kementerian Hukum dan HAM.
4) Kebijakan : Kebijakan strategis pencatatan BMN Kementerian Hukum dan
HAM, dengan strateqgi:
a. Terwujudnya BMN Kementerian Hukum dan HAM yang tervalidasi;
b. Penertiban pencatatan atas aset BMN Kementerian Hukum dan HAM,;

c. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN.

5) Kebijakan : Pemushahan dan Penghapusan BMN Kementerian Hukum dan
HAM, dengan strategi:
a. Melakukan pemetaan BMN di Kementerian Hukum dan HAM yang
akan dilakukan pemusnahan dan penghapusan;
b. Melakukan pemusnahan dan penghapusan BMN sesuai dengan
ketentuan;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi.

e. Bidang Hukum Komunikasi Publik dan Kerja Sama
1) Kebijakan : Opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan

HAM, dengan strategi:

a. Menyusun peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan
tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum
dan HAM,;

b. Mengoptimalkan penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media
Cetak dan Media online;

c. Melakukan pembinaan pemberitaan intern dan extern di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;

d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal E-
Lapor;

e. Merespon komentar masyarakat dalam google review dan media
sosial;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi pemberitaan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

2) Kebijakan: Pemberitaan dan publikasi Kemenkumham yang terintegrasi,
dengan strategi:

a. Menyusun peraturan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan

Kemenkumham;
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b. Mengoptimalkan pemberitaan dan publikasi melalui surat kabar,
katalog, majalah, situs, buku, CD dll;
Melakukan pembinaan;

d. Melakukan monev dan evaluasi.

f. Bidang Umum

1) Kebijakan : Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan
Kementerian Hukum dan HAM, dengan strategi:

a. Penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) sehingga dapat
diperoleh regulasi arsip yang lebih terarah dan terukur;

b. Pembinaan kearsipan dengan penerapan standar pengelolaan
kearsipan di seluruh unit utama Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;

c. Monitoring dan Pengawasan kearsipan secara menyeluruh dan terpadu
sesuai dengan NSPK di seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan
Satuan Kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;

d. Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital
(SRIKANDI dan E-Arsip) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2) Kebijakan : Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata
Usaha/Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi, dengan
strategi:

a. Pengoptimalan Penggunaan Sisumaker dalam Penatausahaan
Persuratan Pimpinan;

b. Meningkatkan Pelayanan Pimpinan dalam pelaksanaan Koordinasi
Pimpinan.

3) Kebijakan : Meningkatkan Kesehatan Jasmani dan Rohani ASN
Kementerian Hukum dan HAM, dengan strategi:

a. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SOP yang
selalu disempurnakan;

b. Mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

4) Kebijakan : Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan
Pemenuhan Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan dan perkantoran
secara tepat waktu, dengan strategi:

a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Rumga;

b. Peningkatan Layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya;

c. Peningkatan Pengelolaan dan Penertiban Barang Milik Negara tingkat

Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
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d. Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sewa
Barang Milik Negara yang tercatat sebagai aset Sekretariat Jenderal;

e. Sosialisasi Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit
Utama dan Seluruh Kantor Wilayah.

5) Kebijakan: Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan
Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan
strategi:

a. Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah;

b. Optimalisasi koordinasi acara pimpinan dan penggunaan aplikasi
SIPROPAM KUMHAM;

c. Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemenuhan sarana prasarana
personil keamanan pimpinan;

d. Penataan layanan Keamanan lingkungan terpadu di area unit Pusat.

4. Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Jenderal memiliki peran sebagai koordinator dalam berbagai
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, sesuai kondisi saat ini tugas yang
diemban tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika organisasi yang
semakin kompleks. Untuk itu Sekretariat Jenderal terus mendorong terciptanya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya melalui penataan
kelembagaan. Penataan kelembagaan akan berpengaruh terhadap penataan
kepegawaian/manajemen SDM dan penataan ketatalaksanaan (manajemen).
Penataan terhadap ketiga aspek birokrasi pemerintahan (administrasi pemerintahan)
tersebut memerlukan kebijakan dan rencana yang terpadu.

Penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan harus dilihat
sebagai satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan sebagai sistem birokrasi (aparatur)
pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan organisasi
Kementerian Hukum dan HAM yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta
mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, dengan tetap
memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar unit organisasi
dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut
tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses
atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di

lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang
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dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang
berkualitas.

Dengan kompleksitas tugas dan fungsi yang dimiliki kementerian, Sekretariat
Jenderal harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal serta mampu
beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam memberikan dukungan kepada
stakeholders baik eksternal maupun internal. Untuk mendukung salah satu kebijakan
Presiden vyaitu Penyederhanaan Birokrasi yang bertujuan agar Lembaga
Pemerintahan semakin lincah, responsif, efektif dan kolaboratif dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dimana salah satu sasaran
kegiatannya adalah “Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM yang efektif dan efisien”. Salah satu strategi untuk mencapai arah
kebijakan “Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang
solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara
konstruktif’ dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM adalah
penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui
penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan
penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Arah kebijakan penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal ditujukan untuk
mendukung kebijakan strategis Kementerian antara lain di bidang pembentukan dan
penataan regulasi, pelayanan publik di bidang hukum, penegakan hukum,
peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan, yang
sesuai dengan perannya sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan
tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Optimalisasi penggunaan jabatan fungsional dengan keahlian atau keterampilan
tertentu akan terus didorong implementasinya sejalan dengan Undang- undang Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta amanat Presiden pada tanggal 20
Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi melalui
optimalisasi jabatan fungsional merupakan salah satu upaya untuk menghadapi
berbagai tantangan kedepan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang cepat
kepada stakeholders, serta untuk mewujudkan organisasi yang agile, dan
profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, di penghujung tahun 2024 Presiden terpilih mengeluarkan kebijakan
transformasi kelembagaan yang berimplikasi pada terpecahnya Kementerian Hukum
dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh
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pada proses penataan kelembagaan dan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM tahun 2025. Langkah-langkah dan upaya strategis yang akan dilakukan antara

lain:

1. Pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan, untuk mengidentifikasi atas
tugas-tugas yang tumpang tindih antar biro maupun dengan unit eselon I,
penguatan tugas dan fungsi yang selama ini belum terakomodir dalam ORTA;

2. Penataan organisasi dan tata kerja (perubahan struktur organisasi) yang selaras
dengan implementasi penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan jabatan
fungsional, termasuk pasca transformasi kelembagaan.

3. Reposisi tugas dan fungsi yang sejalan dengan kebijakan redesain program dan

anggaran;

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Strategi Reformasi Birokrasi level mikro merupakan strategi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan
strategi Reformasi Birokrasi level meso maupun level makro. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, terdapat
2 (dua) strategi Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:
1. Strategi 1. Dimensi Prioritas Nasional;

2. Strategi 2. Dimensi Prioritas Instansional.

Kedua strategi RB level mikro tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 (lima)
tahapan Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:

1. Menyusun roadmap Reformasi Birokrasi;

Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan target yang telah ditentukan;
Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala (triwulan) ;
Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

o M 0N

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

1. Strategi 1: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi Kementerian Hukum dan
HAM untuk mewujudkan birokrasi digital dalam meningkatkan layanan publik
berkualitas, sebagai strategi Reformasi Birokrasi General. Strategi ini

dilaksanakan melalui 15 kegiatan utama, yaitu:
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a. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /
transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile di Kementerian Hukum dan
HAM;

b. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
Kementerian Hukum dan HAM,;

C. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Kementerian Hukum dan
HAM;

d. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM;

e. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Kementerian Hukum dan HAM,;

f. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;

g. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di
Kementerian Hukum dan HAM;

h. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Hukum dan
HAM;

i. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi di Kementerian Hukum dan HAM;

j. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik di Kementerian Hukum dan HAM;

k. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di
Kementerian Hukum dan HAM,;

I. Pelaksanaan Arsip Digital di Kementerian Hukum dan HAM,;

m. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral di Kementerian Hukum dan HAM,;

n. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Hukum
dan HAM,;

0. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kementerian Hukum dan
HAM.

Masing-masing kegiatan utama tersebut dilaksanakan melalui 151 rincian
kegiatan beserta indikator output, waktu pelaksanaan serta penanggung
jawabnya. Detail kegiatan utama dan rincian kegiatan akan dijabarkan pada
sub bab rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

2. Strategi 2: Membangun budaya kerja ASN dan meningkatkan profesionalitas
ASN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai strategi
Reformasi Birokrasi General. Strategi ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan
utama, yaitu:

a. Penataan Jabatan Fungsional.

b. Penguatan Manajemen Talenta ASN.
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c. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang Hukum
dan HAM.

d. Rekrutmen SDM ASN Kementerian Hukum dan HAM.

e. Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kementerian Hukum
dan HAM.

f. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM.

g. Penguatan Sistem Merit

h. Pelaksanaan Core Values PASTI BerAKHLAK ASN Kementerian Hukum dan
HAM.

i. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Masing-masing kegiatan utama tersebut dilaksanakan melalui 52 rincian
kegiatan beserta indikator output, waktu pelaksanaan serta penanggung
jawabnya. Detail kegiatan utama dan rincian kegiatan akan dijabarkan pada
sub bab rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. Strategi 3: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik untuk mendorong
percepatan penyelesaian isu nasional. Sebagai strategi RB tematik, isu
nasional yang berkaitan dengan unit Sekretariat Jenderal adalah pemanfaatan
Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Strategi ini dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan utama yang masuk dalam tema RB tematik, yang dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi tematik untuk Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Sekretariat Jenderal
dalam bentuk Kegiatan Reformasi Birokrasi tematik untuk tema pemanfaatan
PDN adalah “KT.5 Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham memiliki kontribusi langsung
terhadap percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu penggunaan Produk
Dalam Negeri (PDN). Kementerian Hukum dan HAM menargetkan
penggunaan PDN sebesar 95% sebagai target kinerja pada Rencana Strategis
(Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020- 2024 dan
Renstra Perubahan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024. Penggunaan PDN

pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) akan dilaporkan tersendiri
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sebagai hasil rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan target
penggunaan PDN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rencana strategis (Renstra) merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan,
strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka
pendanaan Kementerian. Penyusunan Renstra merupakan suatu proses yang penting
dan mendasar dalam organisasi untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi.
Renstra menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana
Strategis (Renstra) merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP. Anggaran untuk
mewujudkan Renstra dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang
kemudian ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Dokumen DIPA
tersebut merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi

(Renaksi) dan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT).
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Pada Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024, ditetapkan
bahwa Sekretariat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen. Program
tersebut diukur dengan 1 (satu) Intermediate Outcome (Sasaran Program) dan 2 (dua)
Indikator Kinerja Program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Nilai Reformasi Birokrasi General

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 82

Meningkatnya Penerapan Reformasi Manusia

Birokrasi di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3
Manusia

Program Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp. 5.412.211.866.000

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretaris Jenderal

e Indikator Kinerja Program Ke-1 “Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Indikator ini merepresentasikan tingkat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi General berdasarkan hasil evaluasi internal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkup Kementerian Hukum dan HAM
oleh Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi.

e Indikator Kinerja Program Ke-2 “Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Indikator ini merepresentasikan tingkat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Kementerian Hukum dan HAM oleh
Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai
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dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi

Birokrasi.

Dalam mencapai 1 (satu) Intermediate Outcome (Sasaran Program) dan 2 (dua)

Indikator Kinerja Sekretaris Jenderal, diturunkan kepada 6 (enam) Biro yang ada di

lingkungan Sekretariat Jenderal. Pada Indikator ke- 1 “Nilai Reformasi Birokrasi General

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, diturunkan kepada 6 (enam) Biro dan

Indikator ke-2 “Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia”, diturunkan kepada 1 (satu) yaitu Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaaan

Barang/Jasa.

Adapun Perjanjian Kinerja masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan

Pengelolaan
Program, Anggaran,
Tatalaksana,
Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya
Kualitas
Implementasi SAKIP
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Indikator Kinerja
Kegiatan

Nilai SAKIP
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

BB

Persentase
Rekomendasi yang
Ditindaklanjuti
terhadap Total
Rekomendasi yang
Diberikan
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi terkait
Pelaksanaan
SAKIP
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

80%

Anggaran

Rp. 16.818.335.000,-
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Indeks Kualitas

Perencanaan
Penganggaran 31
Kementerian Indeks
Meningkatnya Hukum dan Hak
Kinerja Anggaran Asasi Manusia
Satuan kerja
Kementerian Hukum
dan  Hak  Asasi Rata-rata Capaian
Manusia Kinerja Satuan
kerja Kementerian
Hukum dan Hak 95
Asasi Manusia
(SMART)
Indeks Pelayanan 4,52
Meningkatnya Publik Indeks
Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan
Publik dan Efektivitas
Organisasi
Kementerian Hukum
dan Hak  Asasi Nilai Kepatuhan
Manusia terhadap Standar 825
Pelayanan Publik
Persentase
Rekomendasi yang
Ditindaklanjuti
terhadap Total
Rekomendasi yang
Diberikan
Kementerian
Pendayagunaan
Meningkatnya Aparatur Negara 80%
Pelaksanaan dan Reformasi
Reformasi Birokrasi Birokrasi terkait
Kementerian Hukum Pelaksanaan
dan Hak  Asasi Reformasi Birokrasi
Manusia serta Kementerian
Layanan Internal Biro Hukum dan Hak
Perencanaan Asasi Manusia
Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan 3,1
Indeks

terhadap Layanan
Biro Perencanaan
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Indeks Merit Sistem

380

Indeks
Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan Indeks. .
Sumber Daya Profesionalitas 65 Indeks
Manusia ASN ASN
Pengelolaan dan Kementerian Hukum
Pembinaan Sumber | dan Hak Asasi
Daya Manusia Manusia serta Rp.95.193.806.000,-
Kementerian Kepuasan Unit Kerja
Hukum dan HAM Esel_on | dan Indeks Kepuasan
Kewilayahan Kerja ASN 31
terhadap Layanan Ind,eks
Biro Sumber Daya Kemenkumham
Manusia
Indeks Kepuasan
UKE | dan
Kewilayahan 3.1
terhadap Layanan Indeks
Biro Sumber Daya
Manusia
Opini BPK atas
laporan keuangan
Kementerian WTP
Hukum dan Hak (Opini)
Asasi Manusia
Meningkatnya
Pengelolaan kualitas pengelolaan
Keuangan dan keuangan dan Indeks Kepuasan
Pelaksanaan pelaksanaan Unit Kerja Eselon | Rp.10.347.630.000,-
Anggaran anggaran dan Kewilayahan 3,1
Kementerian Kementerian Hukum terhadap Layanan Indeks
Hukum dan HAM dan Hak Asasi Biro Keuangan
Manusia
Indikator Kualitas
Pengelolaan 96

Anggaran (IKPA)
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Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan
terhadap Layanan

Biro Pengelolaan 3,1
Barang Milik Indeks
Negara dan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengelolaan Nilai Kualitas 3,30
Barang Milik Meningkatnya Pengelolaan Aset Indeks
Negara dan Kualitas Pengelolaan
Pengadaan barang Milik Negara Rp. 12.024.262.000,-
barang/Jasa serta Pengadaan
Kementerian Barang dan Jasa
Hukum dan HAM
Sangat
Nilai Tata Kelola Baik
Pengadaan
(Predikat)
Persentase
Pengendalian
Peningkatan
Penggunaan 95%
Produk Dalam
Negeri (PDN)
Persentase
Sentimen Positif
terhadap Total
Sent.imerj terkait 100%
Publikasi
Kementerian
Hubungan _ _ Hukum dan HAM
Masyarakat, Hukum | Meningkatnya Citra
dan Kerjasama Positif Kementerian Rp. 7.682.856.000,-
Kementerian Hukum dan HAM Indeks Kepuasan
Hukum dan HAM UKE 1 dan
Kewilayahan
terhadap Layanan 3,1
Indeks

Administrasi Kerja
Sama
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1. Persentase

Layanan Advokasi
Hukum Litigasi
yang diberikan

100%
terhadap Total
Permintaan
. 2. Persentase
Men!ngkatnya L Advokasi
Kualitas Layanan ayanan Advoxaslt
Advokasi Hukum Hukum Non Litigasi
Kementerian Hukum yang diberikan 100%
dan Hak Asasi terhadap Total
Manusia Permintaan
3. Persentase
Putusan Perkara 85%
yang Dimenangkan
Men!ngkatnya Nilai Kualitas A
Kualitas Pengelolaan . .
Arsip Pengelolaan Arsip (Kategori)
1. Persentase
Layanan Tata
Usaha Pimpinan 100%
yang diselesaikan
Pelayanan
Kementerian Kepuasan terhadap |2- Indeks Kepuasan 4.566.497.957.000, -
Hukum dan HAM Layanan Tata Usaha Unit Kerja Lingkup
Pimpinan, Rumah Sekretariat 31
Tangga, Tata Usaha Jenderal terhadap ind,eks
Protokol dan Layanan Rumah
Pengamanan, serta Tangga
Layanan Internal
Sekretariat Jenderal
3. Persentase
Layanan Tata
Usaha yang 100%
Diselesaikan
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4. Indeks Kepuasan

Layanan

Pengamanan

Lingkup 31
Kementerian Indeks

Hukum dan Hak
Asasi Manusia

5. Persentase
Layanap Protqkol 100%
yang Diselesaikan

6. Indeks Kepuasan

Unit Eselon I 31
Lingkup Sekretariat Indeks
Jenderal

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2024
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.
Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian
dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara
periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran
kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja
dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta
jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk
mengelola sumber daya tertentu

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan kinerja kolektif dari seluruh Biro di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 5.384.287.885.000,- (setelah revisi terakhir) untuk
mencapai target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja. Dalam memudahkan dalam monitoring capaian Perjanjian Kinerja,
dilakukan klasifikasi capaian berdasarkan rentang nilai. Adapun klasifikasi capaian yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Keterangan

>100 Sangat Baik
85 s.d. 100 Baik
70 s.d. <85 Cukup
55 s.d. <70 Kurang
<55 Sangat Kurang

Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian
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Secara umum Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dapat
dikategorikan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja
Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja
Sasaran Program J

Target Realisasi | Capaian

Program
Berdasarkan
Nilai Reformasi Hasil Evaluasi
Birokrasi General Sementara
1. Kementerian 82 86,33 105,28% Reformasi
Meningkatnya Hukum dan Hak Birokrasi Tahun
Penerapan Reformasi Asasi Manusia 2024 pada
Birokrasi di Portal RB
lingkungan
Kementerian Hukum o _ Berdasarkan
dan Hak Asasi Nilai Reformasi Hasil Evaluasi
Manusia Birokrasi Tematik Sementara
2. Kementerian 3 4,05 135% Reformasi
Hukum dan Hak Birokrasi Tahun
Asasi Manusia 2024 pada
Portal RB

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

1. Indikator Kinerja Program Ke-1 : Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1

Indikator Kinerja
Program

Target | Realisasi Capaian Keterangan

o . Berdasarkan Hasil
Nilai Reformasi

Birokrasi General Evaluasi Sementara
Kementerian 82 86,33 105,28% Reformasi Birokrasi
Hukum dan Hak Tahun 2024 pada

Asasi Manusia Portal RB

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1
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Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah
upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian
permasalahan melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga. Reformasi
Birokrasi General Kementerian Hukum dan HAM merupakan Reformasi Birokrasi
yang difokuskan pada penyelesaian isu hulu atau perbaikan manajemen internal
instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan RB General dilaksanakan melalui
perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yakni mandat kebijakan turunan dari
strategi dan arah kebijakan Nasional, serta memastikan pelaksanaan kebijakan
tersebut oleh seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, serta pelaksanaan
pembangunan zona integritas.

Hasil evaluasi penilaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 akan dikeluarkan pada tahun 2025. Untuk
mendukung capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia tahun 2024 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB General)
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;

2. Penyusunan pedoman pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi
Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;
Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada satuan kerja;
Pemenuhan data dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan
Rencana Kerja Tahunan RB General oleh satuan kerja pada aplikasi E-RB
setiap triwulan;

5. Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;

6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi
General Kementerian Hukum dan HAM setiap triwulan;

7. Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB General melalui
Portal RB Nasional Kemen PANRB setiap triwulan;

8. Pelaksanaan tindak lanjut RB Meso hasil evaluasi 2023.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025
hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, telah disampaikan informasi Hasil

Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi
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pemerintah. Adapun rincian penjabaran dalam Sistem Informasi Lembar
Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (Portal RB) terkait hasil evaluasi
Kementerian Hukum dan HAM untuk Indikator Kinerja Program ke 1 Nilai
Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
adalah sebesar 86,33. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Program Ke-
1 adalah sebagai berikut:

86,33

x 100% = 105.28%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024 dengan

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023.

Indikator Kinerja REEURES] Realisasi

Keterangan

Program 2023 2024

Nilai Reformasi Birokrasi Berdasarkan Hasil Evaluasi
General Kementerian

Hukum dan Hak Asasi
Manusia

79,71 86,33 Sementara Reformasi Birokrasi
Tahun 2024 pada Portal RB

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024
dengan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2023 memperoleh nilai 83.63 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2024. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi
RB 2024, telah disampaikan informasi Hasil Evaluasi Sementara atas
Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Pada
Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB (Portal RB), Kementerian
Hukum dan HAM mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024
sebesar 90,38, mengalami peningkatan sebesar 6,75 poin dari tahun 2023.
Sehingga apabila realisasi tahun 2024 diperbandingkan dengan target tahun
2024, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 106,32%. Adapun

capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

selama 6 (enam) tahun ke belakang adalah sebagai berikut:
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Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

2019 2020 2021 2022 2023 2024

78,98 80,01 80,18 79,55 83,63 90,38

Tabel 3.5 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2024

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis
Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020
- 2024, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah mendorong percepatan
penajaman reformasi birokrasi general Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 tahun 2024
dengan target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Target REEURES])
Sasaran Program/ Indikator
2024

Meningkatnya Penerapan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nilai Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 82 86,33
Manusia

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024 berdasarkan Surat
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil
Evaluasi RB 2024, yang disampaikan pada portal informasi Hasil Evaluasi
Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi

pemerintah adalah sebesar 86,33.
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d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024 dengan
Standar Nasional
Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024 dengan
standar nasional pencapaian nilai hasil evaluasi Reformasi birokrasi adalah sebagai
berikut:

KUMHAM Standar

NES T El
2023

2023 2024

Nilai Reformasi Birokrasi 83,63 90,38 76,81

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2024 dengan
Standar Nasional

Rata rata standar nasional 76,81 ini disampaikan oleh Drs. Agus Uji Hantara,
M.E. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan
Reformasi Birokrasi pada kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi
Birokrasi K/L  Tahun 2023 (https://www.menpan.go.id/site/berita-

terkini/evaluasi-reformasi-birokrasi-2024-tetap-berfokus-pada-pengukuran-

dampak). Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum
dan HAM belum dapat dibandingkan dengan Standar Nasional tahun 2023
(76.81) karena hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 belum disampaikan oleh
KemenPAN-RB. Sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 90,38 apabila
dibandingkan dengan standar nasional sudah melampaui atau rata-rata di

atas standar nasional yang ditetapkan KemenPAN-RB.

Berikut kami sandingkan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan 5 Kementerian/Lembaga tahun 2023 sebagai
berikut:
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Nilai

Reformasi

77,12 80,07 | 2023-83,63 | 8451 | 8563 93,3

Birokrasi 2024 - 90,38

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 dengan K/L

e. Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2024
1) Kendala

Dalam pencapaian indikator nilai Reformasi Birokrasi General, masih terdapat

kendala sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan internalisasi dan
monitoring secara berkala di tingkat wilayah;

b. Belum optimalnya penanganan isu pemberitaan negatif terhadap
Kementerian Hukum dan HAM,;

c. Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 1 “Belum Optimalnya
Pengendalian Pelaksanaan RB Meso dari masing masing penanggung
jawabnya”. Pada risiko tersebut penanggung jawab masih belum maksimal
dalam penerapannya.

2) Solusi

Untuk mengatasi kendala di atas dapat dilakukan solusi sebagaimana

diantaranya:

a. Lakukan internalisasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RKT RB General) kepada seluruh pegawai dan pihak
terkait proses layanan;

b. Lakukan mitigasi atas pemberitaan/isu negatif terkait Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

c. Lakukan publikasi positif atas capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

d. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui inovasi untuk memudahkan
pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;

e. Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SPAK-Survei Persepsi Anti Korupsi
dan SPKP-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) melalui aplikasi 3AS pada
periode waktu yang telah ditentukan secara terencana, terprogram, dan
terlaksana secara berkelanjutan, dengan jumlah perhitungan responden
sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie;
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f. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana
aksi RB Meso secara berkala setiap triwulan.

2. Indikator Kinerja Program Ke-2 : Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2

Indikator
Kinerja Target | Realisasi Capaian Keterangan
Program
Nilai Reformasi Berdasarkan Hasil
Birokrasi Evaluasi Sementara
Tematik S .
3 4,04 134,67 Reformasi Birokrasi

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia Portal RB

Tahun 2024 pada

Tabel 3.9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau
mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang
memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik
adalah Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hilir atau
percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Adapun tema yang ada
meliputi: pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi Administrasi
Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting, percepatan prioritas aktual
Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan laju inflasi).

Hasil evaluasi penilaian Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 akan dikeluarkan pada tahun 2025. Untuk
mendukung capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia tahun 2024 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tematik
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024;

2. Pemenuhan data dukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan oleh satuan
kerja pada aplikasi E-RB setiap triwulan;

3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi

Tematik Kementerian Hukum dan HAM setiap triwulan;
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4. Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB Tematik melalui
Portal RB Nasional Kemen PANRB setiap triwulan.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal
Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, telah disampaikan informasi Hasil
Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah. Adapun rincian penjabaran dalam Sistem Informasi Lembar Kerja
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Portal RB) terkait hasil evaluasi Kementerian
Hukum dan HAM untuk Indikator Kinerja Program ke 2 Nilai Reformasi
Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
sebesar 4,05. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Program Ke-2 adalah

sebagai berikut:

)

X 100% = 135%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 dengan
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Indikator Kinerja  Realisasi =~ Realisasi

Program 2023 2024 Keterangan

Nilai Reformasi
Birokrasi Tematik Pada tahun 2023 belum ada

Kementerian 3,92 4,05 pembagian kriteria penilaian

Hukum dan Hak menjadi General dan Tematik
Asasi Manusia

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 dengan
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Berikut capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia selama 5 (lima) tahun kebelakang:

78.98 80.01 80.18 79.55 83.63 90.38

Tabel 3.11 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2023
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c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis
Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020
- 2024, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah mendorong percepatan
penajaman reformasi birokrasi general Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2 tahun 2024

dengan target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Target REEURES])
Sasaran Program/ Indikator
2024

Meningkatnya Penerapan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nilai Reformasi Birokrasi Tematik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3 4,05
Manusia

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/43/RB.04/205 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil
Evaluasi RB 2024, yang disampaikan pada portal informasi Hasil Evaluasi
Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah adalah sebesar 4,05.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 dengan
Standar Nasional
Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024 dengan
standar nasional pencapaian nilai hasil evaluasi Reformasi birokrasi adalah sebagai
berikut:

KUMHAM Standar

Nasional

2023 2024
2023

Nilai Reformasi Birokrasi 83,63 90,38 76,81

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2024 dengan SN
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Rata rata standar nasional 76,81 ini disampaikan oleh Drs. Agus Uji Hantara,
M.E. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan
Reformasi Birokrasi pada kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi

Birokrasi K/IL  Tahun 2023 (https://www.menpan.go.id/site/berita-

terkini/evaluasi-reformasi-birokrasi-2024-tetap-berfokus-pada-pengukuran-

dampak). Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum
dan HAM belum dapat dibandingkan dengan Standar Nasional tahun 2023
(76.81) karena hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 belum disampaikan oleh
KemenPAN-RB. Sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 90,38 apabila
dibandingkan dengan standar nasional sudah melampaui atau rata-rata di

atas standar nasional yang ditetapkan KemenPAN-RB.

Berikut kami sandingkan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dengan 5 Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Nilai
Reformasi

77,12 80,07 | 2023-83,63 | 84,51 | 85,63 93,3

Birokrasi 2024 - 90,38

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2024 dengan K/L

e. Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2024
1) Kendala

Dalam pencapaian indikator nilai Reformasi Birokrasi Tematik, masih terdapat

kendala sebagai berikut:

a. Masih terdapat beberapa produk dalam negeri yang belum memenuhi
kriteria dan kualifikasi untuk masuk dalam buku biru pengadaan barang
dan jasa;

b. Masyarakat masih banyak yang belum menyadari pentingnya Legitimasi
dan Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki;

c. Masih belum tersosialisasinya layanan administrasi Perseroan Terbatas
dan Perseroan Perorangan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak
mempunyai usaha secara resmi dan tercatat;

d. Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 2 “Belum Optimalnya
Pengendalian Pelaksanaan RB Tematik dari masing masing penanggung
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jawabnya”. Pada risiko tersebut penanggung jawab masih belum maksimal

dalam penerapannya.

2) Solusi
a. Mensosialisasikan pentingnya legitimasi Hak Kekayaan Intelektual kepada
masyarakat luas;
b. Menggerakkan sosialisasi layanan administrasi hukum umum yang dimiliki
Kementerian Hukum dan HAM;
c. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana

aksi RB Tematik secara berkala setiap triwulan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023
dibiayai dari dana APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SP DIPA-013.01.1.404233/2024 tanggal 24
November 2023 semula sebesar Rp 5.412.211.866.000,- telah mengalami 10 kali revisi
DIPA sehingga menjadi Rp 5.384.287.885.000,-. Berdasarkan data OM-SPAN realisasi
anggaran akhir tahun anggaran 2024 (data per 22 Januari 2024) adalah Rp
5.174.516.967.333,- atau 99.37 %. dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Realisasi Sisa

Jenis Belanja (Rp) (Rp) (Rp) Capaian

Belanja Pegawai

4,207,332,668,000

4,203,421,513,193

3,911,154,807

99.91%

Belanja Barang

815,757,348,000

789,763,095,935

25,994,252,065

96.81%

Belanja Modal

184,311,356,000

181,332,358,205

2,978,997,795

98.38%

Total

5,207,401,372,000

5,174,516,967,333

32,884,404,667

99.37%

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024
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Hubungan Masyarakat, Hukum dan

Kerumahtanggaan Kemenkumham

1 . 7.846.034.000 7.783.972.498 99.21%
Kerjasama Kemenkumham
o | Pengelolaan dan Pembinaan 147.196.296.000 | 131.539.529.271 | 89.36%
Kepegawaian Kemenkumham e e '
Pengelolaan Keuangan dan
3 | Pelaksanaan Anggaran 10.886.462.000 10.854.211.263 99,70%
Kemenkumham
Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaksanaan Program dan Dalam 0
4 Kerangka Pengeluaran Jangka 22.648.969.000 22.490.384.788 99.30%
Menengah
Pengelolaan Barang Milik Negara 0
5 Kemenkumham 12.926.828.000 12.501.066.168 96.71%
6 | Pelayanan Ketatausahaan Dan 4.108.277.512.000 | 4.101.787.573.461 | 99.84%

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Per Jenis Kegiatan Tahun 2024

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Pagu
(Rp)

3.909.310.715.000

Realisasi
(Rp)

3.698.778.550.622

Sisa
(Rp)

210.532.164.378

Capaian

94,61%

Belanja Barang

680.136.936.000

655.667.965.429

24.468.970.571

96,40%

Belanja Modal

166.488.543.000

164.446.926.669

2.041.616.331

98,77%

Total

Belanja Pegawai

4.755.936.194.000

4,207,332,668,000

4.518.893.442.720

4,203,421,513,193

237.042.751.280

3,911,154,807

95,02%

99.91%

Belanja Barang

815,757,348,000

789,763,095,935

25,994,252,065

96.81%

Belanja Modal

184,311,356,000

181,332,358,205

2,978,997,795

98.38%

Total

5,207,401,372,000

5,174,516,967,333

32,884,404,667

99.37%

Tabel 3.17 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan 2024
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C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1. Nilai Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu
Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan
Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri,
Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web
Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART yang sudah berganti nama menjadi
Aplikasi Monev Kemenkeu — Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,
yang mana dapat diakses melalui laman https://monev.kemenkeu.go.id.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan perubahan komposisi
variabel penilaian monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri serta
sistem penarikan hasil penilaian capaian kinerja anggaran, berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tanggal 28
Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan
Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
Lampiran 1ll Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L. Nilai Kinerja
Perencanaan anggaran Unit Setjen 2024 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu
adalah 88,91. Nilai tersebut didapat dari 2 komponen sebagai berikut:
1. Efektivitas — 75%
- IKP - 100%
-  CRO - 100%
2. Efisiensi — 25%
- Penggunaan SBK — 29.81%
- Efisiensi SBK — 72,85%

NK Perencanaan Eselon | Monitoring./ NK Perencanaan Eselon

Tampilkan 10 4 entri Cari:

Efektivitas Efisiensi

No. + Kode UEI UEI NK Perencanaan Anggaran IKP CRO Penggunaan SBK Efisiensi SBK

10 88.91 100.00 100.00 29.81 72.85

TR
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnyz Sela
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Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

125
100 100

100
75 72.85

50

29.81
25
0
@ IKP (Efektivitas UE1 30%) @ CRO (Efektivitas Satker 45%)
Penggunaan SBK (10%) @ Efisiensi SBK (15%)

Gambar 3.1 Komponen Penilaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur

Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi

kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi

Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran

Kinerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu untuk Kelancaran

pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas

Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

Revisi DIPA, bobot 10%;

Deviasi Halaman Il DIPA, bobot 10%;
Data Kontrak, bobot 10%:;
Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
Dispensasi SPM, bobot 10%;
Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
Capaian Output, bobot 25%.
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Nilai IKPA Sekretariat Jenderal pada Tahun 2024 data per 20 Januari 2025 adalah

93,80.
KUALITAS KUALITAS HASIL
PERENCANAAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN
o6 ANGGARAN ANGGARAN NIA Konversy  DISPENSASI  NILAIAKHIR(NILA
No NAMA KL KETERANGAN SPM TOTAL/KONVERSI
KL TOTAL  BOBOT
revist P! penvenapan BELANJA PENYELESAIAN  PENGELOLAAN NG Ll
HALAMAN CAPAIAN OUTPUT
OPA T iPA ANGGARAN  KONTRAKTUAL  TAGIHAN UP DAN TUP
KEMENTERIAN Nilai 9430 100% 93.80
HUKUM DAN HAK
ASASIMANUSIARI  Bobot 10 0 10 10 10 %
Nilai Akhir 993 1343 18.76 9.70 9.95 9.79 2275
Nilai Aspek 94.44 97.03 9099
Gambar 3.2 Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2024
[} Desember
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
25
22.75
20 18.76
15 13.43
10
5
0.5
o]
@ Revisi DIPA @ Deviasi Hal 3 DIPA Penyerapan Anggaran @ Belanja Kontraktual
@ Penyelesaian Tagihan @ Pengelolaan UP dan TUP Dispensasi SPM @ Capaian Output

Gambar 3.3 Diagram Batang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
1. e-Monev BAPPENAS
Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil
pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja- K/L kementerian
Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan
pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman https://e-

monev.bappenas.go.id. Adapun capaian e-Monev Sekretariat Jenderal Tahun 2024
adalah sebagai berikut:
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013.01

UNIT KERIA - SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Rp. 5,207.4 Miliar Rp. 4,982.1 Miliar

41862 M 00M
8antuan Sosial

180.6M §154M
8elanjo Modal Belanja Barang 8elanjo Pegawal

1B43M 8158M 42073M

8aianjo Modol Belanjo Barang Belanjo Pagawai

i Dashboard
Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan Sebaran Kategori Pelaksanaan D"‘,f'f“.':“.:”:‘:’::f""
hingga bulan Desember hingge bulan Desember Bes

Gambar 3.4 Capaian e-Monev Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi e-Monev BAPPENAS, progress pelaksanaan dan serapan
anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (data per 22 Januari 2025) adalah
sebesar 95.7%. Adapun progress per Kategori Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

e Perencanaan : 22%
e Persiapan :10%
e Pelaksanaan : 59 %
e Selesai 5%
e Kemanfaatan : 4%

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Eselon Il
a. Biro Perencanaan dan Organisasi
1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Meningkatnya Nilai SAKIP

Kualitas Kementerian
Implementasi Hukum dan Hak
SAKIP Asasi Manusia BB BB 100%

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Perencanaan Tahun 2024

Berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan, Kementerian PAN-RB tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Nilai
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SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 sebesar 78,32 predikat BB
(Sangat Baik) dengan rincian:

e Nilai

Komponen Yang Dinilai Bobot 2023 2024
1. | Perencanaan Kinerja 30 23,42 23,42
2. | Pengukuran Kinerja 30 23,37 23,80
3. | Pelaporan Kinerja 15 11,71 11,71
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 19,39 19,39
Nilai Hasil Evaluasi 100 77,89 78,32

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Gambar 3.5 Rincian Nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Perencanaan

telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Ditetapkannya Kepmenkumham No. M.HH-01.0T.01.01 Tahun 2024
Tentang Renaksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, sebagai upaya pemecahan isu-isu
permasalahan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2024;

b. Ditetapkannya Permenkumham No. 7 tentang Perubahan Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024, sebagai acuan
pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;

c. Ditetapkan Kepmenkumham No. M.HH-13.0T.02.02 Tahun 2024 Tentang
Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM Tahun 2024;

d. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2023;

e. Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (UKE 1, Kantor Wilayah dan
UPT);

f. Tersusunnya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;

g. Pembaharuan Aplikasi E-Performance dalam tahapan pengembangan oleh
Tim E-Performance yang sudah selesai dan selanjutnya akan diintegrasikan
dengan aplikasi SIMPEG,;
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h. Inspektorat Jenderal bersama Sekretariat Jenderal melaksanakan Evaluasi
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;

i. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

- Kendala

1. Masih terdapat beberapa satuan kerja melakukan penentuan target dari
Rencana Kerja tahun berjalan belum didasarkan atas capaian tahun
sebelumnya;

2. Kualitas Rencana Strategis yang disusun belum sepenuhnya sesuai
dengan seluruh ketentuan peraturan yang berlaku;

3. Adanya ketidakselarasan baik dalam Sasaran dan/atau indikator
kinerja;
Ketidakselarasan antara perjanjian kinerja dengan rencana kerja;
Masih ada target kinerja di level Menteri, Eselon | dan/atau Eselon II
yang tidak tercapai di akhir periode rencana strategis dan rencana kerja.

- Solusi

1. Menyusun/memperbaharui  Permenkumham tentang pedoman
pengelolaan kinerja yang didalamnya terdapat materi muatan
pengukuran kinerja;

2. Menerapkan pengukuran kinerja minimal 2 kali setahun di seluruh
satker;

3. Melakukan pengukuran kinerja secara serempak untuk Kemenkumham
minimal 2 kali dalam setahun

4. Melakukan kegiatan koordinasi penyelarasan perjanjian kinerja dengan
renja Kemenkumham;

5. Melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh target kinerja satker

kewilayahan telah memiliki baseline.
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2.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Persentase
Kualitas Rekomendasi
Implementasi yang
SAKIP Ditindaklanjuti
Kementerian terhadap Total
Hukum dan Hak Rekomendasi
Asasi Manusia yang diberikan
Kementerian
Pendayagunaan 80% 100% 125%

Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi terkait
Pelaksanaan
SAKIP
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Perencanaan Tahun 2024

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Nomor B/55/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023
Hal Hasil Evaluasi Akauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023. Pada Semester | Tahun 2024 terhadap rekomendasi tersebut telah
ditindak lanjuti sebanyak 11 rekomendasi berupa:

a. Memastikan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah
selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga
perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga
mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai

b. Memastikan reviu dokumen perencanaan kinerja yang sedang dilakukan

kaidah

perencanaan kinerja, seperti memastikan tujuan dan sasaran strategis

memperhatikan  berbagai dalam penyusunan dokumen

telah berorientasi hasil atau berdampak langsung pada masyarakat (result
oriented), memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kinerja
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound)

c. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya
memastikan target kinerja realistis , progresif/meningkat setiap tahunnya
dan menginterpretasi sebuah kondisi yang baik

d. Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan
menyusun pohon kinerja berdasarkan

logical framework yang

menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan Ciritical
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Success Factor (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga
dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada
pencapaian kinerja level diatasnya

e. Meningkatkan kualitas catatan perbaikan dan masukan (feedback) dalam
monitoring pengukuran capaian kinerja agar dapat dipakai untuk
ketercapaian target yang diperjanjikan

f.  Melanjutkan pengembangan aplikasi pengukuran yang ada dalam aplikasi
e-performance melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja,
agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian
kinerja secara berkala dan real time;

g. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran yang dimiliki bukan hanya
dimanfaatkan sebagai media pengukuran suatu program kegiatan dan
anggaran, namun juga capaian kinerja sebagai media pemantauan kinerja
seluruh unit kerja. Sistem pengukuran tersebut diharapkan dapat
menyajikan informasi progress capaian kinerja secara berkala sehingga
dapat dijadikan dasar pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja secara
berkelanjutan oleh pimpinan dan stakeholder terkait;

h. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja sebagai
dasar pertimbangan menentukan target, strategi, serta aktivitas dan
diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan,
sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja

i. Melakukan reviu atas format perjanjian kinerja dengan mengacu pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014,hal ini karena
berpengaruh pada realisasi kinerja yang akan dijelaskan pada laporan
kinerja. Selanjutnya menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan
seluruh kinerja yang diperjanjikan sehingga dapat memberikan informasi
kinerja yang terukur sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya
dicapai

j. Memperjelas dan memperinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang
terdapat di dalam laporan hasil evaluasi AKIP setiap unit kerja sehingga
dapat diketahui dengan pasti titik-titik mana saja pada setiap komponen
SAKIP yang memerlukan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan
catatan/rekomendasi yang sifatnya pemenuhan, tetapi juga aspek
kualitas/substansi dan aspek pemanfaatannya;

k. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi
hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada seluruh unit kerja guna

memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan
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Dari 11 Rekomendasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023,
seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi terhadap terhadap Indikator
Kinerja Kegiatan Ke-2 sebesar 100% dengan rincian perhitungan sebagai
berikut:

11 Rekomendasi

100% = 1009
11 Rekomendasi * 100% 00%

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai
berikut:

100%
80%

X 100% = 125%

- Kendala
1. Terdapat rekomendasi dari Kemenpan RB terkait evaluasi SAKIP tahun

2022 dan 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan hingga akhir tahun 2024

- Solusi
1. Menetapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi Men

PAN RB terkait SAKIP sebagai salah satu indikator kinerja Satker;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

rekomendasi Men PAN RB terkait RB secara berkala setiap triwulan;

3. Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

Meningkatnya Indeks Kualitas

Kinerja Anggaran | Perencanaan

Satuan Kgrja Penganggaran 3.1 3,91 126.19%
Kementerian Kementerian Indeks Indeks

Hukum dan Hak Hukum dan Hak

Asasi Manusia Asasi Manusia

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Biro Perencanaan Tahun 2024

Indeks Kualitas Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2024 dinilai oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan
hasil 97,80 (skala 100), sesuai surat Bappenas Nomor B-
23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian

Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
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Tahun 2024. Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional (IPPN) Kementerian Hukum dan HAM adalah mengukur kualitas hasil
perencanaan yang dilakukan. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan
sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN tersebut,
yang meliputi:

1) Integrasi Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan
perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan
koordinasi perencanaan di tingkat pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3
(tiga) indikator, yaitu:

e Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN.
e Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L.
e Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

2) Sinkronisasi Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan
dukungan anggaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mencapai
sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar
fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

e Kepatuhan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM untuk membiayai
Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan;

e Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L ;

e Kepatuhan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM untuk membiayai
Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan.

3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja
Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan
kinerja  berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di
Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana
pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM dapat secara langsung berhubungan
dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya

untuk pencapaian institusinya saja.
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Adapun hasil rangkuman nilai Kementerian Hukum dan HAM sebagai

Pengampu PN (Non- Leading Sector) adalah sebagai berikut:

NO Aspek Indikator Bobot Nilai Sumber Data
1 Integrasi Kepatuhan Renstra K/L Tldak dilakukan RPJMN — Renstra
terhadap RPIJMN penilaian pada
IPPN 2024
Konsistensi Renja K/L 14 14 Renstra — Renja
terhadap Renstra K/L
Kepatuhan Renja K/L 20 20 RKP - Renja
terhadap RKP
2 Sinkronisasi Kepatuhan Anggaran K/L 12 12 RKP — RKA
untuk membiayai RO
Prioritas RKP pada tahun
perencanaan
Kesesuaian Pagu 12 10,46 Renja — RKA
Anggaran RKA dengan
Pagu Anggaran Renja K/L
Kepatuhan Anggaran K/L 12 12 RKP — RKA
untuk membiayai RO
Prioritas RKP pada tahun
Pelaksanaan
3 Keterhubungan Target dan Sasaran Tldak dilakukan RPJMN —Renstra
Perencanaan Pembangunan Nasional penilaian pada K/L
Pembangunan menjadi Target dan IPPN 2024 atau RKP — Renja
dengan Sasaran Kinerja Lembaga K/L
Perencanaan Terkait
Kinerja
TOTAL NILAI 70 68,46

Gambar 3 6 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Hukum dan
HAM tahun 2024

Nilai IPPN Kemenkumham = 68,46 / 70 x 100 =97,80
Jika dikonversi Skala 4 = 97,80 x4/100 = 3,912 Indeks

Kendala

Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dilakukan oleh Kemenpan RB . Sesuai surat Bappenas Nomor B-
23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian
Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
Tahun 2024 hasil 97,80 (skala 100). Tidak terpetakan potensi risiko atas indeks

ini pada Dokumen Manajemen Risiko.
Solusi

Mengintensifikasikan dan menjadikan koordinasi dengan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi.
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Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

Meningkatnya
Kinerja Anggaran

Asasi Manusia

Rata-rata Capaian
Kinerja Satuan

Asasi Manusia

Satuan Kerja Kerja e
- . dalam
Kementerian Kementerian 95 n/a n/a r0Ses
Hukum dan Hak Hukum dan Hak (IO
penilaian

(SMART)

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Biro Perencanaan Tahun 2024

Untuk penilaian nilai kinerja tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia telah melakukan perubahan komposisi variabel penilaian monitoring
dan evaluasi kinerja program secara mandiri serta sistem penarikan hasil
penilaian capaian kinerja anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi
Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran Lampiran 1l Penilaian

Kinerja Perencanaan Anggaran K/L Hal.35.

Semula Menjadi

Tingkat Eselon |

Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) | Rata-Rata NK Es.| Tingkat Satker Kinerja Unit
50% Eselon |

Rata-Rata NK
Satker

1. Penyerapan
anggaran dan
konsistensi RPD
menjadi fokus
pemantauan di
DJPB (IKPA)

2. Penilaian DJA fokus
pada efektivitas dan
efisiensi e e

NK K/L

Capalan

NK Manfaat dan Implementasi Es |
50% Sasaran

Kinerja Satker

Program

Efektivitas Efisiensi: I
Capaian RO Implementasi SBK I

Gambar 3.7 Skema perubahan komposisi variabel penilaian monitoring dan evaluasi kinerja program

Adapun bentuk penilaiannya adalah sebagai berikut:
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Efektivitas (75) Efisiensi (25)

Nilai Kinerja
Perencanaan Capaian Indikator Agregasi

1

:

1

! Agregasi
Anggaran Bl Sasaran Strategis K/L Capaian IKP UE1

1

1

1

1

Capaian RO
satker
(30)

Agregasi nilai
efisiensi satker

o (25) (20) (25)

I Efektivitas (75)

Capaian Agregasi
Indikator Kinerja Capaian RO
Program (IKP) satker
(30)

Nilai Kinerja Efisiensi (25)

Perencanaan
Anggaran Agregasi nilai

efisiensi satker

Unit Eselon | (25)

Efektivitas (75 el
Nilai Kinerja {25 Efisiensi (25)
Perencanaan
LULLEED

Penggunaan
SBK (10)

Efisiensi SBK
(15)

Capaian RO
(RVRO/TVRO)

Satker

Adapun cara perhitungan capaian kinerja satuan kerja atau Nilai Kinerja

Anggaran Tingkat Satker adalah sebagai berikut:

NKA Satker = (CRO x Wcro) + (Penggunaanssk x WPenggunaanssk) +

(NEalokasi X WE alokasi)
Keterangan :
NKA Satker . Nilai Kinerja Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
Penggunaansgk : Penggunaan SBK
NE aiokasi . Nilai Efisiensi Alokasi
WCRO : Bobot Capaian RO
WPenggunaansgk : Bobot Penggunaan SBK
WE alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Dengan adanya perubahan tersebut Capaian Kinerja Satuan Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, baru dapat diperoleh pada awal tahun 2025

(dapat dilihat pada gambar dibawah)

Informasi

Kinerja Sistem

Pelaporan Penyajian

Nilai Kinerja
Sasaran Entry Capaian (1 Jan s.d 28 Feb T+1) Operator /L L @ Anggaran K
Strategis t

Sasaran Entry Capaian (1 Jan s.d 28 Feb T+1) Operator UE1 =) Nilai ja

Program Anggaran UE1

Format
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Berdasarkan dari aplikasi https://monev.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada

tanggal 20 Januari 2025 dimana seluruh capaian RO satuan kerja telah terinput
semua ke dalam Sakti, sedangkan untuk kinerja Program khususnya untuk unit
Sekretariat Jenderal menggunakan prediksi (dianggap target tercapai karena
masih menunggu hasil nilai RB dari menPAN-RB, sehingga diperoleh data

sebagai berikut:

EFEKTIVITAS EFISIENSI
vrEd PEARNEGNEEFW N
P RO PENGGUNAAN EFISIENS|
SEKRETARIAT JENDERAL 81,27 100 100 29,81 21,90
INSPEKTORAT JENDERAL 95,71 98,15 100 100 75,10
DITJEN AHU 87,50 100 100 50 50
DITJEN PEMASYARAKATAN 94,93 100 99,78 87,34 75,30
DITJEN IMIGRASI 83,65 100 99,65 82,27 3,90
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 75,00 100 100 0 0
P NGAN 92,39 100 100 71,43 68,30
DITJEN HAK ASASI MANUSIA 73,26 94,20 100 0 0
o MBINAAN HUKUM 90,31 100 100 94,29 39,20
BSK HUKUM DAN HAM 85,00 100 100 40 40
BPSDM HUKUM DAN HAM 89,22 100 100 69,23 48,65

Tabel 3.22 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal nomor 9 dari 11 Unit Eselon | yaitu sebesar 81,27. Capaian
ini termasuk rendah dibandingkan unit eselon | lainnya, hal ini disebabkan
realisasi anggaran RO SBKU diatas indeks sehingga tidak memperoleh nilai
untuk penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Hal ini menjadi masukan dalam
penyusunan anggaran tahun berikutnya, seluruh satuan kerja harus
mengalokasikan RO SBKU dan dijaga kaidahnya yaitu tidak boleh melampaui
besaran yang telah ditentukan dalam PMK SBK.

Adapun rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Hukum dan
HAM TA 2024 berdasarkan data tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut
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https://monev.kemenkeu.go.id/

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

125

100 99,13 99.78

100

75

50

25

® K55 (25%) @ |KP (Efektivitas UE1 20%) @ CRO (Efektivitas Satker 30%)
® Penggunaan SBK (10%) @ Efisiensi SBK (15%)

Gambar 3.8 Rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Rahun 2024

Jika dimasukan kepada rumus perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 sebesar : 91,21, dengan

perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kinerja (NK)=

25% (capaian IKS)+20% (capaian IKP)+30% (capaian RO )+25% (Efisiensi)
25% x 100 + 20% x 99,13+ 30% x 99,78 +10% x 83,84+15% x 53,8 = 91,214

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Biro Perencanaan telah

melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi terkait perhitungan nilai kinerja anggaran TA 2024
melalui kegiatan Supervisi Penelitian Pagu Anggaran Satuan Kerja TA
2025,

b. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.01.04-696 tanggal 17
Juli 2024 hal Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan
Standar Biaya Keluaran Umum sebagai Dasar Penilaian Kinerja
Perencanaan Anggaran TA 2024 kepada seluruh satuan kerja pusat dan
wilayah untuk mematuhi penggunaan Standar Biaya Keluaran baik Standar
Biaya Keluaran Umum (SBKU) yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan maupun Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) yang
diusulkan dari Kementerian Hukum dan HAM
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- Kendala
1. Target kinerja UKE | di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tidak

tercapai;
2. Target kinerja satker kewilayahan di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM tidak tercapai tidak tercapai.

1. Melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh target kinerja UKE
| telah memiliki baseline

2. Melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh target kinerja
satker kewilayahan telah memiliki baseline

5. Indikator Kinerja Kegiatan ke-5

Meningkatnya Indeks Pelayanan
Kepatuhan Publik

terhadap Standar
Pelayanan Publik
dan Efektivitas
Organisasi
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

452 4,72

0,
Indeks Indeks 104,42%

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Biro Perencanaan Tahun 2024

Indeks Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
2024 akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi,
hasilnya diperoleh adalah 4,72 dan ini melebihi target yang ditetapkan. Dalam
rangka mencapai indikator tersebut dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait kegiatan PEKPPP (Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring
dan luring kepada satker di lingkungan Kemenkumham;

2. Pembinaan standar pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham
dengan fokus pendampingan kepada UKE | dan kanwil;

3. Melakukan supervisi dan peninjauan lapangan terkait Kegiatan PEKPPP
Mandiri ke 15 kantor wilayah di lingkungan Kemenkumham;

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada satker dalam kegiatan
PEKPPP Mandiri;
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5. Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dalam melakukan pendampingan
ke satker lokus penilaian PEKPPP;

6. Melakukan pendampingan Pemenuhan Data Dukung Pembinaan
Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 di 5 lokus
berdasarkan rekomendasi dari KemenpanRB;

7. Melakukan pendampingan Verifikasi Lapangan Pembinaan Pelayanan
Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 dengan Kemenpan RB di
Kantor Imigrasi Kelas 1l Non TPl Ponorogo & Kantor Wilayah
Kemenkumham Banten

8. Membuka layanan customer care terkait PEKPPP, kepatuhan yanlik dan

SIPPN;
9. Pemberian penghargaan pelayanan publik pada acara refleksi akhir tahun
2024.
Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai
berikut:
4.72
152 X 100% = 104.42%
- Kendala

1. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya
tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh unit penyelenggara
pelayanan publik;

2. Sebagian satker belum  mengimplementasikan 6  aspek
penyelenggaraan pelayanan publik.

- Solusi

1. Melaksanakan sosialisasi aspek penyelenggaraan pelayanan publik
secara menyeluruh;

2. Melakukan pendampingan kepada kantor wilayah dalam

mengimplementasikan 6 aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Indikator Kinerja Kegiatan ke-6

Meningkatnya Nilai Kepatuhan
Kepatuhan terhadap Standar
terhadap Standar | Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
dan Efektivitas 82.5 87,56 106,13%
Organisasi
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
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Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 Biro Perencanaan Tahun 2024

Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2024 akan dinilai oleh Ombudsman Republik
Indonesia yang hasilnya akan diperoleh pada sekitar bulan Desember Tahun
2024. Dalam rangka mencapai indikator tersebut dilaksanakan kegiatan
sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dari
Ombudsman RI secara daring dan luring kepada satuan kerja di
lingkungan Kemenkumham;

2. Mengadakan rapat kick off penilaian kepatuhan pelayanan publik kepada
5 unit lokus dari Kemenkumham;

3. Pembinaan standar pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham
dengan fokus pendampingan kepada UKE | dan Kanwil;

4. Berkoordinasi dengan ORI dalam melakukan pendampingan ke satker

lokus penilaian kepatuhan pelayanan publik;

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 adalah sebagai
berikut:

87.56

[y 0
875 X 100% = 106.13%

- Kendala
1. Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik belum
optimal
2. Proses tahapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan

publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh unit lokus

- Solusi
1. Melaksanakan proses penilaian kepatuhan penyelenggaraan
pelayanan publik (sosialisasi eksternal, sosialisasi internal,
pengumpulan data dukung, pendampingan penilaian dan hasil

penilaian.
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7.

Indikator Kinerja Kegiatan ke-7

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
serta Layanan
Internal Biro

Meningkatnya Persentase
Pelaksanaan Rekomendasi
Reformasi yang
Birokrasi ditindaklanjuti

terhadap Total
Rekomendasi
yang Diberikan
Kementerian
Pendayagunaan

80%

100%

125%

Perencanaan Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Hukum dan Hak

Asasi Manusia

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 Biro Perencanaan Tahun 2024

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/25/RB.06/2024 Tanggal 01
Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023,
Kementerian Hukum dan HAM memiliki 19 rekomendasi. Untuk menindaklanjuti
rekomendasi tersebut Sekretariat Jenderal telah menerbitkan Surat Edaran
Nomor SEK-9.0T.03.01 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Percepatan Kinerja
Melalui Indikator Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Dalam Surat Edaran tersebut memuat Percepatan Pelaksanaan Tindak
Lanjut indikator Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia terhadap rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN RB

Dari 19 Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, seluruhnya telah
ditindaklanjuti, sehingga realisasi terhadap terhadap Indikator Kinerja Kegiatan
Ke-7 sebesar 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

19 Rekomendasi

X 100% = 0
19 Rekomendasi 100% = 100%

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 adalah sebagai
berikut:

100%
80%

X 100% = 125%
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8.

- Kendala

1. Rekomendasi Menpan RB terkait evaluasi RB tahun 2022 dan 2023
belum sepenuhnya selesai dilaksanakan hingga akhir tahun 2024

2. Satker belum optimal dalam menjalankan seluruh RKT RB

- Solusi

1. Menetapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi Men

PAN RB terkait RB sebagai salah satu indikator kinerja satker;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

rekomendasi Men PAN RB terkait RB secara berkala setiap triwulan;

3. Pelaksanaan

wilayah/sekretariat jenderal

pendampingan/pembinaan

oleh

kantor

sebelum melakukan monitoring dan

evaluasi oleh Inspektorat Jenderal

4. Menetapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja

tahunan RB sebagai salah satu indikator kinerja satker;

5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKT

RB secara berkala setiap triwulan.

Indikator Kinerja Kegiatan ke-8

Meningkatnya
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
serta Layanan
Internal Biro
Perencanaan

Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon
| dan
Kewilayahan
terhadap
Layanan Biro
Perencanaan

3.1
Indeks

3,74
Indeks

120,64 %

Berdasarkan
Hasil
Pengisian
Aplikasi dan
Penilaian
Indeks
Layanan
Kesekretariat
an (ILK)
Tahun 2024

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 Biro Perencanaan Tahun 2024

Indikator sasaran kegiatan ini mengukur bagaimana pemberian layanan yang

diselenggarakan oleh Biro Perencanaan kepada Unit Kerja Eselon | maupun

Kantor Wilayah. Pengukuran indeks kepuasan layanan ini akan dilakukan oleh

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS yang berbasis

online. Sehubungan dengan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Nomor
PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan

Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024, Sekretariat
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Jenderal memperoleh Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan

terhadap Layanan Biro Perencanaan sebesar 3,74.

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 adalah sebagai

berikut:

iif x 100% = 120.64%

- Kendala

Penilaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan
Biro Perencanaan dilakukan oleh BSK melalui aplikasi 3AS. Survei
dilaksanakan pada bulan September dan Oktober tahun 2024. Sehingga Biro
Perencanaan hanya menunggu hasil survey Indeks Kepuasan Kerja ASN
Kemenkumham dari BSK. Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi
Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil
Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun
2024 didapatkan hasil nilai Indeks Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Tahun 2024 dengan hasil 3,74. Namun telah dipetakan potensi risiko yang

mana tidak adanya risiko teridentifikasi pada Dokumen Manajemen Risiko.
- Solusi

Biro Perencanaan melakukan koordinasi secara aktif dengan BSK Hukum dan
HAM untuk mendapatkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Kerja ASN
Kemenkumham sesuai dengan periode penilaian untuk dilakukan perhitungan
capaian kinerja indikator Indeks Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan

Kewilayahan terhadap Layanan Biro Perencanaan.

b. Biro Sumber Daya Manusia

1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Sasgran Indlkato.r Kinerja Target Realisasi Capaian Status

Kegiatan Kegiatan
Meningkatnya Indeks Merit Sistem Penilaian
Kualitas dilakukan
Pengelolaan 2 tahun
Sumber Daya sekali.
Manusia ASN 380 373,5 98.28% Hasil
Kementerian Indeks Indeks Tahun
Hukum dan Hak 2023 :
Asasi Manusia 373,5

Indeks

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 1 Biro SDM Semester 1 Tahun 2024
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Perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan Biro Sumber Daya Manusia untuk
Kegiatan-1 Indeks Merit Sistem tidak dilakukan dikarenakan belum memasuki
periode penilaian dalam aplikasi SIPINTER KASN (Sistem Informasi Penilaian
Mandiri Sistem Penerapan Merit Komisi Aparatur Sipil Negara). Penilaian
dilakukan 2 tahun sekali oleh KASN. Indeks Merit Sistem Kementerian Hukum
dan HAM pada tahun 2023 sebesar 373,5 (Sangat Baik). Pada Tahun 2024 ini,
Biro Sumber Daya Manusia telah melakukan pemenuhan data dukung yang
sesuai dengan aspek yang dibutuhkan dalam penilaian Sistem Merit pada
aplikasi SIPINTER KASN, dan progres data dukung yang telah diunggah 100%
dengan status sudah diisi.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2018 dan PerKASN Nomor 9
Tahun 2019 ada 8 (delapan) aspek penilaian dan bobot penilaian tiap aspek

sistem merit antara lain sebagai berikut:

. Perencanaan Kebutuhan
. Pengadaan

. Pengembangan Karir

1

2

3

4. Promosi dan Mutasi
5. Manajemen Kinerja

6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
7. Perlindungan dan pelayanan

8

. Sistem informasi

Untuk mendukung capaian Merit Sistem Kementerian Hukum dan HAM tahun
2024, telah dilakukan langkah atau kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan

e Telah diusulkan surat perencanaan kebutuhan pegawai ke Kemen PAN
RB yang ditindaklanjuti oleh surat Kemen PAN RB Nomor
B/2981/M.SM.01.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 hal Persetujuan
Kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia serta terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 293 Tahun 2024
tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

e Telah tersusunnya dokumen kebutuhan pegawai yang disusun untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun.
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2. Pengadaan pegawai dengan terselenggaranya pelaksanaan seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun Anggaran 2024;

3. Pengembangan karir di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan
melalui sistem talent pool bagi pejabat Eselon Il, sedangkan bagi pejabat
administrasi menggunakan usulan dari Unit Utama dan Kantor Wilayah;

4. Promosi dan mutasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah
perubahan posisi jabatan secara vertikal, diagonal, dan horizontal,
dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja setiap
pegawai;

5. Pelaksanaan manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan kinerja pegawai untuk mendukung kinerja atasan
langsung dalam mencapai tujuan organisasi;

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
e Diterbitkannya surat usulan pembayaran tunjangan Kkinerja dan

kenaikan gaji berkala secara rutin;

e Diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberian
penghargaan kepada pegawai karena prestasi atau kinerja yang luar
biasa;

e Disusunnya peraturan menteri hukum tentang kode etik dan kode
perilaku pegawai sesuai dengan tata nilai ber-AKHLAK.

7. Perlindungan dan Pelayanan
e Perlindungan dan pelayanan pegawai selain jaminan kesehatan juga

diberikan kepada yang memasuki purna bakti dilakukan dengan
sosialisasi hak-hak pegawai yang memasuki masa purna bakti dan

menyampaikan data pensiun kepada PT. Taspen dan BP. Tapera.

8. Sistem Informasi
e Pengembangan Aplikasi Bersih Bebas Rekrutmen (Psikotes, Kesehatan,
Kesamaptaan, Praktek Kerja Dan Wawancara);
e Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Karir
(SIBANGRIR) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
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- Kendala

Pemenuhan data dukung pada aspek perencanaan kebutuhan dan aspek
pengadaan, dimana data dukung masih belum sesuai dengan ABK dan peta
jabatan terbaru dan masih menggunakan ABK dan peta jabatan lama.

- Solusi
1. Untuk dapat memperbaiki data yang terkait Analisa Beban Kerja dan
Peta Jabatan;
2. Perbarui data kebutuhan ASN 5 Tahunan berdasarkan Analisis
Jabatan (anjab) dan ABK setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan setiap
tahun data tersebut akan diminta oleh BKN untuk mengetahui berapa

jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan Kegiatan

Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Indeks Profesionalitas

Kualitas ASN

Pengelolaan

Sumber Daya 65 83,62 o
Manusia ASN Indeks Indeks 128,64%

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-2 Biro SDM Tahun 2024

Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan ke-2 untuk Biro Sumber Daya Manusia
dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
Badan Kepegawaian Negara melalui komponen komponen dimensi yang
mempertimbangkan ketersediaan data obyektif yang melekat secara individual
pada setiap ASN. Adapun dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

adalah sebagai berikut:

Kualifikasi, bobot 25%;

Kompetensi, bobot 40%;

Kinerja, bobot 30%;

Disiplin, bobot 5%

Berdasarkan data per Desember 2024 melalui aplikasi SIASN, realisasi nilai
IPASN Kementerian Hukum dan HAM adalah 83.62 Indeks, yang merupakan
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akumulasi dari Indeks Profesionalitas ASN seluruh pegawai di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke-2 adalah sebagai berikut:

Realisasi ]
—— X 100% = Capaian IKK
Target
83,62
oC X 100% = 128,64%

Untuk mendukung capaian Profesionalitas ASN Kementerian Hukum dan HAM
tahun 2024, telah dilakukan langkah atau kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor
SEK.2.KP.05.01-32 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemenuhan Nilai
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan menyampaikan surat tersebut via sumaker ke masing-
masing Unit Utama dan Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

2. Melakukan koordinasi dengan Unit Utama dan Kantor Wilayah untuk
mempersiapkan data Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan
oleh pegawai selama tahun 2023 sebagai tindak lanjut surat tentang
Pemenuhan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Melaksanakan Kegiatan Penyempurnaan Implementasi Sistem Merit
Kementerian Hukum dan HAM serta Rekonsiliasi Pemenuhan Data Indeks
Profesionalitas ASN ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari;

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Kinerja dan Kompetensi ke Aplikasi SIASN
dan Pemenuhan dokumen aspek penerapan sistem merit;
1) Upload data dukung penilaian IPASN;
e Data Workshop Tahun 2023 sebanyak 10.792 data;
e Data Diklat Manajerial Tahun 2023 sebanyak 48.012 data;
e Data Diklat Teknis Tahun 2023 sebanyak 27.232 data.

2) Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Kinerja dan Kompetensi ke Aplikasi

SIASN dan Pemenuhan dokumen aspek penerapan sistem merit;
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3) Upload data dukung penilaian IPASN Data Diklat Teknis Tahun 2023
sebanyak 103.451 data.

5. Koordinasi Pemenuhan Data Indeks Profesionalitas ASN dengan pengelola
Kepegawain pada Unit Pusat dan Kantor Wilayah dengan cara melakukan
penarikan data dan menginfokan ke unit pusat dan kanwil;

6. Melakukan koordinasi dan pemenuhan data dukung dengan Badan
Kepegawaian Negara tentang Surat Direktur Jabatan ASN Nomor
81.A/BM.02/SD/C.11/2024 tanggal 25 Juni perihal Pilot Project Indeks
Profesional ASN Berbasis Meritokrasi, terkait rencana Badan Kepegawaian
Negara untuk menjadikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menjadi salah satu Kementerian dan Lembaga yang menjadi pilot project

Transformasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berbasis meritokrasi.

- Kendala
1. Data Pendidikan dan Pelatihan belum terintegrasi dengan aplikasi
SIMPEG, serta SIMPEG juga belum terintegrasi dengan SIASN.

2. Penilaian kinerja pegawai masih dilaksanakan secara manual dan belum
menggunakan e-kinerja sehingga data yang dibutuhkan tidak bisa
langsung diakses.

- Solusi
1. Data Rumah Belajar yang merupakan aplikasi dari BPSDM dengan
informasi seluruh data Diklat Pegawai harus terintegrasi dengan aplikasi
SIMPEG agar akses data Diklat pegawai mudah didapatkan. Selain itu
SIMPEG juga harus dapat terintegrasi dengan SIASN.

2. E-kinerja pada tahun depan harus diimplementasikan agar informasi

dokumen penilaian kinerja pegawai dapat diakses melalui SIMPEG.
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3. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Sasaran Indikator Kinerja

Kegiatan Kegiatan

Target Realisasi Capaian @ Status

Meningkatnya

Kualitas Kerja ASN

Pengelolaan Kemenkumham

Sumber Daya 3.1 3,37 .
Manusia ASN Indeks Indeks 108,71%

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Indeks Kepuasan

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 3 Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Nomor PPH-
LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian
Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 didapatkan hasil nilai Indeks

Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dengan hasil 3,37.

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke-3 adalah sebagai berikut:

Realisasi .
——— X 100% = Capaian IKK
Target
— x 100% = 108,719
3,1 % %

Dalam mencapai indeks kepuasan Kerja AN Kemenkumham, adapun layanan-

layanan yang menjadi indikator penilaian antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Layanan absensi dan data pegawai;

Layanan biaya mutasi atau pemulangan pensiun;
Layanan culti;

Layanan data dan sistem informasi kepegawaian;
Layanan disiplin;

Layanan formasi;

Layanan izin luar negeri;

Layanan jaminan sosial;

Layanan kenaikan gaji berkala;

10) Layanan kenaikan pangkat;

11) Layanan kode etik;

12) Layanan manajemen kinerja;
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13) Layanan pelantikan;

14) Layanan pembelajaran (20 jam pelajaran)

15) Layanan pemberhentian;

16) Layanan pencantuman gelar;

17) Layanan pengangkatan dan kenaikan jenjang JF;
18) Layanan pengembangan karir;

19) Layanan pengembangan kompetensi jabatan administrasi dan jabatan

fungsional;
20) Layanan penghargaan;
21) Layanan pengurusan kartu istri kartu suami;
22) Layanan pengurusan mutasi;
23) Layanan peninjauan masa kerja;
24) Layanan pensiun;
25) Layanan penugasan;
26) Layanan perizinan;
27) Layanan pindah instansi;
28) Layanan tugas belajar;
29) Layanan usulan pemberhentian jabatan fungsional;

30) Layanan usulan uji kompetensi jabatan fungsional.

- Kendala

Penilaian Indeks Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham dilakukan oleh BSK
melalui aplikasi 3AS. Survei dilaksanakan pada bulan September dan Oktober
tahun 2024. Sehingga Biro SDM hanya menunggu hasil survey Indeks
Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham dari BSK. Berdasarkan surat Kepala
Badan Strategi Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024
hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan
(ILK) Tahun 2024 didapatkan hasil nilai Indeks Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dengan hasil 3,37. Namun telah dipetakan

potensi risiko yang telah teridentifikasi pada Dokumen Manajemen Risiko.
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Solusi

Biro SDM melakukan koordinasi secara aktif dengan BSK Hukum dan HAM

untuk  mendapatkan

hasil

penilaian

Indeks

Kepuasan

Kerja ASN

Kemenkumham sesuai dengan periode penilaian untuk dilakukan perhitungan

capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham.

Manajemen Risiko

Permasalahan/Potensi
Risiko

Potensi Penyebab Risiko

Pengendalian Risiko

yang dilaksanakan
(eksekusi)

Adanya pembagian
beban kerja yang kurang
fair

Pembagian beban kerja
kurang proporsional

Melakukan ABK
Redistribusi SDM ASN
sesuai kebutuhan dan
prioritas

Pemberian sosialisasi
penerapan nilai Ber-
AKHLAK belum
dilaksanakan

Belum dilaksanakan
sosialisasi secara merata
ke seluruh Satker

Melaksanakan sosialisasi
berakhlak

Update data
kepegawaian masih
harus dilakukan di

Rendahnya kesadaran
pegawai akan pentingnya
update data pribadi ke
dalam SIASN

Sosialisasi dan konsultasi
terkait update data
pribadi pegawai

pengelola kepegawaian
masing-masing Satker,
sehingga data tidak
selalu up-to-date

4. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Sasaran
Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian  Status

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia ASN
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Indeks Kepuasan UKE
| dan Kewilayahan

terhadap Layanan Biro
Sumber Daya Manusia

3.1
Indeks

3,37

Indeks

108,71%

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 4 Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Indikator sasaran kegiatan ini mengukur bagaimana pemberian layanan yang

diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia kepada Unit Kerja Eselon |

maupun Kantor Wilayah. Sehubungan dengan surat Kepala Badan Strategi
Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian
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Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024
didapatkan hasil nilai Indeks Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
Tahun 2024 dengan hasil 3,37. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja

Kegiatan ke-3 adalah sebagai berikut:

Realisasi
—— X 100% = Capaian IKK
Target

)

3,1

X 100% = 108,71%

Dalam mencapai indeks kepuasan Kerja AN Kemenkumham, adapun layanan-

layanan yang menjadi indikator penilaian antara lain:
1) Layanan absensi dan data pegawai;
2) Layanan biaya mutasi atau pemulangan pensiun;
3) Layanan cuti;
4) Layanan data dan sistem informasi kepegawaian;
5) Layanan disiplin;
6) Layanan formasi;
7) Layanan izin luar negeri,
8) Layanan jaminan sosial;
9) Layanan kenaikan gaji berkala;
10) Layanan kenaikan pangkat;
11) Layanan kode etik;
12) Layanan manajemen kinerja;
13) Layanan pelantikan;
14) Layanan pembelajaran (20 jam pelajaran)
15) Layanan pemberhentian;
16) Layanan pencantuman gelar;
17) Layanan pengangkatan dan kenaikan jenjang JF;
18) Layanan pengembangan karir;

19) Layanan pengembangan kompetensi jabatan administrasi dan jabatan

fungsional;
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20) Layanan penghargaan;

21) Layanan pengurusan kartu istri kartu suami;

22) Layanan pengurusan mutasi;

23) Layanan peninjauan masa kerja;

24) Layanan pensiun;

25) Layanan penugasan;

26) Layanan perizinan;

27) Layanan pindah instansi;

28) Layanan tugas belajar;

29) Layanan usulan pemberhentian jabatan fungsional;

30) Layanan usulan uji kompetensi jabatan fungsional.
- Kendala

Penilaian Indeks Kepuasan UKE | dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber
Daya Manusia dilakukan oleh BSK melalui aplikasi 3AS. Survei dilaksanakan
pada bulan September dan Oktober tahun 2024. Sehingga Biro SDM hanya
menunggu hasil survey Indeks Kepuasan UKE | dan Kewilayahan terhadap
Layanan Biro Sumber Daya Manusia dari BSK. Berdasarkan surat Kepala Badan
Strategi Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal
Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK)
Tahun 2024 didapatkan hasil nilai Indeks Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dengan hasil 3,37. Namun telah dipetakan
potensi risiko yang telah teridentifikasi pada Dokumen Manajemen Risiko.

- Solusi

Biro SDM melakukan koordinasi secara aktif dengan BSK Hukum dan HAM
untuk mendapatkan hasil penilaian Indeks Kepuasan UKE | dan Kewilayahan
terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan periode
penilaian untuk dilakukan perhitungan capaian kinerja indikator Indeks

Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham.
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c. Biro Keuangan
1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Meningkatnya | Opini BPK atas
kualitas laporan keuangan
pengelolaan Kementerian Hukum
keuangan dan | dan Hak Asasi
pelaksanaan Manusia

anggaran
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

WTP WTP 100% Baik

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 1 Biro Keuangan Semester 1 Tahun 2024

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2024 akan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat pada bulan Juli 2025. Biro keuangan dalam mendukung
Indikator tersebut telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan
dan BMN TA 2023
Kegiatan Pendampingan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan
Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19
Januari 2024 bertempat di Wisma Pengayoman. Kegiatan ini dilangsungkan
secara virtual oleh pembina penyusun laporan keuangan dan BMN Biro
Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.
Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah melakukan rekonsiliasi
dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan BMN dalam rangka
penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023
yang akurat, andal dan akuntabel. Kegiatan Pendampingan Pra Rekonsiliasi
Data Laporan Keuangan Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah perlu
dilaksanakan karena satuan kerja memiliki kompleksitas Akun dan volume
transaksi yang tinggi, serta nominal akumulasi transaksi yang material.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dihasilkan melalui data
Aplikasi SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset
Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP)
sesuai data transaksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
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Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LK K/L yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

Biro Keuangan selaku Pembina penyusun Laporan Keuangan di
tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) memiliki peran dalam
memastikan data laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan Kegiatan
Pendampingan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun 2023

Tingkat Kantor Wilayah.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan adalah:

e Melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian
transaksi tahun 2023 pada modul-modul aplikasi SAKTI, serta progres
penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023;

e Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi
penyelesaiannya,

e Meningkatkan keandalan tata kelola pelaporan keuangan dan BMN;

e Mewujudkan Laporan Keuangan dan BMN Satuan kerja Pusat yang

akurat, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan yang ditemukan selama Kegiatan Pendampingan Pra
Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah
adalah sebagai berikut:

e Terdapat selisih rekonsiliasi eksternal SAKTI - SPAN;

e Terdapat To Do List yang belum diselesaikan seperti persediaan dan
aset yang belum di detailkan, TK belum TM;

e Terdapat sisa pagu dan realisasi belanja penanganan Covid-19
Semester |l yang tidak dilakukan ralat dan belum dijelaskan secara
memadai dalam CalLK;

e Belum melakukan jurnal manual akibat transaksi RPATA;

e Belum melakukan jurnal akrual akhir tahun seperti utang listrik, air,
telepon dan internet;

e Belum melakukan jurnal pengakuan pendapatan diterima di muka;
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e Belum melakukan penyisihan piutang atau belum melakukan jurnal

manual atas beban penyisihan piutang yang bersaldo negatif.

Dari Kegiatan Pendampingan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan
Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah, langkah-langkah penyelesaian
permasalahan yang diperoleh yaitu:

e Menyelesaikan dan perbaikan data setoran/belanja pada modul
bendahara dan modul pembayaran;

e Satker agar menyelesaikan semua sebelum tutup periode pelaporan
Desember 2023;

e Jelaskan sisa pagu dan realisasi belanja penanganan Covid-19
Semester |l yang tidak dilakukan ralat secara memadai dalam CalLK;

e Lakukan jurnal manual terkait RPATA, pengakuan akrual utang,
pendapatan diterima di muka, dan beban penyisihan piutang yang
bersaldo negatif;

e Lakukan pembaharuan kebijakan akuntansi serta memberikan
penjelasan secara memadai atas transaksi dan permasalahan data LK
dalam CalLK. Berdasarkan hasil Kegiatan Pendampingan Pra
Rekonsiliasi Data

Laporan Keuangan Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah secara
keseluruhan telah berjalan dengan baik dan lancar. Saran untuk Kegiatan
Pendampingan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun 2023
Tingkat Kantor Wilayah selanjutnya  agar dilakukan

dengan mempertimbangkan kesiapan data sehingga kegiatan dapat

berjalan dengan lebih lancar, efektif, dan efisien.

2. Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan
BMN Tingkat Unit Eselon | dan Kanwil Tahun 2023
Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2023 yang akurat, andal dan akuntabel serta sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal telah melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data
Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023
Tingkat Unit Eselon | dan Kantor Wilayah.
Maksud penyelenggaraan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran

Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun
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2023 Tingkat Unit Eselon | dan Kantor Wilayah adalah melakukan

rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN tingkat Unit

Eselon | dan Kantor Wilayah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Kegiatan rekonsiliasi tingkat

Unit Eselon | dan Kantor Wilayah perlu dilaksanakan karena Unit Eselon |

dan Kantor Wilayah melakukan konsolidasi data laporan keuangan dan

BMN dari kantor wilayah dan satuan kerja di bawahnya yang memiliki

kompleksitas akun dan volume transaksi yang tinggi, serta nominal

akumulasi transaksi yang material.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan adalah:

Melakukan verifikasi data laporan keuangan dan BMN Unit Eselon |
dan Kantor Wilayah;

Melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan
penyajian transaksi tahun 2023 pada modul-modul aplikasi SAKTI,
serta progres penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Eselon |
dan Kantor Wilayah;

Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi
penyelesaiannya;

Meningkatkan keandalan tata kelola pelaporan keuangan dan BMN;
Mewujudkan Laporan Keuangan dan BMN Unit Eselon | dan Kantor

Wilayah yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan yang ditemukan selama Kegiatan Rekonsiliasi dan

Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2023 Tingkat Unit Eselon | dan Kantor Wilayah adalah

sebagai berikut:

Terdapat To Do List yang belum diselesaikan seperti aset belum
validasi approve, persediaan belum approve, transfer keluar (TK)
belum transfer masuk (TM), saldo tidak normal, dan pagu minus
akun Belanja Pegawai (51);

Terdapat aset yang belum direklasifikasi ke Properti Investasi;
Terdapat hibah yang belum disahkan;

Ketidaktepatan saldo penyisihan karena kendala modul piutang
SAKTI,

Terdapat satker yang belum melakukan perekaman Berita Acara.
Perkembangan Penyelesaian (BAPP) Pekerjaan yang

pembayarannya melalui mekanisme RPATA, untuk mengakui
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progres pembangunan fisik dan utang kepada pihak ketiga per 31
Desember 2023;

Terdapat akun-akun pendapatan perolehan aset lainnya dan
penerimaan kembali belanja modal TAYL yang perlu dilakukan
perbaikan melalui jurnal manual;

Data dan dokumen pendukung yang belum lengkap.

Dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan
BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Tingkat Unit Eselon | dan

Kantor Wilayah, hasil penyelesaian permasalahan yang diperoleh yaitu:

Menyelesaikan semua To Do List sebelum tutup periode adjustment
13 Tahun 2023;

Melakukan reklasifikasi aset menjadi Properti Investasi;
Mengajukan register atas hibah hingga menyelesaikan pengesahan
hibah;

Melakukan perekaman pada aplikasi SAKTI atau pengakuan melalui
jurnal manual atas BAPP Pekerjaan untuk mengakui progres
pembangunan fisik dan utang kepada pihak ketiga per 31 Desember
2023;

Melakukan jurnal pendapatan perolehan aset lainnya dan
penerimaan kembali belanja modal TAYL yang perlu dilakukan
perbaikan pada Modul GLP;

Melengkapi data dan dokumen pendukung yang belum lengkap;
Menyajikan CALK dengan penjelasan yang memadai atas

permasalahan yang belum dapat terselesaikan.

Berdasarkan hasil Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan
Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Tingkat

Unit Eselon | dan Kantor Wilayah secara keseluruhan telah berjalan

dengan baik walaupun terdapat permasalahan terkait proses perekaman

transaksi pada tahun berjalan belum sepenuhnya diselesaikan Unit Eselon

I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan kendala

tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan cara melakukan koordinasi

kepada Pembina Penyusun Laporan Keuangan dan BMN pada

Kementerian Keuangan.
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Saran untuk Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan
Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Tingkat
Unit Eselon | dan Kantor Wilayah selanjutnya agar dilakukan dengan
mempertimbangkan kesiapan data sehingga kegiatan dapat berjalan
dengan lebih lancar, efektif, dan efisien.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk memberikan
informasi yang tepat tentang tata cara penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan yang bersumber dari aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual dan dapat memberikan solusi atas permasalahan terkait dengan
pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehubungan

penerapan aplikasi SAKTI.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dilaksanakan oleh
tim dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan dengan objek
monitoring Divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Imigrasi Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai satuan kerja dan
konsolidator Laporan Keuangan, Kantor Imigrasi Ternate, Lembaga
Pemasyarakatan Ternate, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate,
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Ternate, serta Balai
Pemasyarakatan Ternate, dengan maksud Monitoring dan Evaluasi
penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited) serta asistensi
terkait permasalahan data laporan keuangan dalam rangka penyusunan

Laporan Keuangan menggunakan aplikasi SAKTI.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang dilaksanakan
pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 27 s.d 29 Februari 2024 adalah sebagai
berikut:

e Penyampaian materi dan diskusi terkait Penyusunan Catatan atas

Laporan Keuangan (CalLK);
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e Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)
oleh Tim Monitoring;

e Asistensi permasalahan dan pemberian solusi atas aplikasi SAKTI;
dan

e Melakukan evaluasi dan atensi terhadap Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2023 (Unaudited).

Permasalahan yang ditemukan pada Satuan Kerja di lingkungan
Kantor Wilayah Maluku Utara yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

e Terdapat kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Perjalanan
Gedung dan Bangunan (akun 533118) pada Kanwil Maluku Utara;

e Terdapat temuan Pemeriksaan Itjen yang berdampak pada koreksi
nilai Aset Tetap;

e Analisa pendapatan diterima di muka atas paspor per 31 Desember
2023 pada Kanim Ternate;

e Terdapat piutang TP/TGR macet yang sudah diserahkan ke KPKNL;

e Terdapat satker yang belum membuat laporan keuangan; dan

e Pengungkapan informasi data Laporan Keuangan pada CALK belum

memadai/informatif.

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan
Keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara hasil dan langkah-langkah
penyelesaian permasalahan yang diperoleh, yaitu:

e Terhadap kesalahan penggunaan akun belanja 533118 pada Kanwil
Maluku Utara dilakukan pengungkapan secara memadai dalam CalLK;

e Terhadap temuan Itjen yang berdampak pada koreksi aset dan telah
ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi pada Modul Aset Tetap;

e Melakukan inventarisasi atas layanan Paspor yang diproses Tahun
2024 namun setoran PNBP nya s.d. 31 Desember 2023;

e Memberikan penjelasan secara memadai atas transaksi dan
permasalahan data serta perbaikan pengungkapan CaLK; dan

e Menyusun LK Tahun 2023 (Unaudited) dan menyampaikan kepada
KPPN setempat.
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Berdasarkan hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Laporan Keuangan) secara keseluruhan telah berjalan dengan baik
walaupun masih ada permasalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Satuan Kerja sebagaimana dijelaskan di atas. Saran untuk Satuan Kerja di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Maluku Utara yang menjadi objek Monitoring agar segera menindaklanjuti

perbaikan.

4. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024
Guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diterapkan
sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang
didukung dengan Sistem SAKTI. Sesuai ketentuan PMK Nomor
171/PMK.05/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem
SAKTI. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM
dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul
Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger
dan Pelaporan/GLP) dengan data transaksi yang terbukukan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku entitas
pelaporan telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited)
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran TA 2023.
Laporan keuangan dimaksud dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan
disampaikan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan dan BPK
RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan
kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Biro Keuangan memiliki peran dalam memastikan data laporan
keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk memberikan
informasi yang tepat tentang tata cara penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan yang bersumber dari aplikasi SAKTI dan dapat memberikan
solusi atas permasalahan terkait dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP) sehubungan penerapan aplikasi SAKTI. Tujuan dari
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kegiatan ini adalah agar tersusunnya laporan keuangan Kementerian
Hukum dan HAM yang berkualitas, transparan dan akuntabel, disertai
dengan pengungkapan yang memadai terhadap Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan
Riau yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 02 - 04 April
2024 adalah sebagai berikut:
e Penyampaian materi dan diskusi terkait Penyusunan Catatan atas
Laporan Keuangan (CalLK);
e Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)
oleh Tim Monitoring;
e Asistensi permasalahan dan pemberian solusi atas aplikasi SAKTI;
dan
e Melakukan evaluasi dan atensi terhadap Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2023 (Unaudited).

Permasalahan yang ditemukan pada Satuan Kerja di lingkungan
Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang menjadi objek Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

e Terdapat temuan Pemeriksaan Itjien dan BPK yang berdampak pada
koreksi nilai Aset Tetap;

e Analisa pendapatan diterima di muka atas paspor per 31 Desember
2023 pada Kanim Tanjung Pinang dan Kanim Batam;

e Terdapat satker yang belum melengkapi daduk berupa lampiran LK
dan Memo Penyesuaian pada CalLK; dan

e Pengungkapan informasi data Laporan Keuangan pada

CALK belum memadai/informatif.

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan
Keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, didapatkan hasil dan
langkah-langkah penyelesaian permasalahan, yaitu:

e Terhadap temuan Itjen dan BPK yang berdampak pada koreksi aset,
telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi pada Modul Aset

Tetap;
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e Melakukan inventarisasi atas layanan Paspor yang diproses Tahun
2024 namun setoran PNBP nya s.d. 31 Desember 2023;

e Melengkapi daduk berupa lampiran LK dan Memo Penyesuaian pada
CALK;

e Memberikan penjelasan secara memadai atas transaksi dan
permasalahan data serta perbaikan pengungkapan CaLK; dan

e Menyusun LK Tahun 2023 (Unaudited) dan menyampaikan kepada
KPPN setempat.

5. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan
(PIPK)

Dalam rangka pelaksanaan penilaian pengendalian intern yang
efektif dan memberikan keyakinan memadai atas pelaporan keuangan
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka setiap entitas akuntansi dan
entitas pelaporan wajib  melaksanakan Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menerapkan dan
menyusun Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Tahun 2023. PIPK merupakan pengujian terhadap pengendalian
proses bisnis akun signifikan pada Laporan Keuangan. Hasil penilaian PIPK
menjadi dasar penandatanganan pernyataan tanggung jawab Laporan
Keuangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH01.KU.04.01 Tahun 2023 ditetapkan Akun Signifikan
berdasarkan pertimbangan atas akun yang menjadi perhatian pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan berpotensi salah saji material
dalam pelaporan keuangan, yaitu: Akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah,
Gedung, dan Bangunan), dikhususkan atas transaksi pada satuan kerja di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki transaksi
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan selain pendapatan sewa
atas rumah dinas, dan Akun 212112 (Belanja Barang yang Masih Harus
Dibayar), dikhususkan atas transaksi pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki transaksi Belanja barang
yang masih harus dibayar Per Desember 2022 di atas Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).
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Berkaitan dengan penetapan Akun Signifikan tersebut, satuan kerja
yang menjadi sampling dalam menerapkan dan melakukan penilaian atas
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2022, terdiri
dari 214 (dua ratus empat belas) satuan kerja (Sekretariat Jenderal,
Pemasyarakatan, dan Imigrasi); 30 (tiga puluh) Kantor Wilayah selaku
konsolidator hasil penilaian PIPK dari satuan kerja, dan 3 (tiga) Eselon-I
selaku konsolidator hasil penilaian PIPK dari wilayah.

Hasil penilaian PIPK akan menjadi dasar penandatanganan
pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan Tahun 2023 oleh Menteri
selaku Pengguna Anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka
perlu dilakukan Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Penilaian
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Biro Keuangan memiliki peran dalam memastikan data laporan
keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa s.d Jumat, tanggal 31
Oktober 2023 s.d 03 November 2023 bertempat di Harris Hotel &
Conventions Bekasi. Permasalahan yang ditemukan selama Laporan Hasil
Penilaian (LHP) Pengendalian Intern atas  Pelaporan Keuangan
(PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah
sebagai berikut:;

e Terdapat ketidaksamaan persepsi atas pengisian hasil jawaban dari
pertanyaan yang terdapat pada pengendalian tingkat entitas (EPITE)
oleh satuan kerja penerap PIPK di Unit Pusat;

e Belum dilampirkannya data dukung atas Laporan Hasil Penilaian
(LHP) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan secara lengkap
pada LHP tingkat UAPPA E-I sebagai bahan dan lampiran
penyusunan Laporan Hasil Penilaian (LHP) Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2023;

e Tidak seluruh Tim Penilai PIPK UAPPA E-I dapat menghadiri kegiatan
sehingga terdapat kendala dalam konfirmasi dan penyampaian

perbaikan atas Laporan Hasil Penilaian PIPK yang telah dibuat;
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e Kompleksitas Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Satuan Kerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yang harus
disusun dalam waktu yang terbatas.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan
Hasil Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 diperoleh hasil
sebagai berikut:

e Kelengkapan data dukung sebagai bahan dan lampiran Laporan Hasil
Penilaian (LHP) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;

e Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2023;

e Laporan Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2023.

6. Kegiatan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan dan BMN

Keuangan Semester | Tahun 2024

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diterapkan
sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang
didukung dengan SAKTI. Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021
tanggal 25 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Implementasi sistem Aplikasi SAKTI Rollout SAKTI Full Modul
termasuk modul pelaporan dimulai TA 2022. Implementasi SAKTI kelompok
modul pelaporan diawali dengan Migrasi Data Saldo Awal dari data Audited
2021 Aplikasi E-Rekon LK. Migrasi saldo awal merupakan langkah awal
implementasi SAKTI untuk kelompok modul pelaporan (Persediaan, Aset
Tetap & ATB dan data Akun Neraca). Migrasi saldo awal wajib dilakukan
oleh semua satker yang mempunyai saldo persediaan dan/aset tetap
dan/ATB dan/Akun Neraca Per 31 Desember 2021.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan selaku Pembina
penyusun Laporan Keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(UAPA) memiliki peran dalam memastikan data laporan keuangan di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan Standar
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Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berkenaan dengan hal tersebut di atas,

maka perlu dilakukan Pendampingan pada Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data

Laporan Keuangan Semester | Tahun 2024 yang dilaksanakan di

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Terdapat permasalahan yang ditemukan pada Pendampingan pada

Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester | Tahun 2024

di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

Selatan adalah sebagai berikut:

Transaksi akrual berupa belanja yang masih harus dibayar yang
belum dilakukan jurnal balik;

Terdapat beban persediaan yang seharusnya tidak ada berupa beban
Persediaan pita cukai, materai dan leges, diserahkan ke Masyarakat
serta beban persediaan bahan baku;

Terdapat pengembalian belanja modal TAYL atas temuan BPK Tahun
2023 yang belum dilakukan koreksi aset dan jurnal GLP lanjutan;
Terdapat Pendapatan penjualan Peralatan dan mesin dan beban
kerugian pelepasan aset;

Terdapat kesalahan akun Pendapatan;

Terdapat persediaan dan aset tetap yang belum didetailkan;

Saldo akun utang yang belum diterima tagihannya,

Terdapat satuan kerja yang belum melakukan koreksi atas nilai BMN
berupa Handy Talky

Berdasarkan Kegiatan Pendampingan pada Kegiatan Pra

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester | Tahun 2024 di Lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, hasil &

langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang diperoleh yaitu:

Telah dilakukan jurnal balik atas transaksi akrual pada modul GLP;
Atas pengembalian belanja modal TAYL atas temuan BPK Tahuun
2023 telah dilakukan koreksi aset dan jurnal GLP lanjutan;

Atas beban persediaan yang seharusnya tidak ada berupa beban
Persediaan pita cukai, materai dan leges, diserahkan ke Masyarakat
serta beban persediaan bahan baku sudah dilakukan jurnal
penyesuaian ke beban seharusnya;

Penjelasan pada detail akun dan CALK atas pendapatan penjualan

Peralatan Mesin dan beban kerugian pelepasan Aset;
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e Melakukan ralat kesalahan akun Pendapatan;

e Melakukan penerbitan SPP belanja untuk mengatasi saldo utang yg
belum diterima tagihannya;

e Seluruh satuan kerja telah melakukan koreksi atas nilai BMN berupa
Handy Talky jurnal balik utang atas transaksi RPATA pada semester |
Tahun 2024.

7. Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tingkat Unit Eselon |
dan Kanwil Semester | Tahun 2024
Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan HAM Semester | Tahun 2024 yang akurat dan akuntabel serta
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal telah melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan
Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan
HAM Semester | Tahun 2024 Tingkat Unit Eselon | yang dilaksanakan pada
tanggal 15 s.d 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.
Tujuan diselenggarakannya Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran
Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan
HAM Semester | Tahun 2024 Tingkat Unit Eselon | adalah:
e Meningkatkan akurasi, transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Hukum
dan HAM dengan mewujudkan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat
Unit Eselon | yang berkualitas;
e Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi
penyelesaiannya;
e Mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Permasalahan yang ditemukan selama Kegiatan Rekonsiliasi dan
Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan
HAM Semester | Tahun 2024 Tingkat Unit Eselon | adalah sebagai berikut:
e Terdapat selisih rekonsiliasi internal dan eksternal yg belum
terselesaikan;
e Terdapat beberapa ketidaktepatan penggunaan akun belanja;
e Terdapat hibah yang belum dicatat dan belum disahkan;
e Terdapat kesalahan jurnal dan jurnal balik transaksi akrual akhir tahun

yang belum dilakukan;
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e Ketidaktepatan saldo penyisihan karena kendala modul piutang
SAKTI;

e Terdapat pendapatan yang belum dilakukan settlement terhadap
piutang;

e Akun-akun pendapatan perolehan aset lainnya dan penerimaan
kembali belanja modal TAYL yang perlu konfirmasi dan jurnal manual;

e Data dan dokumen belum lengkap.

Dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan
Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester | Tahun 2024
Tingkat Unit Eselon | hasil penyelesaian permasalahan yang diperoleh yaitu:

e Melakukan perbaikan data pada SAKTI untuk menyelesaikan selisih
rekonsiliasi internal dan eksternal;

e Menyelesaikan dan memperbaiki data setoran dan belanja pada
modul bendahara dan modul pembayaran;

e Mengajukan user SAKTI Modul Piutang dan melakukan pencatatan
atas settlement piutang;

e Melakukan perbaikan Jurnal Manual dan Jurnal Balik pada periode
SMT | Tahun 2024;

e Terhadap kesalahan kodefikasi pada Aset Tetap dan Persediaan
untuk dilakukan reklasifikasi kodefikasi yang sesuai;

e Melakukan jurnal pendapatan perolehan aset lainnya dan penerimaan
kembali belanja modal TAYL yang perlu dilakukan perbaikan pada
Modul GLP; dan

e Melengkapi data dan dokumen pendukung.

8. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun
terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindaklanjuti
Pada satuan kerja pusat Sekretariat Jenderal seluruh temuan
pemeriksaan Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan keuangan telah
selesai ditindaklanjuti. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) terakhir kali melaksanakan audit terkait
pengelolaan keuangan atas Sekretariat Jenderal pada tahun 2020 yaitu
Audit Atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan COVID-19.
Di dalam surat Inspektur Jenderal nomor ITJ.PW.04.01.1V-38 tanggal
30 Desember 2022 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Atas Tata Kelola
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Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020. Di dalam
surat tersebut dinyatakan bahwa:

e Setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen tindak lanjut atas 7
(tujuh) temuan Hasil Audit dapat disampaikan bahwa 7 (tujuh) temuan
telah tuntas ditindaklanjuti;

e Penyampaian ucapan terima kasih (penghargaan) kepada Sekretaris
Jenderal yang telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan

penyelesaian tindak lanjut temuan Hasil Audit.

- Kendala

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan PK tidak
dilaksanakan tepat waktu (lebih dari 60 hari)

2. Proses penyusunan laporan keuangan di satker belum tertib dan
belum memadai

3. Adanya selisih/perbedaan data rekonsiliasi laporan keuangan.

- Solusi

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan satker
dalam rangka pengembalian dan pengumpulan data dukung
laporan keuangan;

2. Memberikan sanksi kepada satker yang terlambat melakukan
pengembalian serta mengumumkannya pada media internal
Kementerian;

3. Memberikan teguran dan sanksi kepada satker atas keterlambatan
pengembalian;

4. Evaluasi dan perbaikan dalam proses penyusunan laporan

keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Indeks Kepuasan

kualitas Unit Kerja Eselon |

pengelolaan dan Kewilayahan

keuangan dan terhadap Layanan 31 342

pelaksanaan Biro Keuangan ) f 110,32%
Indeks Indeks

anggaran

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja ke 2 Kegiatan Biro Keuangan Semester 1 Tahun 2024
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Untuk Indikator Sasaran Kegiatan Ke-2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon
| dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan Berdasarkan Surat Kepala
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.04.01-
28 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan
(ILK) Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, layanan Sekretariat Jenderal pada
Bidang Keuangan yang diampu oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal,
memperoleh nilai rata rata yaitu 3,42. Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui
bahwa Biro Keuangan telah melebihi target pada Indikator Sasaran Kegiatan
dalam Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke-

3 adalah sebagai berikut:

Realisai .
—— X 100% = Capaian IKK
Target

)

31

X 100% = 110,32%

- Kendala

Penilaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan
Biro Keuangan dilakukan oleh BSK melalui aplikasi 3AS. Survei dilaksanakan
pada bulan September dan Oktober tahun 2024. Sehingga Biro SDM hanya
menunggu hasil survey Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan
terhadap Layanan Biro Keuangan dari BSK. Berdasarkan surat Kepala Badan
Strategi Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 hal
Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK)
Tahun 2024 didapatkan hasil nilai Indeks Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Tahun 2024 dengan hasil 3,42. Namun telah dipetakan potensi risiko yang

telah teridentifikasi pada Dokumen Manajemen Risiko.
- Solusi

Biro Keuangan melakukan koordinasi secara aktif dengan BSK Hukum dan
HAM untuk mendapatkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan sesuai dengan periode
penilaian untuk dilakukan perhitungan capaian kinerja indikator Indeks

Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan.

- Manajemen Risiko
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Permasalahan/Potensi
Risiko

Potensi Penyebab Risiko

Pengendalian Risiko
yang dilaksanakan

(eksekusi)

Keterlambatan
Pembayaran

Data dukung dari satker
tidak lengkap sesuai
ketentuan PUU

Membuat pemberitahuan/
koordinasi tentang
kelengkapan data dukung
satker yang dibutuhkan
dalam proses
pembayaran

Memberikan sanksi dan
laporan kepada Satker
yang memberikan data
dukung pembayaran
tidak lengkap

Jemput bola dalam
memperoleh data dukung
Satker untuk proses
pembayaran

Adanya penolakan SPM
dari KPPN

Memenuhi kelengkapan
persyaratan pembayaran
SPM sesuai ketentuan
PUU yang berlaku

Mencatat Daftar
Inventaris Masalah (DIM)
terkait penolakan SPM
dan memastikan masalah
yang sama tidak terulang
kembali

Koordinasi dengan KPPN

Memperbaiki kesalahan
SPM/melengkapi
kekurangan SPM

Pergantian pengelola
keuangan di Satker
sehingga pembayaran
menjadi terlambat

Mengajukan aturan
mutasi untuk pengelola
keuangan minimal 2
tahun sekali

Pengelola keuangan
lama wajib melakukan
ToT kepada pengelola
keuangan yang baru

Biro Keuangan
melakukan pelatihan dan
pendampingan kepada
pengelola keuangan baru
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2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Meningkatnya | Indikator Kinerja
kualitas Pelaksanaan
pengelolaan Anggaran (IKPA)
keuangan dan
pelaksanaan
anggaran
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

96 93,8 97,71% Baik

Tabel 3 33 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 3 Biro Keuangan Tahun 2024

Pada tahun 2024, berdasarkan aplikasi SPANINT Kementerian Keuangan
nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM
telah meraih nilai sebesar 93,8. Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

adalah sebagai berikut:

Realisasi .
——— X 100% = Capaian IKK
Target
93,8% x 100% = 97,71%
96% 0TI’

Dalam rangka mendukung capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3, Biro
Keuangan telah melakukan kegiatan Monitoring Evaluasi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 diantaranya:

1) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA.2023
Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran TA 2024, Biro Keuangan mempunyai peran dalam mendukung
jalannya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien sesuai rencana
serta taat pada ketentuan/regulasi/kebijakan yang berlaku. Adapun
kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan supervisi
indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kegiatan supervisi pergeseran
anggaran dan konsolidasi anggaran PNBP. Atas dasar tersebut, Biro
Keuangan melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Penyerahan Piagam

Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA.2023.
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Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyerahan Piagam
Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA.2023
dilaksanakan pada hari Rabu - Sabtu tanggal 21-24 Februari 2024
bertempat di Novotel Mangga Dua Jakarta. Evaluasi pelaksanaan
anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berupa Realisasi
anggaran dan Capaian IKPA s.d Desember Tahun 2023 dan langkah-
langkah peningkatan IKPA Tahun 2024.

Selain itu, dilaksanakan juga Penyerahan Piagam Penghargaan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA.2023 sebagai berikut:

1. Lingkup Unit Eselon |
a. Peringkat 1 : Badan Pembinaan Hukum Nasional
b. Peringkat 2: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

Undangan

2. Lingkup Kantor Wilayah Kategori Pagu Kecil
a. Peringkat 1 : Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara
b. Peringkat 2 : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi

c. Peringkat 3 : Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo

3. Lingkup Kantor Wilayah Kategori Pagu Sedang
a. Peringkat 1 : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat
b. Peringkat 2 : Kantor Wilayah Kemenkumham NTT

c. Peringkat 3 : Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi

3. Lingkup Kantor Wilayah Kategori Pagu Besar
a. Peringkat 1 : Kantor Wilayah Kemenkumham Riau
b. Peringkat 2 : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
c. Peringkat 3 : Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
4. Lingkup Kantor Wilayah Kategori Favorit:
Kantor Wilayah Kemenkumham Papua
Berdasarkan hasil evaluasi, Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran TA. 2023 yang harus ditingkatkan adalah Deviasi Halaman IlI
DIPA, Penyerapan Anggaran dan Belanja Kontraktual, dan Dispensasi
SPM. Adapun asistensi terkait langkah-langkah peningkatan capaian
nilai IKPA sebagai berikut:
e Melakukan penyesuaian Halaman Il DIPA (RPD) berdasarkan
rencana kegiatan dan gunakan RPD sebagai dasar pencairan,
persiapkan antisipasi agar gap antara deviasi RPD dengan

pencairan tidak lebih dari 5%;
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e Melakukan percepatan belanja dan mengoptimalkan penyerapan
anggaran sesuai dengan target penyerapan anggaran;

e Melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN maksimal 5 hari setelah
kontrak ditandatangani;

e Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses
penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai maksimal 17
hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara;

e Memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban UP/TUP
dan mempercepat revolving UP/TUP;

e Menyampaikan laporan data capaian output paling lambat 5 hari
kerja pada bulan berikutnya dan perhatikan target RO TA.2024;

e Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak yang
berkepentingan (Kanwil/lKPPN), serta lakukan reviu anggaran

berkala untuk mitigasi kendala pelaksanaan anggaran

2) Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Triwulan | TA 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran Tahun Anggaran 2024, Biro Keuangan mempunyai peran
dalam mendukung jalannya pelaksanaan anggaran yang efektif dan
efisien sesuai rencana serta taat pada ketentuan/regulasi/kebijakan
yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Biro Keuangan
mempunyai peran dalam memastikan kinerja pelaksanaan anggaran
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mendukung belanja yang lebih berkualitas dengan penguatan value for
money, mendorong akselerasi belanja, serta pencapaian output belanja
yang tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam rangka
memacu peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada
satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Triwulan | Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Triwulan | Tahun Anggaran 2024 pada Satuan
Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan secara hybrid, yaitu
dihadiri secara langsung oleh pejabat/ pegawai bagian pelaksanaan

anggaran dan tata usaha, serta dihadiri secara virtual oleh oleh
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perwakilan pejabat/ pegawai dan para pengelola keuangan satuan
kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 22 — 26 April 2024 bertempat di Wisma

Pengayoman.

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan pengisian target dan
realisasi Capaian Output bulan Januari s.d Maret 2024 serta monitoring
dan evaluasi secara virtual Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Triwulan | Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini
adalah sebagai berikut:

e Pada Triwulan | tahun 2024, secara keseluruhan terdapat
kenaikan nilai IKPA pada 8 indikator;

e Terdapat reformulasi baru dalam pengisian Indikator Capaian
Output yang kemudian dilakukan pendampingan pada Satuan
Kerja terkait pengisian target dan realisasi Capaian Output bulan
Januari s.d Maret 2024;

e Indikator yang masih memiliki nilai rendah yaitu Deviasi Hal Il
DIPA dan Pengelolaan UP/TUP;

e Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja.

Pelaksanaan Anggaran Triwulan | Tahun Anggaran 2024 pada
satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM kesimpulan sebagai berikut:

e Satuan kerja telah mendapatkan pendampingan terkait
permasalahan pelaksanaan anggaran Triwulan | tahun 2024;

e Satuan kerja telah memahami reformulasi baru terkait pengisian
target dan realisasi Capaian Output TA 2024;

e Satuan kerja telah melakukan pengisian serta pengiriman target
dan realisasi Capaian Output bulan Januari s.d Maret 2024;

e Per tanggal 26 April tersisa 142 Satker dari 1163 Satker yang

belum melakukan pengisian Capaian Output.

3) Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Semester | TA 2024
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Untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
Tahun Anggaran 2024, Biro Keuangan mempunyai peran dalam
mendukung jalannya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien,
Biro Keuangan mempunyai peran dalam memastikan kinerja
pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, oleh karena itu Biro Keuangan melaksanakan Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Semester | TA 2024 yang bertujuan untuk memacu peningkatan
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Semester | Tahun Anggaran 2024
dilaksanakan pada tanggal 22 — 26 Juli 2024 bertempat di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kegiatan ini
dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri secara langsung oleh
pejabat/ pegawai bagian pelaksanaan anggaran dan tata usaha,
perwakilan Satker di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara serta
dihadiri secara virtual oleh oleh perwakilan pejabat/ pegawai dan para
pengelola keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM.

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan monitoring dan
evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester | Tahun
Anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut:

e Satuan kerja telah mendapatkan pendampingan terkait
permasalahan pelaksanaan anggaran Semester | TA 2024;

e Pada Semester | tahun 2024, secara keseluruhan terdapat
kenaikan nilai IKPA pada 8 indikator;

e Terdapat reformulasi baru penilaian pada indikator Revisi DIPA,
Deviasi Hal Il DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja
Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP dan Dispensasi SPM;

e Indikator yang masih memiliki nilai rendah yaitu Deviasi Hal Ill
DIPA, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP/TUP;

e Target Penyerapan Semester | TA 2024 secara kanwil yang
belum tercapai yaitu belanja modal yang disebabkan adanya
pembukaan blokir di awal triwulan dan tambahan pagu
anggaran, sehingga Satker tidak dapat optimal dalam

pelaksanaan belanjanya;
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e Penyerapan anggaran belanja barang pada Satker
Pemasyarakatan belum mencapai target triwulanan disebabkan
adanya indikasi kelebihan belanja BAMA dan penyerapan
anggaran belanja modal belum mencapai target disebabkan
masih rendahnya capaian penyerapan belanja modal
pengadaan serta pemeliharaan gedung dan bangunan pada
Lapas Kota Pinang, Rutan Pangkalan Brandan, Lapas Lubuk
Pakam, dan Lapas Pemuda Langkat;

e Terdapat tambahan pagu anggaran pada beberapa Satuan
Kerja Imigrasi pada awal Triwulan Il yang mempengarubhi
besaran target penyerapan triwulan Il, sehingga berdampak

pada tidak optimalnya pelaksanaan belanja Satker.

4) Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Triwulan 1l TA 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran Tahun Anggaran 2024, Biro Keuangan mempunyai peran
dalam mendukung jalannya pelaksanaan anggaran yang efektif dan
efisien sesuai rencana serta taat pada ketentuan/regulasi/kebijakan
yang berlaku.

Berkenaan dengan hal di atas, Biro Keuangan mempunyai
peran dalam memastikan kinerja pelaksanaan anggaran dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung
belanja yang lebih berkualitas dengan penguatan value for money,
mendorong akselerasi belanja, serta pencapaian output belanja yang
tepat guna dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, dalam rangka memacu peningkatan kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan Ill Tahun Anggaran
2024.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1l Tahun Anggaran 2024
dilaksanakan pada tanggal 14 — 18 Oktober 2024 bertempat di Wisma
Pengayoman, Cibulan, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid
dengan dihadiri secara langsung oleh pejabat/ pegawai bagian

pelaksanaan anggaran dan tata usaha, perwakilan Unit Eselon | serta
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dihadiri secara virtual oleh oleh perwakilan pejabat/ pegawai dan para
pengelola keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan Sosialisasi Langkah-Langkah
dalam menghadapi akhir tahun dari Narasumber Kementerian
Keuangan serta melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan Ill Tahun Anggaran
2024 Unit Eselon | di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Satuan kerja telah mendapatkan pendampingan terkait
permasalahan pelaksanaan anggaran Triwulan Il tahun 2024;
2. Pada triwulan 1l tahun 2024, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Kantor Wilayah sudah di atas target nilai
Kementerian;
3. Satuan kerja telah diberikan arahan terkait penyelesaian
belanja modal kontraktual nilai 50jt-200jt;
4. Terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:
- Penyerapan Anggaran
Beberapa satuan kerja pemasyarakatan tidak mencapai
target penyerapan triwulan lll, dikarenakan adanya pagu
berlebih pada belanja pegawai dan belanja bahan makanan
(BAMA);
- Belum dilakukan revisi antar satuan kerja.
- Deviasi Hal lll DIPA
e Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD yang
disusun pada awal triwulan;
e Terdapat pagu minus belanja pegawai pada satker
sehingga menyebabkan deviasi RPD.

- Belanja Kontraktual

¢ Masih terdapat penyelesaian belanja modal kontraktual
nilai

e b50jt-200jt pada triwulan 1lI yang menyebabkan
penurunan pada komponen Akselerasi Belanja Modal;

e Masih terdapat outstanding kontrak belanja modal

kontraktual nilai 50jt200jt yang selesai pada triwulan IV;
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¢ Masih terdapat beberapa pengajuan kontraktual pada
triwulan IV yang akan menyebabkan penurunan nilai
pada komponen distribusi kontrak;

e Satuan kerja untuk segera melakukan koordinasi
dengan Kanwil untuk melakukan revisi pergeseran

anggaran antar satker.

- Kendala

1.

- Solusi

Masih adanya Realisasi RPD tidak sesuai dengan rencana
kegiatan yang telah dibuat sebelumnya;

Penyerapan anggaran tidak mencapai target dikarenakan
adanya blokir anggaran yang memerlukan data dukung ataupun
terkait proses pengesahan revisi DIPA yang memakan waktu
sehingga menghambat kegiatan.

Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait realisasi RPD
kepada seluruh satker;

Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap
realisasi satker;

Memberikan atensi dan melakukan perbaikan realisasi RPD

pada satker yang tidak mencapai target.

d. Biro Barang Milik Negara

1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Barang Milik
Negara serta
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon |
dan Kewilayahan

terhadap Layanan

Biro Pengelolaan 3.1 3,69 119,03%
S Indeks

Barang Milik

Negara dan

Pengadaan

Barang/Jasa

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Barang Milik Negara Pengadaan

Barang/Jasa Tahun 2024
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Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa akan
dilaksanakan melalui aplikasi survei berbasis online yang akan dilakukan oleh
Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham. Hasil survey Indeks Kepuasan
Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang
Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebesar 3,69 dan sudah
melampaui target. Sehingga perhitungan realisasi capaian kinerjanya adalah

sebagai berikut:

Realisasi ]
—— X 100% = Capaian IKK
Target
— x 100% = 119,039
31 % %

Hasil capaian tersebut diperoleh melalui kegiatan pembinaan, pengawasan,
monitoring dan evaluasi perencanaan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan,
status penggunaan dan pengamanan serta pemindahtanganan dan penghapusan
Barang Milik Negara kepada seluruh Unit Eselon |, Kantor Wilayah dan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Penilaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap
Layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan oleh BSK melalui aplikasi 3AS. Survei dilaksanakan pada bulan
September dan Oktober tahun 2024. Sehingga Biro BMN hanya menunggu hasil
survey Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dari BSK.
Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Nomor PPH-LT.04.01-28
tanggal 15 Oktober 2024 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks
Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 didapatkan hasil nilai Indeks
Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Jenderal Tahun 2024 dengan hasil 3,69. Namun telah dipetakan potensi risiko

yang telah teridentifikasi pada Dokumen Manajemen Risiko.
- Solusi

Biro BMN melakukan koordinasi secara aktif dengan BSK Hukum dan HAM
untuk mendapatkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan
Kewilayahan terhadap Layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan periode penilaian untuk dilakukan
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perhitungan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Kerja ASN

Kemenkumham.
- Manajemen Risiko

Permasalahan/Potensi Potensi Penyebab Risiko = Pengendalian Risiko
Risiko yang dilaksanakan

(eksekusi)

Waktu layanan Belum memanfaatkan 1. Membuat Kepmen

pengelolaan BMN belum | SIP BMN dalam seluruh tentang pemanfaatan
sesuai SPM/SLA proses pengelolaan BMN SIP  dalam  siklus

pengelolaan BMN

2. Sosialisasi tentang
Kepmen terkait
pemanfaatan SIP
BMN maupun sharing
beberapa kasus tidak
dimanfaatkannya SIP
BMN dalam
pengelolaan BMN

3. Mendorong Satker
untuk  menggunakan
SIP  BMN jika ingin
pengajuannya dilayani

2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Nilai Kualitas Hasil
Kualitas Pengelolaan Aset Penilaian
Pengelolaan baru
Barang Milik 3.30 n/a n/a didapatk
Negara serta Indeks an di
Pengadaan bulan
Barang dan Februari
Jasa 2025

Tabel 3 35 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

Nilai Kualitas Pengelolaan Aset Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024
diukur melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang dinilai oleh Kementerian
Keuangan selaku pembina dalam Pengelolaan Barang Milik Negara. Nilai IPA
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 akan dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan pada bulan Februari Tahun 2025. Namun, Nilai IPA
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar 3,06 (dibawah nilai IPA
Nasional 3,46).
Adapun nilai IPA diukur melalui sasaran strategis berupa :
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1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, terdiri 2 (dua) parameter
yaitu :
a. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) terkait BMN;
b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang
pengelolaan aset, dengan 2 (dua) subparameter :
1) Realisasi PNBP dari pengelolaan aset;
2) Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan
Pengelola Barang
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan,
terdiri 2 (dua) parameter yaitu :
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian
laporan dan usulan RKBMN, dengan 3 (tiga) subparameter :
1) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN;
2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP)
3) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian
Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN.
b. Asuransi BMN
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, terdiri 2 (dua) parameter
yaitu:
a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan
BMN;
b. Tindak lanjut BMN rusak berat
4. Administrasi BMN yang andal, terdiri 2 (dua) parameter yaitu :
a. BMN memiliki dokumen kepemilikan, dengan 2 (dua) subparameter :
1) BMN bersertifikat sesuai ketentuan;
2) Penuntasan target sertifikasi BMN.
b. Penggunaan BMN sesuai ketentuan, dengan 2 (dua) subparameter :
1) Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;
2) BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan.
Adapun dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa telah
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Telah dilaksanakan kegiatan rapat kerja teknis pengelolaan BMN dan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan KEMENKUMHAM pada
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tanggal 16-19 Juli 2024 di Hotel Vertu, Jakarta yang diikuti oleh Kepala
Bagian Umum dan Operator BMN seluruh Kantor Wilayah. Kegiatan
tersebut menghasilkan Berita Acara Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BMN
dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan KEMENKUMHAM yang
ditandatangani oleh Kepala Divisi Administrasi dengan lampiran berisi
kendala dan/atau permasalahan yang dihadapi seluruh Satuan Kerja
terkait pengelolaan aset beserta rekomendasi, strategi penyelesaian
beserta timeline penyelesaian. Lampiran Berita Acara dimaksud menjadi
pedoman bagi seluruh Satuan Kerja dalam rangka menyelesaikan
permasalahan terkait aset yang ada di lingkungan kerjanya sekaligus
dalam rangka mencapai target Nilai Kualitas Pengelolaan Aset
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;

2. Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman
Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan
pada :

a. 29 Juli - 02 Agustus 2024 bertempat di Hotel Gran Melia, Jakarta;
b. 13 - 16 Agustus 2024 bertempat di Hotel Aviary Bintaro.

3. Melaksanakan penguatan teknis dan kompetensi pengelolaan BMN
kepada seluruh operator BMN dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2026 yang diserahkan
kepada Pengelola Barang pada tanggal 09 Desember 2024, 5 (lima) hari
sebelum batas waktu akhir penyampaian yaitu di tanggal 13 Desember
2024;

4. Melakukan pemutakhiran data BMN melalui kegiatan Rekonsiliasi Data
BMN Tingkat Wilayah dan Rekonsiliasi Data BMN Kementerian Hukum
dan HAM Tingkat Nasional;

5. Melakukan penyusunan Laporan BMN;

6. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian
Penatausahaan BMN baik di tingkat Unit Eselon |, Kantor Wilayah dan Unit
Pelaksana Teknis;

7. Melaksanakan pendampingan uji sampling pemeriksaan BPK (Terinci dan
Interim);

8. Melaksanakan Percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN
melalui penelitian, analisa, dan penerbitan Surat Usulan PSP BMN ke
Pengelola Barang serta Surat Keputusan PSP BMN yang menjadi

kewenangan Pengguna Barang;
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9. Melakukan klarifikasi dan identifikasi sebagai Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran
2020 s.d. Semester | 2022 Nomor 146/LHP/XIV/12/2022 yang menyatakan
bahwa Pemanfaatan BMN pada 139 satuan kerja yang belum memenuhi
syarat administratif dan terdapat kekurangan PNBP, dengan melengkapi
riwayat administrasi dan pembayaran serta menyusun kronologis
pemanfaatan BMN guna memenuhi permintaan APIP dalam melakukan
reviu atas pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan;

10. Kegiatan penginputan data pengelolaan BMN khususnya fitur PSP BMN
dan Pemanfaatan berupa sewa BMN pada aplikasi SIMAN Versi 2 melalui
bimbingan teknis secara tatap muka langsung dengan operator BMN di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

11. Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pensertifikatan Tanah Pulau
Nusakambangan sebagai Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019
Nomor 83b/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2021 Nomor 18b/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, dan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Manajemen Aset Tahun 2022 dan
Semester | Tahun 2023 Nomor 28/LHP/X1V/12/2023 tanggal 1 Desember
2023,;

12. Percepatan penghapusan Barang Milik Negara melalui kegiatan
Penelitian dan Analisa Permohonan Pemindahtanganan BMN dan
kegiatan Penelitian dan Analisa Permohonan Pemusnahan dan
Penghapusan BMN;

13. Monitoring tindak lanjut atas persetujuan (pemindahtanganan,
pemusnahan dan/atau penghapusan) BMN yang telah terbit persetujuan
baik oleh Pengelola/Pengguna Barang sampai dengan terbitnya SK
Penghapusan serta melakukan perekaman penghapusan pada aplikasi
penatausahaan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian TIndak
Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara
periodik per Triwulan (3 bulan);

14. Melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja yang terdapat
kendala dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan
BMN melalui kegiatan Supervisi dan Pelaksanaan Pemindahtanganan dan

Penghapusan BMN.

122 |LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



- Kendala

1. Masih adanya ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI
sehingga pencatatan pada akun, stock opname, kodefikasi dan juga
yang lainnya;

2. Masih terdapat BMN yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dan
juga ada yang dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dijual
dan tidak menghasilkan PNBP;

3. Masih terdapat tindak lanjut BPK terkait BMN yang sudah dilaksanakan
namun belum sesuai dengan yang direkomendasikan;

4. Masih terdapat SDM di satker kewilayahan yang belum memahami
siklus dan regulasi dalam pengelolaan aset/BMN;

5. Masih terdapat ketidaksesuaian satuan kerja dalam mengajukan RK-
BMN dengan kebutuhan dari satuan kerja;

6. Masih adanya ketidaksesuaian antara pencatatan BMN dengan
keberadaan atau kondisi fisik BMN sehingga menyebabkan
ketidakselarasan antara RK BMN dengan realisasi;

- Solusi

1. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan pendampingan secara berkala
dalam pencatatan akun sehingga dapat langsung melakukan koreksi
akun pada aplikasi SAKTI,

2. Mengikuti program pensertifikatan KPKNL dari Kementerian Keuangan
dalam penertiban kepemilikan BMN sesuai ketentuan PUU yang
berlaku;

3. Membentuk kelompok kerja khusus dalam penyelesaian TL BPK dan
secara kontinu melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan TL
BPK terkait BMN;

4. Mengusulkan SDM pengelolaan BMN baik PNS maupun PPPK
ataupun dari satker lainnya sebagai perbantuan;

5. Melakukan koordinasi lanjutan dengan KPKNL untuk dapat
memprioritaskan penjualan BMN Kemenkumham;

6. Melakukan sosialisasi dan kegiatan pra penyusunan dengan metode

yang lebih efektif guna menjangkau seluruh satuan kerja di lingkungan

Kementerian Hukum;
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7. Melibatkan perencana anggaran, pengguna barang, SDM pengelola
BMN dalam proses penelitian RK BMN (pusat dan daerah) maupun

penyusunan anggaran.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Meningkatnya Nilai Tata Kelola
Kualitas Pengadaan
Pengelolaan
Barang Milik
Negara serta
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Sangat Sangat
Baik Baik 110,96%
(90) (99.87)

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Biro Barang Milik Negara Tahun 2024

Nilai Tata Kelola Pengadaan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 diukur
melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) yang dinilai oleh
LKPP selaku Pembina dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nilai
Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk Tahun 2024 diperoleh sebesar 99,87 dan
ini sudah melampaui target, sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan

Ke-3 adalah sebagai berikut :

Realisasi ]
——— X 100% = Capaian IKK
Target

99,87

X 100% = 110,96%

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek
Indikator ‘Antara’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi, ITKP terdiri dari indikator
yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi
Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem
pengadaan, yaitu sebagai berikut :
1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:

a. SIiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);

b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);

c. E-Purchasing;
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d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing;
e. E-Kontrak.

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa (SDM PBJ);

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Adapun dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa telah
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan kegiatan rapat kerja teknis pengelolaan BMN dan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan KEMENKUMHAM pada
tanggal 16-19 Juli 2024 di Hotel Vertu, Jakarta yang diikuti oleh
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
seluruh Unit Eselon | dan Kantor Wilayah. Kegiatan tersebut
menghasilkan Berita Acara Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BMN dan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan KEMENKUMHAM yang
ditandatangani oleh Kepala Divisi Administrasi dengan lampiran berisi
kendala dan/atau permasalahan yang dihadapi seluruh Satuan Kerja
terkait pengadaan barang/jasa beserta rekomendasi, strategi
penyelesaian beserta timeline penyelesaian. Lampiran Berita Acara
dimaksud menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja dalam rangka
menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan barang/jasa yang
ada di lingkungan kerjanya sekaligus dalam rangka mencapai target
Nilai Tata Kelola Pengadaan Kementerian Hukum dan HAM Tahun
2024,

2. Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman
Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang telah
dilaksanakan pada :

a. 29 Juli - 02 Agustus 2024 bertempat di Hotel Gran Melia, Jakarta;
b. 13 - 16 Agustus 2024 bertempat di Hotel Aviary Bintaro.;

3. Evaluasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024;

4. Klarifikasi nilai belanja pengadaan tahun 2024 kepada Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

5. Pendampingan penginputan e-Kontrak, pencatatan Non Tender dan
penyelesaian transaksi e-Purchasing tahun 2024 pada seluruh Satuan

Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
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-  Kendala

1. Masih adanya PPK yang tidak patuh dalam melakukan pencatatan

transaksi pengadaan barang dan jasa (manual dan elektronik) hingga

evaluasi kinerja penyedia

- Solusi

1. Memberlakukan keharusan pembaharuan sertifikasi kompetensi PBJ

secara berkala;

2. Memberikan pelatihan penggunaan S| PBJ guna dorongan pemanfaatan

pencatatan transaksi.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Meningkatnya Persentase

Kualitas Pengendalian

Pengelolaan Peningkatan

Barang Milik Penggunaan

Negara serta Produk Dalam 95% 95,01% 100,01%
Pengadaan Negeri

Barang dan

Jasa

Tabel 3.37 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Biro BMN Tahun 2024

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Perhitungan realisasi capaian kinerjanya adalah

sebagai berikut:

Realisasi ]
——— X 100% = Capaian IKK
Target
95,01
95 X 100% = 100,01%

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 Biro Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
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a. Telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
02.PB.01.01 Tahun 2024 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Melibatkan Pelaku Usaha Dalam Negeri yang berpotensi memiliki produk
substitusi untuk Pengujian dan Paparan Produk Impor yang dibutuhkan
Kemenkumham;

c. Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata Indonesia
(GBBI-BBWI)sebagai Campaign Manager yang dilaksanakan di Sulawesi
Tengah dengan pelaksanaan giat Mobile IP Clinic, dan kegiatan strategis
tusi Kemenkumham lainnya di Sulawesi Tengah;

d. Telah menerbitkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
74.PB.02.01 Tahun 2024 tentang Persetujuan penggunaan Produk Impor
di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;

e. Pengelolaan 11 (sebelas) etalase katalog elektronik sektoral
Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya mendukung peningkatan
pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas melalui peran serta pelaku
usaha dalam negeri.

f. Pembahasan Penyusunan kerangka awal rancangan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM tentang Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
dan SOP pemberian persetujuan penggunaan produk impor di
lingkungan KEMENKUMHAM.

- Kendala
1. Masih belum adanya pelaku usaha yang dapat memenuhi kebutuhan
produk impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- Solusi
1. Mengusulkan adanya pengecualian dalam pemanfaatan PDN untuk
satker Kemenkumham LN;
Mengusulkan updating sistem pencatatan PBJ untuk satker LN;
3. Melakukan koordinasi dengan Menko Marves dan LKPP untuk

melakukan pencatatan PBJ satker LN agar dikecualikan.
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e. Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Meningkatnya | Persentase Sentimen

Citra Positif Positif terkait
Kementerian publikasi

Hukum dan Kementerian Hukum
HAM dan HAM di Media

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 1 Biro HuMas HuKerma Tahun 2024

Dalam meningkatkan Citra Positif Kementerian Hukum dan HAM, Telah
dilakukan beberapa kegiatan sepanjang Tahun 2024, yakni:
1) Penyampaian Informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat luas

melalui media internal (www.kemenkumham.go.id), menghasilkan 236

berita;

2) Informasi yang terpublikasi melalui akun resmi media sosial
Kemenkumham dan Setjen, menghasilkan 2.696 konten;

3) Penyajian berita dan informasi melalui siaran pers yang didistribusikan ke
media, menghasilkan 26 siaran pers;

4) Produksi audio visual sebanyak 2 video; dan

5) Penyelenggaraan advertorial dan media campaign sebanyak 3 media;

Jumlah publikasi Kementerian Hukum dan HAM di Media Internal sejumlah
2.961 dengan seluruh sentimen bersifat positif. Sehingga realisasi dari
Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM
di Media adalah sebagai berikut:

Jumlah Sentimen Positif atas Publikasi Kemenkumham
x 100 %

Total Sentimen atas Publikasi Kemenkumham
2.961

M x 100% = 100%

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Realisasi )
——— X 100% = Capaian IKK
Target
100% 100% = 100%
X =
100% ’ ’
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Dalam rangka mencapai Indikator kinerja kegiatan 1 terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama sehingga
perlu adanya solusi yang harus dilakukan dalam menangani kendala-kendala

yang ada yakni:
a. Risiko: Adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang
belum valid
Mitigasi Risiko :
- menyampaikan siaran pers secara resmi ke berbagai media massa;

- membuat konten klarifikasi terhadap informasi yang bersifat hoax pada

media sosial resmi kementerian;

- adanya tindakan tegas atas penyebar hoax terkait Kementerian Hukum

dan HAM melalui jalur hukum.

b. Risiko: Metode sosialisasi yang kurang efektif dan kurang menjangkau

seluruh Satker

Mitigasi Risiko: Menyediakan sarana diskusi dan konsultasi dengan

membuat pedoman untuk memberikan informasi yang lebih jelas.

c. Risiko: Kurang optimalnya counter atas isu negatif yang beredar di media

sosial maupun media online

Mitigasi Risiko:

- Klarifikasi melalui berbagai media elektronik (termasuk media sosial);
- Membuat press release;

- Pimpinan melakukan klarifikasi melalui event atau acara tertentu.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Meningkatnya | Indeks Kepuasan
Citra Positif UKE | dan

Kementerian Kewilayahan 3.1
123,55%
Hukum dan terhadap Layanan Indeks 3,83 °
HAM Administrasi Kerja
Sama

Tabel 3 39 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 2 Biro HuMas HuKerma Tahun 2024
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Hasil perhitungan Indeks Kepuasan UKE | dan Kewilayahan terhadap layanan
administrasi Kerja Sama terhadap Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja
Sama yang dilakukan melalui aplikasi survei berbasis online yang akan
dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham sudah
mendapatkan hasil sebesar 3,83. Hal ini sudah melampaui target yang
ditetapkan.

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja kegiatan 2 terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama sehingga
perlu adanya solusi yang harus dilakukan dalam menangani kendala-kendala

yang ada yakni:

a. Risiko: Pelaksanaan kerja sama terhambat karena adanya perbedaan
regulasi
Mitigasi Risiko: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja
sama dengan melakukan harmonisasi terkait regulasi kerja sama.

b. Risiko: Pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi
P2MA dan Metode sosialisasi terkait SOP kerja sama masih kurang efektif.
Mitigasi Risiko: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait
pengelolaan kerja sama dengan melakukan pembinaan terkait penggunaan
Aplikasi P2MA dan SOP kerja sama.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Meningkatnya | Persentase Layanan

Kualitas Advokasi Hukum

Layanan Litigasi yang

Advokasi diberikan te_‘rhadap 100% 100% 100%
Hukum Total Permintaan

Kementerian

Hukum dan

HAM

Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 3 Biro Biro HuMas HuKerma Tahun 2024

Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian
masalah hukum dilakukan di pengadilan. Dalam Proses litigasi menempatkan
para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa

secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah alternatif

130 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Pada Tahun 2024 terdapat
15 gugatan ke Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

a. Perkara Nomor 7/G/2024/PT.TUN.JKT antara Ikram, S.H. melawan Menteri
Hukum dan HAM;

b. Perkara Nomor 11/G/2024/PT.TUN.JKT antara Lalu Irwan Wijaya, S.H.
melawan Menteri Hukum dan HAM;

c. Perkara Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT antara Fransisko Weriditi melawan
Direktur Jenderal Kl (saat ini mengajukan banding);

d. Perkara Nomor 29/G/2023/PT.TUN.JKT antara Ony Yuli Kristianto melawan
Menteri Hukum dan HAM;

e. Perkara Nomor 31/G/2023/PT.TUN.JKT antara Fauzan Alhaqq Yuandri
melawan Menteri Hukum dan HAM;

f. Perkara Nomor 92/G/2023/PTUN.BDG antara Marco Edward Pontoh
melawan Direktur Politeknik Imigrasi;

g. Perkara Nomor 108/G/2023/PTUN.BDG antara Handaru Widharna melawan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h. Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG antara Jodi Junior Palandi melawan
Direktur Politeknik Imigrasi;

i. Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/PTUN.JKT antara Nicholas John Hyam
melawan Menteri Hukum dan HAM;

j. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Mrk antara Hendrik Mahuse melawan
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1l TPl Merauke;

k. Perkara Nomor 4/G/2024/PT.TUN.JKT antara Eko Djoko Nugroho melawan
Menteri Hukum dan HAM;

|. Perkara Nomor 271/G/TF2024/PTUN.JKT antara Bisri, dkk melawan Menteri
Hukum dan HAM;

m. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.BGL antara Hartawan, dkk melawan
Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Bengkulu;

n. Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PN.BDG antara Yayat Priatha melawan
Kepala Lapas Narkotika Bandung, Kepala Lapas Sukamiskin, Kepala Rutan
Kebonwaru, Kepala Lapas Cirebon, dan Kepala Lapas Narkotika Cirebon;

0. Perkara Nomor 177/G/2024/PTUN.BDG antara Josia Alvino melawan
Kepala BPSDM Hukum

Kemudian seluruh perkara Litigasi telah ditangani oleh Biro Hubungan

Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama. Sehingga realisasi dari Persentase
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Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan

adalah sebagai berikut:

Jumlah Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang Diberikan
Total Permintaan Layanan Advokasi Hukum Litigasi

x 100 %

% x 100% = 100%

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke 3 adalah sebagai berikut:

Realisasi
—— X 100% = Capaian IKK
Target
100% X 100% = 100%
100% TR

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja kegiatan 3 terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama sehingga
perlu adanya solusi yang harus dilakukan dalam menangani kendala-kendala

yang ada yakni:

a. Risiko: Metode sosialisasi terkait layanan advokasi hukum litigasi masih
kurang efektif dan kurang masif pada biro Hukum, Komunikasi Publik dan
Kerja Sama
Mitigasi Risiko: Perencanaan sosialisasi terkait layanan advokasi hukum
litigasi secara efektif dan efisien

b. Risiko: Pemanfaatan aplikasi "E-Lit" belum optimal dan belum dimanfaatkan
sebagai sarana pelaporan oleh Unit yang menangani advokasi hukum.
Mitigasi Risiko: Indeks persepsi satker terhadap sosialisasi terkait aplikasi
E-Lit terhadap total kasus hukum litigasi yang ditangani dengan melakukan
Sosialisasi pentingnya manfaat pengelolaan dokumen hukum yang
berpotensi terjadi permasalahan hukum.

c. Risiko: Gugatan dari Masyarakat yang berhubungan dengan kedinasan.
Mitigasi Risiko: Melaporkan Kepada Sekretaris Jenderal Cq. Biro Hukum,
Komunikasi Publik, dan Kerja Sama disertai dengan ringkasan

permasalahan.
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4. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Meningkatnya
Kualitas

Layanan
Advokasi
Hukum
Kementerian
Hukum dan
HAM

Persentase Layanan
Advokasi Hukum Non
Litigasi yang
diberikan terhadap

9 0
Total Permintaan 100% 100%

100%

Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 4 Biro HuMas HuKerma Tahun 2024

Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi

memiliki arti bahwa

penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan

Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada tahun 2024, terdapat 146 Surat

permohonan telaah atas konsep Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan telaah

atas konsep produk kebijakan serta 24 kegiatan penyelesaian permasalahan

non litigasi yang sudah ditindaklanjuti. Yakni:

a. Melakukan Mediasi Perceraian Pegawai di lingkungan Kemenkumham pada

7 (tujuh) Kanwil bersama Biro SDM,;

b. Melakukan penanganan 4 permasalahan Barang Milik Negara di Kanwil

Kemenkumham Aceh;

c. Melakukan penanganan 4 permasalahan Barang Milik Negara di Kanwil

Kemenkumham Jawa Tengabh;

d. Melakukan penanganan 3 permasalahan Barang Milik Negara di Kanwil

Kemenkumham Sulawesi Selatan;

e. Melakukan penanganan 3 permasalahan Barang Milik Negara di Kanwil

Kemenkumham Lampung;

f. Melakukan penanganan 3 permasalahan Barang Milik Negara di Kanwil

Kemenkumham Sumatera Barat.

Realisasi dari Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang

diberikan terhadap Total Permintaan adalah sebagai berikut:

Jumlah Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang Diberikan

x 100 %

Total Permintaan Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi

g x 100% = 100%
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Sehingga perhitungan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke 4
adalah sebagai berikut:

Realisasi
——— X 100% = Capaian IKK
Target
100% X 100% = 100%
100% TR

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja kegiatan 4 terdapat beberapa
kendala yang dihadapi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
sehingga perlu adanya solusi yang harus dilakukan dalam menangani kendala-

kendala yang ada yakni:

a. Risiko: Masih rendahnya kesadaran unit terkait dalam menindaklanjuti
penyelesaian permasalahan hukum non litigasi.
Solusi: Persentase stakeholder yang sadar dalam menindaklanjuti
penyelesaian permasalahan hukum non litigasi dengan melaksanakan
Perencanaan sosialisasi dan sinergitas dengan unit terkait permasalahan

hukum non litigasi secara efektif dan efisien.

5. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

Meningkatnya | Persentase Putusan
Kualitas Perkara yang
Layanan dimenangkan
Advokasi
Hukum
Kementerian
Hukum dan
HAM

85% 72.73% 85.56% Baik

Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 5 Biro HuMas HuKerma Tahun 2024

Pada Tahun 2024, terdapat 11 gugatan ke Kementerian Hukum dan HAM,
yang sudah ada putusan Inkracht, yakni:

a. Perkara Nomor 7/G/2024/PT.TUN.JKT antara Ikram, S.H. melawan Menteri
Hukum dan HAM,;

b. Perkara Nomor 11/G/2024/PT.TUN.JKT antara Lalu Irwan Wijaya, S.H.
melawan Menteri Hukum dan HAM,;

c. Perkara Nomor 29/G/2023/PT.TUN.JKT antara Ony Yuli Kristianto melawan
Menteri Hukum dan HAM;
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d. Perkara Nomor 31/G/2023/PT.TUN.JKT antara Fauzan Alhagqq Yuandri
melawan Menteri Hukum dan HAM;

e. Perkara 92/G/2023/PTUN.BDG antara Marco Edward Pontoh melawan
Direktur Politeknik Imigrasi;

f. Perkara Nomor 108/G/2023/PTUN.BDG antara Handaru Widharna melawan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

g. Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG antara Jodi Junior Palandi melawan
Direktur Politeknik Imigrasi;

h. Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/PTUN.JKT antara Nicholas John Hyam
melawan Menteri Hukum dan HAM;

i. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Mrk antara Hendrik Mahuse melawan
Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Merauke;

j. Perkara Nomor 4/G/2024/PT.TUN.JKT antara Eko Djoko Nugroho melawan
Menteri Hukum dan HAM.

Sebanyak 10 perkara telah dimenangkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM dan 1 perkara kalah dalam proses pengadilan. Sehingga Realisasi dari
Persentase Putusan Perkara yang dimenangkan adalah:

Jumlah Perkara Hukum yang Dimenangkan

1009
Total Perkara yang Ditangani x 7%

% x 100% = 100%

Sehingga perhitungan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke 5 adalah
sebagai berikut:

Realisasi

X 100% = Capaian IKK
Target

222 X 100% = 106,9%
Dalam rangka mencapai Indikator kinerja kegiatan 5 terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama sehingga
perlu adanya solusi yang harus dilakukan dalam menangani kendala-kendala

yang ada yakni:

a. Risiko: Majelis Hakim bebas mempertimbangkan segala bukti Para Pihak
dan Rasa Keadilan.
Mitigasi Risiko: Persentase ketersediaan Analis hukum yang kompeten dan

handal dalam penyusunan dokumen hukum dengan mengandalkan
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Kompetensi dan keterlibatan analis hukum dalam penyusunan dokumen
hukum.

b. Risiko: Masih belum maksimalnya pengelolaan dokumen hukum oleh unit
terkait.
Mitigasi Risiko: unit terkait yang sadar akan pentingnya pengelolaan arsip
berupa dokumen hukum persidangan dengan mengadakan sosialisasi
pentingnya manfaat pengelolaan dokumen hukum yang berpotensi terjadi

permasalahan hukum

f. Biro Umum

1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan Kegiatan

Target Realisasi Capaian Status

Meningkatnya Nilai Kualitas
Kualitas Pengelolaan Arsip
Pengelolaan

Arsip

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 1 Biro Umum Tahun 2024

Berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: T-
AK.01.00/6295/2024 tanggal 28 Desember 2024 Hal Hasil Pengawasan
Kearsipan Tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai
digitalisasi arsip/hasil penilaian kualitas pengelolaan Arsip Tahun 2024 sebesar
88.78 (A Memuaskan) penilaian tersebut meningkat dibanding Tahun 2023 yang
mendapatkan Nilai 87.03.
Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Biro Umum telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Unit Utama, Kanwil dan UPT
2. Pelaksanaan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan pada Unit
Utama, Kanwil dan UPT
3. Pelaksanaan penggunaan aplikasi persuratan SRIKANDI dari ANRI pada
Unit Utama, Kanwil dan UPT
Penggunaan aplikasi E-Arsip dalam kegiatan digitalisasi Arsip;
Pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif pada Unit Utama, Kanwil dan UPT
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Fisik Fasilitatif dan Substantif dilingkungan
Kementerian Hukum;
7. Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14
Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM
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- Kendala:

1. Pada kegiatan penggunaan aplikasi srikandi masih didapati beberapa

satuan kerja yang belum optimal dalam penggunaan aplikasi srikandi;

2. Pada kegiatan digitalisasi Arsip melalui aplikasi E-Arsip didapati beberapa

satuan kerja yang belum optimal dalam penggunaan aplikasi E-Arsip;

- Solusi:

1. Solusi dalam kendala penggunaan aplikasi srikandi di Kementerian Hukum

ialah dengan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi kepada

unit utama,

2. Solusi pada kendala penggunaan aplikasi E-Arsip ialah dengan sosialisasi

dan pendampingan penggunaan aplikasi pada unit utama, kantor wilayah

dan unit pelaksana teknis.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Tata Usaha,

Internal
Sekretariat
Jenderal

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan

Meningkatnya Persentase
Kepuasan Layanan Tata
terhadap Usaha Pimpinan
Layanan Tata yang Diselesaikan
Usaha

Pimpinan,

Rumah Tangga,

Protokol dan
Pengamanan
serta Layanan

Kegiatan Target REEUREY]

100% 100%

Capaian

100%

Status

Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 2 Biro Umum Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 5.038 permohonan penandatanganan surat kepada

pimpinan (Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri), yang seluruhnya

telah diselesaikan. Sehingga realisasi Persentase Layanan Tata Usaha

Pimpinan yang Diselesaikan adalah sebagai berikut :

Layanan TU Pimpinan yang diselesaikan
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5.038
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Sehingga perhitungan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah

sebagai berikut:

Realisasi
——— X 100% = Capaian IKK
Target
100% X 100% = 100%
100% TR

Dalam mendukung persentase layanan tata usaha pimpinan yang diselesaikan

dilakukan melalui:

1. Rapat Koordinasi Pimpinan

2. Koordinasi pelaksanaan tugas staf ahli dan staf khusus Menteri

3. Mengoptimalkan pelayanan dan administrasi persuratan pimpinan sesuai
dengan prosedur

4. Menjalin  koordinasi dengan Unit Utama, Kantor Wilayah,

Kementerian/Lembaga

- Kendala:
Dalam mendukung persentase layanan tata usaha pimpinan masih adanya
hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dengan unit internal atau dengan

kementerian/lembaga pemangku kebijakan lainnya

- Solusi
Melaksanakan koordinasi secara efisien dan efektif dengan unit internal atau
dengan kementerian/lembaga pemangku kebijakan lainnya

3. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

KSas_aran Indlkato_r NS Target Realisasi Capaian Status
egiatan Kegiatan

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Kepuasan Unit Kerja lingkup

terhadap Sekretariat

Layanan Tata Jenderal terhadap

Usaha Layanan Rumah

Pimpinan, Tangga

Rumah Tangga, 3.1 n/a n/a
Tata Usaha, Indeks

Protokol dan

Pengamanan

serta Layanan

Internal

Sekretariat

Jenderal

Tabel 3.45 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 3 Biro Umum Tahun 2024
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Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan
Rumah Tangga dilaksanakan melalui aplikasi survei berbasis online yang akan
dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham dan telah
mendapatkan nilai 3,6 Indeks.

Dalam mendukung kepuasan unit kerja terhadap layanan rumah tangga

Sekretariat Jenderal dengan melakukan:

1. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah melalui sewa
menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang berkontribusi kepada

penerimaan negara

2. Penghapusan BMN berupa kendaraan dan barang/ peralatan dan mesin
menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang berkontribusi kepada

penerimaan negara

3. Alur Penghapusan BMN yang dinamis dimana barang-barang lama rusak
dan usang dihapus sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak memakan
tempat di gudang, tidak mengganggu keindahan ruangan dan tidak
menghambat pekerjaan atau bahkan tidak membahayakan penggunanya;

4. Alur Pengadaan BMN yang dinamis dimana barang-barang yang telah
dihapus diganti dengan barang-barang baru sesuai perkembangan
teknologi dan tuntutan peningkatan kenyamanan pegawai guna

meningkatkan produktivitas

5. Layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya (Bangunan Gedung

Utama dan Bangunan Penunjang

- Kendala

Masih didapati pengguna bmn rumah negara sekretariat jenderal yang

bukan semestinya

- Solusi

Memberikan surat teguran/pengusiran terhadap pengguna bmn rumah

negara yang menyalahi aturan
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4. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan Kegiatan

Target Realisasi Capaian Status

Meningkatnya Persentase
Kepuasan Layanan Tata
terhadap Usaha yang
Layanan Tata Diselesaikan
Usaha
Pimpinan,
Rumah Tangga,
Tata Usaha, 100% 100% 100%
Protokol dan
Pengamanan
serta Layanan
Internal
Sekretariat
Jenderal

Tabel 3 46 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 4 Biro Umum Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 6.781 permohonan penandatanganan surat kepada
Kepala Biro Umum, yang seluruhnya telah diselesaikan. Sehingga realisasi

Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan adalah sebagai berikut:

Layanan TU yang diselesaikan pada tahun berjalan

x 1009
Total Permintaan Layanan TU %

6.781

oy _ [
6781 x100% = 100%

Sehingga perhitungan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah

sebagai berikut:

Realisasi
——— X 100% = Capaian IKK
Target
100% X 100% = 100%
100% T

Dalam indikator kinerja kegiatan persentase layanan tata usaha yang
diselesaikan didapati langkah-langkah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran
2. Fasilitasi dan koordinasi administrasi sumber daya manusia

3. Fasilitasi dan koordinasi administrasi keuangan

140 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



4. Fasilitasi dan administrasi barang milik negara
5. Fasilitasi tata persuratan dan kearsipan pada biro umum

6. Fasilitasi urusan kerumahtanggaan biro umum

- Kendala

1. Masih kurangnya SDM pada TU iro yang tidak sesuai dengan beban kerja
yang diberikan;

2. Penamahan beban kerja akita peruahan OTK tidak seimang dengan
ketersediaan SDM TU biro

- Solusi

1. Melakukan penambahan SDM fungsional TU iro sesuai kebutuhan
berdasarkan analisis beban kerja;
Memastikan beban kerja yang diberikan tidak overload,;
Mengalokasikan anggaran untuk lembur bagi SDM TU biro sesuai

ketentuan PUU yang berlaku.

5. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

Sasaran Indikator Kinerja

Target Realisasi Status

Capaian

Kegiatan

Kegiatan

Meningkatnya

serta Layanan
Internal
Sekretariat
Jenderal

Indeks Kepuasan

Kepuasan Layanan
terhadap Pengamanan
Layanan Tata lingkup
Usaha Kementerian

Pimpinan, Hukum dan Hak

Rumah Tangga, | Asasi Manusia 3.1 n/a n/a
Tata Usaha, Indeks

Protokol dan

Pengamanan

Tabel 3 47 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 5 Biro Umum Tahun 2024

Sesuai Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor PPH-LT.04.01-28 tentang daftar nilai indeks layanan kesekretariatan

Tahun 2024

indeks kepuasan layanan pengamanan lingkup Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapat nilai rata-rata sebesar 3.6 Index.
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Dalam indeks kepuasan layanan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan
HAM dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengamanan lingkungan terhadap demonstrasi yang terjadi di lingkungan

Kementerian Hukum dan Ham

2. Pelaksanaan pelatihan pengaman bekerjasama dengan Kepolisian

Republik Indonesia

3. Fasilitasi keprotokolan pada acara pimpinan/hari besar Kementerian
Hukum dan HAM

4. Fasilitasi pengamanan unsur pimpinan Kementerian Hukum
- Kendala

1. Kendala dalam kepuasan layanan pengamanan lingkup Kementerian
Hukum dan Ham ialah saat terjadi demonstrasi secara mendadak dan

tidak berizin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Solusi

1. Melakukan kegiatan pembinaan penanganan huru hara kepada pegawai
bagian protokol pengamanan agar terlatih dalam penanganan aksi

demonstrasi

6. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6

Sasaran Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Status

Kegiatan

Kegiatan

Meningkatnya
Kepuasan
terhadap
Layanan Tata
Usaha
Pimpinan,
Rumah Tangga,
Tata Usaha,
Protokol dan
Pengamanan
serta Layanan
Internal
Sekretariat
Jenderal

Persentase
Layanan Protokol
yang Diselesaikan

100%

100%

100%

Tabel 3 48 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 6 Biro Umum Tahun 2024
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Pada tahun 2024 terdapat 7.719 permintaan layanan protokol di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM yang seluruhnya telah diselesaikan. Sehingga

realisasi Persentase Layanan Protokol yang Diselesaikan adalah sebagai berikut :

Layanan Protokol yang Diselesaikan pada Tahun Berjalan

1009
Total Permintaan Layanan Protokol . %

7.719

oy _ 0
7719 x100% = 100%

Sehingga perhitungan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah

sebagai berikut:

Realisasi )
——— X 100% = Capaian IKK
Target
100% X 100% = 100%
100% TR

Dalam Indikator Kinerja Persentase layanan protokol yang diselesaikan dicapai

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fasilitasi keprotokolan pada acara pimpinan/hari besar Kementerian Hukum

dan Ham

2. Menetapkan standar baku bagi pelaksanaan upacara di Kementerian Hukum

dan Ham

3. Melakukan rapat koordinasi kegiatan yang diikuti tim protokol dan
pengamanan sekretariat jenderal dengan tim protocol kantor wilayah saat

dilaksanakan kunjungan kerja pimpinan

4. Diselenggarakannya bimbingan teknis bagi petugas protokol
lingkungan unit utama dan kantor wilayah tentang pelaksanaan layanan
keprotokolan dan pengamanan yang sesuai standar Kementerian Hukum
dan Ham oleh tim protokol dan pengamanan sekretariat jenderal meliputi
pengetahuan tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan maupun
pengetahuan tentang personil acara seperti pembawa acara, dirigen dan

sebagainya.

5. Pelaksanaan administrasi persuratan keprotokolan
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-  Kendala:

Melakukan kegiatan pembinaan penanganan huru hara kepada pegawai
bagian protokol pengamanan agar terlatih dalam penanganan aksi

demonstrasi
- Solusi:

Melakukan kegiatan pembinaan tugas dan fungsi keprotokolan kepada

kantor wilayah

7. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7

Ifgggti% Indll&aetgigggerja Target REEUREY] Capaian Status
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Kepuasan Unit Eselon Il
terhadap lingkup
Layanan Tata Sekretariat
Usaha Jenderal terhadap
Pimpinan, layanan internal di
Rumah Tangga, | lingkungan 3.1 n/a n/a
Tata Usaha, Sekretariat Indeks
Protokol dan Jenderal
Pengamanan
serta Layanan
Internal
Sekretariat
Jenderal

Tabel 3 49 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 7 Biro Umum Tahun 2024

Indeks Kepuasan Layanan Pengaman lingkup Kementerian Hukum dan HAM
akan dilaksanakan melalui aplikasi survei berbasis online yang akan dilakukan
oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham. Untuk Indeks ini Biro
Umum melakukan kegiatan bersama dengan seluruh Biro di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sesuai Surat
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-
LT.04.01-28 tentang daftar nilai indeks layanan kesekretariatan Tahun 2024
indeks Kepuasan Unit Eselon Il lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan

internal di lingkungan Sekretariat Jenderal mendapat nilai rata-rata 3,6 Index.

Dalam pelaksanaan indikator sasaran kegiatan kepuasan unit eselon Il lingkup
Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan sekretariat jenderal
dicapai melalui langkah langkah sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja
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2. Layanan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan operasional

3. Pemeliharaan kendaraan dinas, pengadaan bahan bakar kendaraan, serta

administrasi surat-surat kendaraan dinas

4. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam hal kegiatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Hukum

5. Program Kumham Sehat, Kumham Produktif. Kegiatan Olahraga Bersama
dan Penyuluhan Kesehatan secara virtual dengan tema Kumham
Sehat,Kumham Produktif dimana Kegiatan ini merupakan Kegiatan
Olahraga bersama akan dilaksanakan berikutnya setiap hari Jumat pagi
pada pukul 08.00 s/d 9.30 WIB secara virtual/ langsung dengan jenis
Olahraga Senam Aerobik, Jantung, Olahraga Pernapasan,dll dan

penyuluhan kesehatan dengan Tema yg berbeda setiap sesinya;

6. Pelayanan layanan kesehatan tetap berjalan dengan penerapan protokol
kesehatan secara ketat serta melaksanakan monitoring penerapan protokol

kesehatan di lingkungan unit utama dan kantor wilayah

- Kendala
Masih kurang optimalnya layanan kesehatan Klinik Utama Kementerian
Hukum dan HAM dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan

- Solusi
1. Melakukan penambahan dokter dan perawat, baik itu dokter umum
maupun spesialis;
2. Dokter pada Klinik Utama Kementerian diberikan wewenang untuk
memberikan rujukan ke RSU Pengayoman agar diberikan pelayanan
yang lebih baik;

3. Memberikan pelayanan telemedicine (Pelayanan Kesehatan Online)

2. Prestasi
Pada Tahun 2024, Sekretariat Jenderal mendapatkan beberapa penghargaan antara

lain:
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a. Pemenang Procurement Awards dengan kategori Kementerian dengan Jumlah
Transaksi PDN terbanyak dari Asosiasi Katalog Elektronik Nasional pada
Kegiatan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) Tahun 2024.

b. Jumlah transaksi PDN terbanyak dari Asosiasi Katalog Elektronik Nasional
(AKEN);

Apresiasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Proaktif dari LKPP

d. Penghargaan pada Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
2024:

1. Kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

2. Kategori Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi;

3. Kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola
PBJ Tertinggi;

4. Kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK)
Tertinggi;

5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan penghargaan
Anugerah Reksabanda terkait Upaya Pengamanan yang telah dilakukan
terhadap Tanah Pulau Nusakambangan

e. Pensertifikatan pulau Nusakambangan seluas 75.040.780 m2 dari total luasan
120.568.000 m2 (62,23% dari total luasan);

f. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN terkait
fasilitasi layanan pertanahan;

g. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan penghargaan
Anugerah Reksabanda terkait Upaya Pengamanan yang telah dilakukan
terhadap Tanah Pulau Nusakambangan.

h. Peringkat ke 2 Nilai Kinerja Anggaran Belanja K/L T.A 2023 Kategori Pagu Besar

i. Penghargaan Terbaik pada Pemutakhiran Data Peserta Tapera Tingkat
Kementerian/Lembaga Tahun 2024

j. Peringkat 1 dalam kategori Pengelolaan Disiplin pada tingkat Kementerian oleh
Badan Kepegawaian Negara

k. Peringkat 2 dalam kategori Pengelolaan Kompetensi pada tingkat Kementerian
oleh Badan Kepegawaian Negara

I.  Penghargaan dalam Kategori Lembaga Pemerintah Pusat dengan Persentase

Penyelesaian Disparitas Tertinggi Kategori A oleh Badan Kepegawaian Negara
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E. EFISIENSI SUMBER DAYA
1. Anggaran

Efisiensi Anggaran selalu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Bisa
dikatakan bahwa semakin sedikit anggaran yang digunakan dalam mencapai hasil
yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Tetapi dalam
menentukan efisiensi harus menggunakan alat ukur yang sudah mempunyai
formulasi perhitungan dalam berbagai aspek. Untuk pengukuran Nilai Efisiensi
Anggaran terhadap Kinerja Unit Sekretariat Jenderal Semester 1 tahun 2024,
digunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART
DJA dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.go.id. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia telah melakukan perubahan komposisi variabel
penilaian monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri serta sistem
penarikan hasil penilaian capaian kinerja anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta
Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran Lampiran IIl Penilaian
Kinerja Perencanaan Anggaran K/L Hal.35. Sub Komponen penilaian yang dilakukan
dengan melihat dari 2 Variabel yaitu:

e Variabel Efektivitas, bobot 60%
e Variabel Efisiensi, bobot 40%

Pada Tahun 2024, anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp.
5.384.287.885.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 1 (satu)
Sasaran Program dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program. Adapun realisasi
anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 5.174.516.007.333,- atau 99.37 % . Sehingga
berdasarkan capaian tersebut, telah dilakukan efisiensi anggaran yang digunakan

dalam mencapai target yang direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan mewujudkan
program kerja Presiden Republik Indonesia pada khususnya. Sumber daya manusia
merupakan aset dan juga dapat berfungsi sebagai modal non finansial di dalam tubuh
organisasi untuk mewujudkan potensi dan eksistensi nyata Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Dampak revolusi industri 4.0 dalam perubahan proses bisnis
semakin dirasakan. terutama terkait penyederhanaan proses bisnis yang diberlakukan

dengan skala yang lebih luas dan dioptimalkan. Hal ini berdampak pada potensi
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penurunan beban kerja yang berimbas pada optimalisasi dan efisiensi pegawai.
Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai
berikut:
a. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal
Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terus dilakukan
dengan pengembangan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia
melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau
pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Dengan dilakukannya
pengembangan SDM, diharapkan terjadi peningkatan kinerja organisasi dengan
memaksimalkan kinerja pegawai melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas dan
kualitas kerja. Adapun program pengembangan SDM yang sudah dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan, antara lain:
1.1. Pelatihan Teknis
(1) Pelatihan Mediasi sebanyak 16 peserta
(2) Pelatihan Short Course Secure Code (Web & App)
sebanyak 10 peserta
(3) Pelatihan terpadu SPPA Badan Diklat Kejaksaan
sebanyak 12 peserta
(4) Pelatihan manajemen risiko sebanyak 30 peserta
(5) Pelatihan teknis penyusunan LKJiP sebanyak 160
peserta
(6) Pelatihan terpadu SPPA bagi Instansi lainnya 10
peserta
(7) Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Alumni Poltekip dan
Poltekim Gelombang | sebanyak 595 peserta
(8) Pelatihan assessment risiko sebanyak 120 peserta
(9) Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP): 160
(10) Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum
dan Instansi Terkait Lainnya: 45
(11) Pelatihan Terpadu SPPA pada Badan Diklat Kejaksaan
112
(12) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Siplil
(PPNS) Keimigrasian : 179
(13) Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi Keimigrasian : 200
(14) Pelatihan Coaching and Mentoring bagi Pimti : 204
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(15) Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebanyak 36 peserta

(16) Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi Gelombang 1
sebanyak 40 peserta

(17) Pelatihan Membuat Website dengan front-end web
programming tanggal 28 s.d. 30 November 2024 (30
peserta)

(18) Pelatihan Coaching and Mentoring bagi Pimti : 204

(19) Pelatihan Teknis Inspektorat Jenderal : 64

(20) Impactful Communication Skill Offline Training: 40

(21) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
Administrasi Perkantoran Tk.Dasar sebanyak 27.121
peserta

(22) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) Best
Practices Keimigrasian sebanyak 3.664 peserta

(23) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
tentang Imigrasi sebanyak 3.464 peserta

(24) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
Manajemen Risiko sebanyak 3.000 orang

(25) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
Pendaftaran Merek sebanyak 3.000 peserta

(26) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
Penyelenggaraan Pengawasan sebanyak 3.000 orang

(27) MOOC Administrasi Perkantoran Tk. Dasar : 23807

(28) MOOC Pelayanan Publik Tk. Dasar : 3314

(29) MOOC Best Practices Keimigrasian : 3639

(30) MOOC Imigrasi : 3446

(31) MOOC Manajemen Risiko : 3766

(32) MOOC Penyelenggaraan Pengawasan : 4708

(33) Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
Perseroan Perorangan sebanyak 3.000 peserta

(34)Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)
SIPKUMHAM sebanyak 3.000 peserta

(35)Pelatihan  Refleksi dan  aktualisasi integritas
(PRESTASI) sebanyak 80 peserta

(36) Pelatih Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR)

sebanyak 40 peserta
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(837)Pendidikan  Khusus Keimigrasian bagi alumni
POLTEKIP sebanyak 289 peserta

(38) Pelatihan Teknis Basic Training Cardiac Life Support
(BTCLS) sebanyak 40 peserta

(39) Pendidikan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebanyak 144 peserta

(40) Short Course Secure Code (Web & App) tanggal 22 s.d.
26 Juli 2024 (10 orang)

1.2 Pelatihan Kepemimpinan:
(1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator Eselon |l
Angkatan LXXIII sebanyak 80 peserta
(2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Eselon [V
Angkatan CCVI sebanyak 200 peserta
(3) Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan, antara
lain:

e Beasiswa Hukum dan HAM pada Universitas dalam

Negeri
(1) s2 : 13 peserta
(2) S3 : 1 peserta

b. Pengendalian Pertumbuhan Pegawai

Penambahan pegawai khususnya untuk pegawai dengan masa kerja yang
sangat lama seperti pegawai negeri sipil tidak lagi dapat dihitung berdasarkan
beban kerja saat ini, melainkan memerlukan analisis beban kerja yang bersifat
proyektif. Dalam pengelolaan ASN, dilakukan perencanaan pemenuhan
kebutuhan SDM dihitung dengan mempertimbangkan antara lain kebijakan
nasional terkait pengadaan ASN, sasaran kinerja dan prioritas program
unggulan, restrukturisasi organisasi, kompetensi inti yang dibutuhkan organisasi,
jumlah pegawai yang akan berhenti, pertimbangan komposisi SDM,
ketersediaan calon pelamar di pasar tenaga kerja, serta jalur pemenuhan
pegawai. Pada Tahun 2024, jumlah SDM Sekretariat Jenderal sebanyak 815
pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah SDM tahun sebelumnya sebesar
781 pegawai, maka terjadi penambahan jumlah SDM sebanyak 34 pegawai atau
tumbuh positif sebesar + 4,35%. Pertumbuhan pegawai ini masih pada batas
wajar mengingat terjadi peningkatan kompleksitas organisasi dalam mendukung

kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

150 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



c. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sebagai respon terhadap e-government, Sekretariat Jenderal telah
melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan e-government
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan diantaranya:

a. Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) dalam rangka
pengelolaan persuratan;

b. Aplikasi e-RB dalam rangka Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal;

c. Sistem Informasi Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM;

d. Aplikasi e-SDM menggantikan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEG) dalam rangka mengelola dan mendukung integritas data,
kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi
kepegawaian;

e. Aplikasi e-SOP merupakan aplikasi yang memungkinkan pegawai dan
masyarakat untuk mengakses Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
berbagai tugas dan fungsi layanan di Kementerian Hukum dan HAM;

f. Pendaftaran pelayanan kesehatan di Balkesmas secara online melalui link
balkesmas.kemenkumham.go.id sehingga pegawai yang ingin mendapat
pelayanan kesehatan dapat terkoordinasi satu pintu pelayanan;

g. Aplikasi e-Rumga dalam rangka pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat
Jenderal untuk peminjaman ruang rapat, penggunaan Wisma Pengayoman,
penggunaan Graha Pengayoman dan pelaporan online hemat energi Kantor
Wilayah.

Adapun efisiensi yang dirasakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

di Sekretariat Jenderal diantaranya:

a. Memupuk percepatan pembentukan budaya digital dalam rangka e-
government;

b. Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan lebih baik, transparan,
efisien dan efektif;

c. Menyederhanakan birokrasi sehingga dapat mempercepat proses dan
waktu penyelesaian tugas; dan

d. Mendukung budaya paperless sehingga terdapat efisiensi sumber daya dan

biaya pengantaran naskah dinas atau dokumen.
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BAB IV
PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2024 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi berbagai tantangan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada

seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi

dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.
A. KESIMPULAN

1.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024
disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal;

Dalam Perencanaan Kinerja, Sekretariat Jenderal telah menyusun Rencana
Strategis yang ditetapkan dalam Nomor SEK.1-PR.01.04 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor SEk.1.PR.01.04-310 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2020-2024 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan serta telah ditetapkan juga
Perjanjian Kinerja tahun 2024;

Pada Tahun 2024, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja
Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagian besar sudah tercapai
dengan sangat baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai;

Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 5.207.401.372.000,- pada Tahun 2024
terealisasi sebesar Rp. 5.174.516.967.333,- atau 99.37%;

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2024 tercermin sebagian dari Nilai IKPA
Sekretariat Jenderal adalah 93,08.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel,efektif dan efisien

atas pemanfaatan sumber daya.
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B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya

mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Sekretariat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja

instansi kedepannya:

1.

Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk
perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun
dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan,
serta peningkatan kinerja;

Melaksanakan dua fokus penyelesaian isu hulu dan hilir Reformasi Birokrasi dengan
mempercepat terciptanya birokrasi digital dan dampak pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) pada Unit Eselon | dan Kantor Wilayah untuk meningkatkan nilai
IKPA,

Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data
laporan keuangan, dan monitoring evaluasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual
(SAIBA) dalam rangka pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan HAM;

Penguatan fungsi pembinaan dan koordinasi Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
ke semua lini Kemenkumham, mulai dari Unit Utama, Kantor Wilayah, sampai Unit
Pelaksana Teknis;

Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra
kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;

Perlu adanya peraturan tentang Pedoman Penatausahaan BMN dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan peraturan yang

berlaku;
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LAMPIRAN
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1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pamerintahan yang efekiif, ransparan dan akuntabel
garta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Komjen Pol (F) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto 5.1 K. M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebul pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak partama, selanjulnya disebut pibak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerna tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipedukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, ransparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 1 Februari

Komjen Pol (f Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K. M.H.
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2. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan

PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientas| pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : lda Asep Somara
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen Poi (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.LK. . M.H
Jabatan . Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februar 2024

Pihak Kegya, Pihak Pertama,
Sekretaris<denderal Kepala Biro Perencanaan

_ — 7O

Komjen Paf (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K. M.H. Ida Asep Somara
NIP. 187101021994031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PERENCANAAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

i Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Target
@) | 2) @) @)
1. | Meningkatnya Kualitas | 1. Nilai SAKIP Kementerian Hukum dan | BB (Predikat)
Implementasi SAKIP Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan 2. Persentase Rekomendasi yang 80%

Hak Asasi Manusia Ditindeklanjuti  terhadep  Total

Rekomendasi yang Diberikan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
Pelaksanaan SAKIP  Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. | Meningkatnya Kinerja | 1. Indeks Kualitas Perencanaan 3.1 Indeks
Anggaran Satuan Kerja Penganggaran Kementerian Hukum dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasl Manusia

Hak Asasi Manusia 2. Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja g5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (SMART)
3. | Meningkatnya Kepatuhan | 1. Indeks Pelayanan Publik 4,52 Indeks
terhadap Standar
Pelayanan Publik dan |2 Nilai Kepatuhan terhadap Standar 825

Efektifitas Organisasi Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

4. | Meningkatnya 1. Persentase Rekomendasi yang 80%
Pelaksanaan  Reformasl Ditindaklanjuti terhadap Total
Birokrasi Kementerian Rekomendasi yang Diberikan

Hukum dan Hak Asasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Manusia serta Layanan Negara dan Reformasi Birokrasi terkail

Intemal Biro Perencanaan Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

' 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan 3.1 Indeks
‘ Kewilayahan terhadap Layanan Biro

.L Perencanaan

No. Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp.  16.818.335.000,-

Pengelciaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan
1. | Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi| Rp. 16.818.335.000,-
Manusia

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

)

e

Komjen Por{P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.LK. M.H. ida Asep Somara
NIP, 197101021994031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini ;

Mama ¢ lda Asep Somara
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

berjanji akan mewujudkan targetl kinera yang seharusnya sesuai lampiran peranjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangke menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Kebarhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinarja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

— e

Ida Asep Somara
NIP. 197101021594031001
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3. Perjanjian Kinerja Kepala Biro SDM

FINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supartono
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.LK.,M.H,
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februan 2024

Pihak Kedué, Pihak Pertama,
Sekretaris denderal Kepala Biro
Sumber Daya Mahusia

Komjen Pol (P} Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K. M.H. Supartono
NIP. 196706221990031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Keglatan Indikator Sasaran Kegiatan Target
{1} {2} = 3} {4}
1. | Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Merit Sistem 380 Indeks
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia ASM Kementerian | 2.  Indeks Profesionalitas ASN G5 Indeks

Hukum dan Hak Asasi

Manusia serta Kepuasan 4. Indeks Kepuasan Kerja ASN 3.1 Indeks

Unit Kerja Eselon | da ___Kemenkumham
Kewihylian tﬂr:adapn 4, Indeks HKepuasan UKE | dan 3,1 Indeks
' Layanan Biro Sumber Kewilayahan terhadap Layanan Biro
| Daya Manusia Sumber Daya Manusia
|
No. | Kﬂﬂiﬂtﬂn Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp.  95.193.806.000,-
1. | Pengelolazn dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Rp.  95.193.806.000,-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia P

Jakarta, 1 Februar 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Je

Pihak Partama,
Kepala Biro
Sumber Daya Marn/(sla

Mg |

Koemjen Paol (BxDr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S_1LK. M.H. Supariana

NIP. 196706221990031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini

Mama : Supartono
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seper yang telah ditetapkan dalam
dokumen perancanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 1 Februar 2024

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Supartono
MIP. 196706221920031001
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4. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Keuangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
75 Jenderal Kepala Biro Keuangan

!

-~

Komj ol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K, M.H. Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211299031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIRD KELANGAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

= —
| Mo. Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Keglatan Target
i1 H] (3] - ] _(4)
1. | Meningkatnya kualitas | 1. Opini BPK atas laporan keuangan | WTP [opini)
pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
dan pelaksanaan anggaran Manusia
rementarian Hukum dan |3 Tndeks kepuasan Unit Kerja Eselon 1 dan | 3.1 Indeks
Kewilayahan terhadap Layanan Biro
Keuangan
3. Indikator Kualitas  Pengelolaan 6
- Anggaran ([KPA)
No. | Kegiatan Anggaran {
' Program Dukungan Manajemen _ Rp.  10.347.630.000,-
| Pangelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran B
- Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp. 10.347.630.000,
Jakarta, 1 Februar 2024
Pihak Pertama,
Kepala Biro Keuan
Komjen 1 Dr. {(H.C.) Andap Budhi Revianto S_LK_M.H. Wisnu N o Dewanto

NIP. 196805211999031001

164 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemean pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Kebarhasilan dan kegagalan pencapaian targel kinerja tersebul menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Partama,
Kapala Biro Keuang

|

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211983031001
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5. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serla berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Hantor Situmerang
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan|i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai largel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedu
Sekretaris Jerfderal

Pihak Pertama,
Kepala Biro
Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Kerja Sama

.

Komjen Pol¢f) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H. Hantor Situmorang
NIP. 196703171992031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
HUKUM DAN KERJA SAMA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Kegiatan . Indikator Sasaran Kegiatan Target
5 1 ] Oy i B) @)
1. | Meningkatnya Citra Positif | 1. Persentase Sentimen Positif terhadap 100%
Kementerian Hukum dan Total Sentimen terkait Publikasi
Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

2. Indeks Kepuasan UKE 1 dan| 3,1Indeks
Kewilayahan terhadap Layanan
Administrasi Kerja Sama

2. | Meningkatnya Kualitas | 1. Persentase Layanan Advokasi Hukum 100%
Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total
Kementerian Hukum dan Permintaan

Hak Asasi Manusia 2. Persentase Layanan Advokasi Hukum 100%
Non Litigasi yang Diberikan terhadap
Total Permintaan

3. Persentase Putusan Perkara yang 85%
Dimenangkan
‘ No. Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen = Rp. 7.682.856.000,-

Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian

1. | Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rp. 7.682.856.000,-

Jakarla, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jend

Pihak Pertama,

Kepala Biro
Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Kerja Sama

Komjen Pol (P)Or. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1L.K,,M.H, Hantor- Situmaorang
NIP. 196703171892031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Mama : Hantor Situmorang
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mancapai larget kinerja jangka menangah separfi yang lalah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Fihak Pertama,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Kerja Sama

.

i

Hantor Situmaorang
NIP, 196703171992031001
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6. Perjanjian Kinerja Kepala Biro BMN

I

FEMGATDMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANGIJASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemarintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tamgan dibawah ini :

Mama : Aman Riyadi
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/.Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.LK. M. H.
Jabatan : Sekrataris Jendaral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
parjanjian ini, dalam rangka mencapal larget kinera jangka menengah seperti vang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua, Pihak Paertama,
Sekrataris Jenderal Kepala Biro Pangslolaan
Barang Milik Negara dan
Pengadaan Barang/Jasa

e

Aman Riyadi
MNIP. 196602231920011001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Target
(1) (2) () @
1. | Meningkatnya Kualitas | 1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon | dan 3,1 Indeks
Pengelolaan Barang Milik kewilayahan terhadap layanan Biro
Negara serta Pengadaan Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Barang dan Jasa Pengadaan Baran%l_gga
2. Nilai Kualitas Pengelolaan Assel 3,30 Indeks
3. Nilai Tata Kelola Pengadaan Sangal Baik
(Predikat)
4. Persentase Pengendalian Peningkatan 95%
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(PDN) i
[ No. Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 12.024.262.000,-
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan £
1. Barang/Jasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp. 12.024.262,000,

Pihakaedua.

Jakaria, 17 April 2024

Pihak Pertama,

ral Kepala Biro Pengelofaan
Barang Milik Negara dan

Pengadaan Barang/Jasa

oz d

Komjen Pol i) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.1.K.,M.H. Aman Riyadi
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANGIJASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta barorientasi pada hasil, berlanda tangan dibawah ini :

Mama : Aman Riyadi
Jabalan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Megara dan Pengadaan Barang/Jasa

berjanfi akan mewujudkan targel kinera yang seharusnya sesuai lampiran peranjian ini,
dalam rangka mencapai target kineja jangka menengah sapert yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jewab
kami.

Jakarta, 17 April 2024
Fihak Perlama,

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Pengadaan Barang'Jasa

Aman Riyadi
MIF. 196602231820011001
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7. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum

)|}

PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumadi

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kemjen Poal (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.|.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian Ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan meiakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

NIP. 196909211993031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO UMUM DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya Kualitas | Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip A
Pengelolaan Arsip (Kategori)

2. | Meningkatnya Kepuasan | 1. Persentase Layasnan Tata Usaha 100%
terhadap Layanan Tata Pimpinan yang Diselesaikan

Usaha Pimpinan, Rumah 15 5e e keoiasan Unit Kerja lingkup | 3.1 Indeks

Tengga, Tata Usaha,
Protokol dan Pengamanan, Sekretariat Jenderal terhadap Layanan

Rumah Tangga

serta Layanan Internal

Sekretariat Jenderal 3. Persentase Layanan Tata Usaha yang 100%
Diselesaikan

4. Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan | 3,1 indeks |
Lingkup Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

5. Persentase Layanan protokol yang 100%
Diselesaikan

6. Indeks Kepuasan Unit Eselon Il fingkup 3,1 indeks
Sekretariat Jenderal terhadap Layanan
Internal  di  Lingkungan Sekretariat
Jenderal

No. Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp. 4.566.497.957.000,-

Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan R
% Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp. 4.506.497.957.000,

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

Komjen Pol (2§ Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.L.LK.,M.H. Jumadi
NIP. 196909211993031001
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FEMGAYDMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
sarta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Mama : Jumadi
Jabatan : Kepala Biro Umum

barjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual lampiran parjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab
kami,

Jakarta, 17 April 2024

Fihak Pertama,
Kepala Biro Umum
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8. Dokumen MR Biro Perencanaan

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko:  Biro Perencanaan
Periode Penerapan: 2024
Strategi/
No |  Program/ Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Potensi Risiko
Kegiatan
1 2 3 4 5
SK.1 Meningkatnya kualitas IKK 1.1 Nilai SAKIP Kementerian 1. Penentuan target Renja tahun berjalan
implementasi SAKIP Kementerian |Hukum dan HAM belum berdasarkan capaian tahun

Hukum dan HAM sebelumnya
2. Kualitas Renstra belum sepenuhnya sesuai
dengan seluruh ketentuan regulasi yang
berlaku
3. Renstra Kementerian dan Renstra Eselon |
tidak selaras
4. Renstra dan Renja tidak selaras, baik
dalam sasaran (SP/SK) dan /atau indikator
kinerja (IKP/IKK)
5. Perjanjian Kinerja (PK) tidak selaras
dengan Renja
6. Kualitas IKU tidak SMART
7. Ada target kinerja di level Menteri, Eselon |
dan/atau Eselon |l yang tidak tercapai di
akhir periode Renstra dan Renja
IKK e Perser\‘tase TEkomepfsiyang 8. Rekomendasi Menpan RB terkait evaluasi
ditindaklanjuti terhadap total
; 5 SAKIP tahun 2022 dan 2023 belum
rekomendasi yang diberikan Menpan REE ;
RB terkait pelaksanaan SAKIP sep‘enuhnva selesai dilaksanakan hingga
akhir tahun 2024
Kemenkumham
SK.2 Meningkatnya kinerja IKK 2.1 Indeks Kualitas Perencanaan |-
anggaran Satker Kementerian Penganggaran Kementerian Hukum
Hukum dan HAM dan HAM
IKK 2.2 Rata-rata capaian kinerja 10. Targetkinerja UKE | tidak tercapai
satuan kerja Kementerian Hukum
dan HAM (SMART)
11. Targetkinerja Satker Kewilayahan tidak
tercapai
SK.3 Meningkatnya kepatuhan IKK.3.1 Indeks Pelayanan Publik 12. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik
terhadap standar pelayanan publik belum sepenuhnya tersosialisasi dan
dan efektifitas organisasi dipahami dengan baik oleh unit
Kementerian Hukum dan HAM penyelenggara pelayanan publik

IKK.3.2 Nilai kepatuhan terhadap
standar pelayanan publik

13. Hasil Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum
optimal

SK.4 Meningkatnya pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum dan HAM serta layanan
internal Biro Perencanaan

IKK4.1 Persentase rekomendasi yang
ditindaklanjuti terhadap total
rekomendasi yang diberikan Menpan
RB terkait pelaksanaan RB
Kementerian Hukum dan HAM

14, Rekomendasi Menpan RB terkait evaluasi
RB tahun 2022 dan 2023 belum sepenuhnya
selesai dilaksanakan hingga akhir tahun 2024

15. Satker belum optimal dalam menjalankan
seluruh RKTRB

16. Satker Penanggung jawab RB Meso
belum optimal dalam pelaksanaannya

IKK4.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan
kewilayahan terhadap layanan Biro
Perencanaan
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Langkah 2:Identifkasi Risiko

Unit Pemilk Risiko: ~ Biro Perencanaan
Periode Penerapan: 2024
: o , y Sumber
0 |Sasaran Kegiatan | KK PotensiRisiko PemilikRisiko | Potensi Penyebab Risiko
(Inernal/Ekstera
1 3 1 5 b 1
K1 Meningkatnya {IKK 1.1 Nili SAKIP {1, Penentuan target Renja tahun , ,
. : . : Tidak ada penetapan baseline tahunan
ualitas Kementerian Hukum - (berjalan belum berdasarkan capaian sl W ——— -
implementasi SAKIP- (dan HAM tahun sebelumnya A e'r o arge. 1§ el
. dikeluarkan Sekjen
Kementerian Hukum
Gan HAM
2. Kualitas Renstra belum Renstra belum sepenuhnya memenuhi
sepenuhnya sesuai dengan seluruh | Biro Perencanaan [ketentuan Permen PANRB 89/2021 dan Internal
Ketentuan regulasi yang berlaku Permen PPN 6/2020
; Belum optimalnya evaluasikeselarasan
3. Renstra Kementerian dan Renstra | ;
. Biro Perencanaan |(alignment check | antar Renstra Internal
Eselon I tidak sefaras :
Kementerian dengan Renstra Eselon
4 Benstra dan Renja tdak selaras | ik ke dem
balk dalam sasaran (5P/SK) dan/atau | Biro Perencanaan ; Internal
I penyusunan Renstra dan Renja
indikator kinerj (IKP/KK)
5 PerJanjlan' Kinerja (PK) tdak selaras - Penyusunan PK belum §epenuhnya -
engan Renja berpedoman pada Renja
Beberapa unitkerja, bak eselon|
. , maupun eselon I, masih cenderung
6. Kualtas IKU tidak SMART Biro Perencanaan i Internal
menggunakan output sebagai indikator
Kinerja
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No

Sasaran Kegiatan

IKK

Potensi Risiko

Pemilik Risiko

Potensi Penyebab Risiko

Sumber

(Internal /Eksternal)
1 2 3 4 5 6 7
Penentuan target kinerja Menteri,
Eselon | dan/atau Eselon Il belum |nternal
7. Ada target kinerja di level Menteri, penuhnya mempertimbangkan
Eselon | dan/atau Eselon Il yang tidak | . baseline capaian sebelumnya
Sl R Biro Perencanaan
tercapai di akhir periode Renstra dan Pengukuran kinerja hanya dilakukan 1
Renja kali dalam 1 tahun, sehingga tidak ada
ik P Internal
waktu memperbaiki capaian kinerja
tahun berjalan
IKK 1.2 Persentase
ke dasi
:tiz:‘ai?a::gang 8. Rekomendasi Menpan RB terkait Pemantauan dan evaluasi terhadap
/ evaluasi SAKIP tahun 2022 dan 2023 pelaksanaan rekomendasi Men PANRB
terhadap total N . : .
N belum sepenuhnya selesai Biro Perencanaan |terkait evaluasi SAKIP Kemenkumham Internal
- yang dilaksanakan hingga akhir tahun tahun 2022 dan 2023 belum optimal
diberikan Menpan RB z
! 2024 dilakukan
terkait pelaksanaan
SAKIP Kemenkumham
SK.2 Meningkatnya :
B IKK 2.1 Indeks Kualitas
kinerja anggaran
Satker Kementerian gerencangar
Hukum dan HAM Pengangg?ran -
Kementerian Hukum
dan HAM
IKK 2.2 Rata-rata Penentuan target kinerja UKE | belum
capaian kinerja satuan sepenuhnya mempertimbangkan Internal
2 kerja Kementerian baseline capaian sebelumnya
Hukum dan HAM 10. Target kinerja UKE | tidak tercapail Biro Perencanaan |pengukuran kinerja hanya dilakukan 1
(SMART) kali dalam 1 tahun, sehingga tidak ada it
waktu memperbaiki capaian kinerja
tahun berjalan
. o st ; - Sumber
No | Sasaran Kegiatan IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebab Risiko
(Internal/Eksternal)
1 2 3 4 5 6 7
Penentuan target kinerja Satker
11. Target kinerja Satker ; Kewilayahan belum sepenuhnya
) . ) Biro Perencanaan ) ) ) Internal
Kewilayahan tidak tercapai mempertimbangkan baseline capaian
sebelumnya
SK.3 Meningkatnya Sosialisasi aspek penyelenggaraan
B 12. Aspek penyelenggaraan P : peny gg
kepatuhan terhadap ) pelayanan publik belum dilakukan Internal
pelayanan publik belum sepenuhnya
standar pelayanan  |IKK.3.1 Indeks i : : : secara menyeluruh
; ; y tersosialisasi dan dipahami dengan | Biro Perencanaan -
publik dan efektifitas | Pelayanan Publik ) ) Sebagian besar Satker belum
- baik oleh unit penyelenggara : .
organisasl : mengimplementasikan 6 aspek Internal
3 . pelayanan publik )
Kementerian Hukum penyelenggaraan pelayanan publik
dan HAM IKK.3.2 Nilai 13. Hasil Penilaian Kepatuhan Proses tahapan penilaian kepatuhan
kepatuhan terhadap  |Penyelenggaraan Pelayanan Publik | penyelenggaraan pelayanan publik
N Biro Perencanaan Internal
standar pelayanan  |belum optimal belum sepenuhnya terlaksana dengan
publik baik oleh unit lokus
SK.4 Meningkatnya . . .
pelaksanaan 14. Rekomendasi Menpan RB terkait Pemantauan dan evaluasi terhadap
. . evaluasi RB tahun 2022 dan 2023 pelaksanaan rekomendasi Men PANRB
Reformasi Birokrasi |4 1 persentase . . ; .
; : belum sepenuhnya selesai Biro Perencanaan |terkait evaluasi RB Kemenkumham Internal
Kementerian Hukum | oy o endaci van, ) . ) .
dan HAM serta 25 : Y 8 |dilaksanakan hingga akhir tahun tahun 2022 dan 2023 belum optimal
" _ |ditindaklanjuti 2024 dilakukan
layanan internal Biro terhadap total
Perencanaan ; . )
4 rekomendasi yang ) Belum Optimalnya Pengendalian
diberikan Menpan R |15- Satker belum optimal dalam ; <, : e
p A G e Biro Perencanaan |pengisian capaian RKT dari masing- Internal
terkait pelaksanaan RB| MEnaIankan seluru masing Kepala UPT
Kementerian Hukum
dan HAM 16. Satker Penanggung jawab RB . B Opitimalnja Pengenqallaq
Biro Perencanaan |pelakasanaan RB Meso dari masing- Internal

Meso belum optimal dalam
pelaksanaannya

masing penanggungjawabnya
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Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Perencanaan
Periode Penerapan: 2024
i Potensi Penyebab Risiko Key Risk Indikator (KRI) / Indikator | Toleransi B Qe EKIES e RS
(berdasarkan risiko teridentifikasi) Risiko Utama Risiko e N Ursien N o 2
1 2 3 a s 6 7 8 9 10
Tidak ada penetapan baseline tahunan Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
1 |terhadap target IKSS/IKP/IKK yang tidak berdasarkan capaian tahun 10% Moderat 3 Kementerian 3 9 Risiko Rendah
| |dikeluarkan Sekjen sebelumnya
[Renstra belum sepenuhnya memenuhi Terdapat ketentuan Permen PANRS 89/2021
2 ketentuan Permen PANRB 89/2021dan |02 Permen PPN 6’:::::::{':* 10% sangat Kecil 1 Kementerian 3 3 Risiko Sangat Rendah
Permen PPN 6/2020
3 ?::;mm:pm“ T:elm :::: :elr:sex::mmn Renstra Fscion | yang tidaic selates dengan 1 Moderat 3 Kementerian 3 ) Risiko Rendah
dengan Renstra Eselon | Renstra Kemenkumham
s Tﬁf:”‘:"::k::n'w"“"” PMYUSUNAN |y otidakselarasan antara Renstra dan Renja 10% Sangat Kecl 1 Kementerian 3 3 Risiko Sangat Rendah
| —{Renstra dan Renja
PKbelum PK dengan Renja di
. berpedoman pada Ren| lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 0% Modeat . Ky s g L Bt
) Persentase unit kerja eselon I dan Il dengan
6 :f::.:ﬂ'.::::ﬂ:&:&t;s:::gﬁﬂ" indkator Kinerja dieyel output tethadap 10% Moderat 3 Kementerian 3 9 Risiko Rendah
it s’ebapl indikator kinerja total unit kerja eselon I dan Il di lingkungan
Penentuan target kinerja Menteri, Eselon | Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
7 :’"‘:'{‘ “‘;:ﬂt:’;&:’;’;ﬁ?&mrx tidak berdasarkan capaian tahun 10% Moderat 3 Kementerian 3 9 Risiko Rendah
sebel«;’fn - L sebelumnya
Penguluran kinerja hanya dilakukan 1kali |\ o creliensi pengukuran kinerja
s [ddan ":'I‘;‘,"‘ ‘Q"l'":z_’ "d_"‘t“;‘““"*‘” [Kemenkumham, UKE | dan Satker 2 pasti s Kementerian 3 15 Risiko Sedang
L“:rw;"" Lcapeian’inerje Sanx Kewilayahan Kemenkumham per tahun
pelaksanaan r‘ekmer\dm';'eh::‘a;ms Presentase rekomendasi Men PANRB terkait
9 :e:‘kaitzeovzazll.;si sz.:;;s: :jmenhl:rhalm ::: ';;51' :::"‘: 2:;";';';?5’;‘3:}:;: 3:2"2 30% Hampir Pasti a Kementerian 3 12 Risiko Sedang
i moRymy total rekomendasi
|Penentuan target kinerja UKE | belum Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
10 p baseline  [tidak capaian tahun 10% Moderat 3 Kementerian 3 9 Risiko Rendah
capaian
. o orsodia . ; Kemungkinan terjadinya risiko Dampak risiko
Potensi Penyebab Risiko Key Risk Indikator (KRI) / Indikator | Toleransi g il P Tingkat Risko prail Risika
(berdasarkan risiko teridentifikasi) Risiko Utama Risiko Ui Nilai Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10
P n kinerj i n1kali
d::;gmu T;:hlﬂn?: i:anay:i:::g?wikl;:h Minimum Frekuensi pengukuran kinerja
1 bt rbaikic’a iangEiner'a i Kemenkumham, UKE | dan Satker 2 Pasti 5 Kementerian 3 15 Risiko Sedang
ber}alzen P [ Kewilayahan Kemenkumham per tahun
Pesentiantareet i Sty Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
Kewilayahan belum sepenuhnya : A \ :
12 R b B i tidak berdasarkan capaian tahun 10% Moderat 3 Kementerian 3 9 Risiko Rendah
pe ¢ m sebelumnya
sebelumnya
Sosialisasi aspek penyelenggaraan ’ .
pe‘ pEm ‘gg Terdapat Satker belum menerima sosialisasi ’ 2SS
13 |pelayanan publik belum dilakukan secara A 20% Tinggi 4 Masyarakat secara umum 5 20 Risiko Tinggi
menyelurth penyelenggaraan publik dari total Satker
; Persentase Satker yang belum
Sebagian besar Satker belum e Iementas?kanrf y
14 |mengimplementasikan 6 aspek o pe iy 20% Tinggi 4 Masyarakat secara umum 5 20 Risiko Tinggi
oenyelenggaraan pelayanan publ penyelenggaraan pelayanan publik dari total
jumlah Satker
Proses tahapan penilaian kepatuhan Tahapan penilaian kepatuhan
enyelenggaraan pelayanan publik belum  |penyelenggaraan pelayanan publik belum ¢ S e
15 P i ] .p Aananp i enjesenggsraan peiyaran ¥ 20% Tinggi 4 Masyarakat secara umum 5 20 Risiko Tinggi
p Y dengan baik oleh  |sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh
unit lokus unit lokus
Pemantauan dan evaluasi terhadap Presentase rekomendasi Men PANRB terkait
pelaksanaan rekomendasi Men PANRB  |evaluasi SAKIP Kemenkumham tahun 2022 : ) ne
16 ) : A ‘ : 30% Hampir Pasti 4 Kementerian 3 12 Risiko Sedat
terkait evaluasi RB Kemenkumham tahun  (dan 2023 yang tidak/belum dilakukan dari P 15
2022 dan 2023 belum optimal dilakukan ~ [total rekomendasi
Belum Optimalnya Pengendalian pengisian
: 5 Terdapat Satker dalam pemenuhan rencana . o
17 |capaian RKT dari masing-masing Kepala : ; 30% Hampir Pasti 4 Kementerian 3 12 Risiko Sedai
UPpT TSI kerja tahun RB belum 100% dari Total Satker P 8
Belum Optimalnya Pengendalian
A - |Terdapat Indikator pada RB Meso N ) o
18 |pelakasanaan RB Meso dari masing-masing pa pa 50% Hampir Pasti 4 Kementerian 3 12 Risiko Sedang

Kementerian Hukum dan HAM belum 85%

penanggungjawabnya
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Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Perencanaan
Periode Penerapan: 2024
Potensi Penyebab Risiko Prioritas
No SK IKK Kode | s S Profil risiko KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
{ risiko Risiko
1 2 3 a s 3 7 8 B
1 |SK-1Meningkatnya |IKK 1.1 Nilai SAKIP
Jua¥tas Kementerian Hukum dan Tidak ada penetapan baseline tahunan Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
implementasi SAKIP |HAM R.1 |terhadap target IKSS/IKP/IKK yang Risiko Rendah #3 tidak berdasarkan capaian tahun 10%
Kementerian Hukum dikeluarkan Sekjen sebelumnya
dan HAM
Renstra belum sepenuhnya memenuhi ;;/";;;‘:“i“m“ P::""“s"/;:;:)“
R.2 |ketentuan Permen PANRB 89/2021 dan Risiko Sangat Rendah #a e dilm;’;m:r'::;hn s Rer“':": 10%
Permen PPN 6/2020 B
Belum optimalnya evaluasi keselarasan
R3 [(alignment check) antar Renstra Risiko Rendah 43 [ensioa Eselon yargidak sslara 1
dengan Renstra Kemenkumham
Kementerian dengan Renstra Eselon |
Tidak dilakukan reviu dalam Ketidakselarasan antara Renstra dan
R4 . ko Sangat Rendah #a 5 10%
penyusunan Renstra dan Renja Renja
becivitsurian P biluen seoenulina Ketidaksesuaian PK dengan Renja di
RS W o Risiko Rendah 3 lingkungan Kementerian Hukum dan 10%
berpedoman pada Renja
HAM
Beberapa unit kerja, baik eselon | Persentase unit kerja eselon I dan Il
RE |maupun eselon Il, masih cem?erur‘\g Risiko h 43 dengan indikator Flner!a dilevel output ! 10%
menggunakan output sebagai indikator Rendal terhadap total unit kerja eselon | dan 1 di
kinerja li
Pe { i,
E"’f"':‘:"ﬂ';:": "T"“ I'IV':';'E 4 Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
piz [0 ongcansieu =seon T nelm Risiko Rendah 43 tidak berdasarkan capaian tahun 10%
sepenuhnya mempertimbangkan )
baseline capaian sebelumnya
::":2":‘""'; :‘:‘f"’ "‘h':"‘ "":';“t"‘d’ Minimum Frekuensi pengukuran kinerja
RS s o o Risiko Sedang 42 Kemenkumham, UKE | dan Satker 2
waktu memperbaiki capaian kinerja e sabitin
tahun berjalan pe
Potensi Penyebab Risiko Prioritas
No SK IKK Kode | i o Profil risiko KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
(! risiko Risiko
1 2 3 a s 6 7 s s
IKK 1.2 Persentase
rekomendasi yang Pemantauan dan evaluasi terhadap
ditindaklanjuti terhadap pelaksanaan rekomendasi Men PANRB r"k’:,"“a"’l""_"s'::‘:z ME'LPA:“
total rekomendasiyang | R.9 [terkait evaluasi SAKIP Kemenkumham Risiko Sedang #2 Gty et 30%
¥ tahun 2022 dan 2023 yang tidak/belum
diberikan Menpan RB tahun 2022 dan 2023 belum optimal
dilakukan dari total rekomendasi
terkait pelaksanaan dilakukan
SAKIP Kemenkumham
2 | SK.2Meningkatnya |IKK 2.2 Rata-rata capaian
e angoaan: [liere satian kera Penentuan target kinerja UKE | belum Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
Satker Kementerian |Kementerian Hukum dan| R-10 [sepenuhnya mempertimbangkan Risiko Rendah #3 tidak berdasarkan capaian tahun 10%
Hukum dan HAM |HAM (SMART) baseline capaian sebelumnya sebelumnya
Pengukuran kinerja hanya dilakukan 1 .
kall dalam 1tahun, sehingga tidak ada kinerja
R11 il 3 Risiko Sedang #2 Kemenkumham, UKE | dan Satker 2
waktu memperbaiki capaian kinerja
Kewilayahan Kemenkumham per tahun
tahun berjalan
?:jl"m:'" n“ff':"e"a:';:" Terdapat target pada IKSS/IKP/IKK yang
RA2: | rayananheim sepRnuinm: Risiko Rendah #3 tidak berdasarkan capaian tahun 01
mempertimbangkan baseline capaian
sebelumnya
sebelumnya

3 [SK.3 Meningkatnya |[IKK.3.1 Indeks Pelayanan
terhadap [Publik

standar pelayanan
publik dan efektifitas

Sosialisasi aspek penyelenggaraan Terdapat Satker belum menerima
R.13 |pelayanan publik belum dilakukan Risiko Tinggi #1 sosialisasi penyelenggaraan publik dari 20%

organisasi
Kementerian Hukum secara menyeluruh total Satker
dan HAM
Sebagian besar Satker belum Paissrilasa satkar yeng bskim
R4 |mengimplementasikan 6 aspek Risiko Tinggi w1 rergknplemeniusiian puspek 20%
enyelenggaraan pelayanan publik panyslenagaraan pelayinan publi darl
P total jumlah Satker
TR T—— Proses tahapan penilaian kepatuhan Tahapan penilaian kepatuhan
g e han | g [penvelenggaraan pelayanan publik e i penyelenggaraan pelayanan publik -
e "13 |belum sepenuhnya terlaksana dengan it belum sepenuhnya terlaksana dengan
PRSVSRRIESRD baik oleh unit lokus baik oleh unit lokus
Potensi Penyebab Risiko Prioritas
No SK IKK Kode Z ny AR Profil risiko S KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
(berdasarkan risiko teridentifikasi) Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 |SK.4 Meningkatnya  [IKK4.1 Persentase
pelal ' dasiyang
Reformasi Birokrasi  |ditindaklanjuti terhadap Pemantauan dan evaluasi terhadap .
i : &+ : Presentase rekomendasi Men PANRB
Kementerian Hukum |total rekomendasi yang rek dasi Men PANRB
- R 7 e terkait evaluasi SAKIP Kemenkumham
dan HAM serta diberikan Menpan RB R.16 |terkait evaluasi RB Kemenkumham Risiko Sedang #2 : 30%
! 3 2 X tahun 2022 dan 2023 yang tidak/belum
layanan internal Biro |terkait pelaksanaan RB tahun 2022 dan 2023 belum optimal
N 5 dilakukan dari total rekomendasi
Perencanaan Kementerian Hukum dan dilakuk
HAM
Belum Optimalnya Pengendalian Terdapat Satker dalam pemenuhan
R.17 |pengisian capaian RKT dari masing- Risiko Sedang #2 rencana kerja tahun RB belum 100% dari 30%
masing Kepala UPT Total Satker
Belum Optimalnya Pengendalian Terdapat Indikator pada RB Meso
R.18 |pelakasanaan RB Meso dari masing- Risiko Sedang #2 Kementerian Hukum dan HAM belum 50%
masing penanggungjawabny 85%

179 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Perencanaan
Periode Penerapan: 2024
Fotensl Penryshah sk KR/ Indikator Utama | Toleransi
Kode berdasarkan risiko Profil risiko g i Kode Pengendalian Risiko KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko Ta Pena Jawab
nge! eng NgEung
Risiko Risiko
teridentifikasi)
1 2 1 5 6 1 8 9 10
) r r
o i"IS:S' a::)::n layanan :e:;:ﬁ::aiﬂ:m MeBisaialan ssiuad Aspek lah sosiallasi Aspek |
Ra3 [Penyelenggaraan pelay Risiko Tinggi R 20% RM 131 ! layanan Publiksecara |, 9 S 1 Biro Perencanaan
publik belum dilakukan secara penyelenggaraan publik dari e, Iu:h yanan Publik secara meny
menyeluruh total Satker s
i
R14 ’:I:v‘;lem;;n ;elavm:s\m Risiko Tinggi :‘;"vgele:ggw:v:m p dmn::e 20% RM 141 |wilayah dalam 6 dalam aspek 1 Biro Perencanaan
publk oublk dar total jumizh Satker aspek penyelenggaraan pelayanan publik  [penyelenggaraan pelayanan publik
Proses tahapan penllalan Tahapan penllalan kepatuhan Melaksanakan proses penilalan kepatuhan
L han penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik p
R15 |pelayanan publik belum LS T s publik belum sepenuhnya 20% RM 15.1 |(Sosialisasi ekstemal, sosialisasi intemal umiah pelaksanazn proses pentalan 5 Biro Perencanaan
il LP pemby kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik
sepenuhnya terlaksana dengan terlaksana dengan baik oleh g datadukung, p ping P PETPESOSHIN) PEyonn
baik oleh unit lokus unit lokus penilaian dan hasil penilaian)
b ¢ Jumlah pedoman pengelolaan kinerja yang
RM8.1 tentang pedoman pengelolaan kineria yang didalamnya terdapat materi muatan 1 Biro Perencanaan
terdapat materi muatan
Pengukuran kinerja hanya Minimum Frekuens| furan Kinera pengukuran kinerja
dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, pengukuran kinerja pengu
R8 |sehinggatidak adawaktu Rislko Sedang (Kemenkumham, UKE I dan 2 Venersola uran ki imal2 Persentase Satker Pusat dan Kewilayahan yang|
|memperbaiki capaian kinerja Satker Kewilayahan prv 8.l al "m:' "dPe“f” ‘::as" k:e"l' Ll k inimal 2 kali 100% Biro Perencanaan
tahun berjalan Kemenkumham pertahun EEtahnd scuh Satler dalam setahun
gukuran kinerj k lah mi kegiatan pengukuran kinerja
Crr81  |seluruh Kemenkumham minimal 2 kali di lingkup Satker Pusat dan Kewilayahan 2 Biro Perencanaan
dalam setahun
Potensi Penyebab Risiko
KRl / Indikator Uta Tol i
Kode (berdasarkan risiko Profil risiko ledizttind carmsl Kode Pengendalian Risiko KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko Target Penanggung Jawab
R Risiko Risiko
teridentifikasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10
[ d I Jumlah indikator kinerja Satker (unit
i Men PANRB i i) terkait "
AL terkait SAKIP sebagai salah satu indikator  |pemantauan dan evaluasi pelaksanaan : B Persncanasn
Pemantauan dan evaluasi Presentase rekomendasi Men kinerja Satker i Men PANRB terkait SAKIP
terhadap pelaksanaan PANRB terkait evaluasi SAKIP Melakukan pemantauan dan evaluasi T +
i Men tahun 2022 {erhadap hasil pelaksanaan rekomendas] [/ 2 kepltan pemantauan dan evaluas
R evaluasi SAKIP Kemenkumham fiale % |dan 2023 yang tidak/belum e RN 2L menpan RB terkait SAKIP secara berkala ‘EmadapR’::"r:e:: l;axr::an retk:mendasi 4 Hlro Perencanaan
tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan dari total setiap Triwulan renpan RE e pethanin
optimal dizkulan e ncst Melsialkan peniantauan danevaluad Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi
Crr9.1 ethadap ha i pe!aksanaan fekomenda] terhadap hasil pelaksanaan rekomendasi 4 Biro Perencanaan
menpan RB terkait SAKIP secara berkala s B et SAKIP v T
setiap Triwulan P pe
4 - Jumlah pedoman pengelolaan kinerja yang.
RM111 (gntang pedoman pengelolgan Kinerja yang didalamnya terdapat materi muatan A Biro Perencanaan
- - . didalamnya terdapat materi muatan o
Pengukuran kinerja hanya Minimum Frekuensi ineria pengukuran kinerja
dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, pengukuran kinerja L
R11 |sehingga tidak adawaktu Risiko Sedang_ [Kemenkumham, UKE | dan 2 i, kuran kineria minimal 2| erSentase Satker Pusat dan Kewilayahan yang
memperbaiki capaian kinerja Satker Kewilayahan Prvi1.1 ali seta‘f)lun d;i)es,e‘lg:ruh Satker L melakukan pengukuran kinerja minimal 2 kali 100% Biro Perencanaan
tahun berjalan Kemenkumham per tahun dalam setahun
Melakukan pengukuran kinerja serempak  {Jumlah minimum kegiatan pengukuran kinerja
Crr11.1 |seluruh Kemenkumham minimal 2 kali di lingkup Satker Pusat dan Kewilayahan 2 Biro Perencanaan
dalam setahun Kemenkumham
dan evaluasi Jumlah indikator kinerja Satker (unit
i Men PANRB i inistrasi) terkait .
M6 terkait RB sebagai salah satu indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan S Bim Perencaneen
Pemantauan dan evaluasi Presentase rekomendasi Men kinerja Satker i Men it RB
terhadap pelaksanaan PANRB terkait evaluasi SAKIP lakuk dan evaluasi Jumiah kegatan pemantauan dan evaluasi
M tahun 2022 i i
R16 i o0 Risiko Sedang 3 un 30% Prv16.1 fethadap el pe!aksanaan rekomendas! terhadap hasil pelaksanaan rekomendasi 4 Biro Perencanaan
evaluasi RB Kemenkumham dan 2023 yang tidak/belum menpan RB terkait RB secara berkala setiap RBterkait RB pertah
tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan dari total Triwulan menpan RIelaLRE pectanin
optimal dilakukan rekomendasi Melakukan pemantauan dan evaluasi . )
b Bl nlakcangiin ekt aiidat |Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi
Crr16.1 P pe. . |terhadap hasil pelaksanaan rekomendasi 4 Biro Perencanaan
menpan RB terkait RB secara berkala setiap it R SR A ek b
Triwulan P Pe
Pelaksanaan Pendampingan/Pembinaan  |Jumlah kegiatan Pendampingan/Pembinaan
oleh Kantor Wilayah/Sekretariat Jenderal  |oleh Kantor Wilayah/Sekretariat Jenderal "
ML sebelum Monitoring dan Evaluasi oleh sebelum Monitoring dan Evaluasi oleh * Bieo ferencansan
Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal
” |Jumlah indikator kinerja Satker (unit
Menetapkan pemantauan dan evaluasi R x
Prv17.1 |pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan RB kescladtariatan/admt stp Btk erialt 1 Seluruh Satuan Kerja
9 . Terdapat Satker dalam i 5 w4 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Belum Optimalnya Pengendalian : sebagai salah satu indikator kinerja Satker *
A ¢ + o pemenuhan rencana kerja Rencana Kerja Tahunan RB
R.17 |pengisian capaian RKT dari Risiko Sedang tahun RB belum 100% dari 30%
masing-masing Kepala UPT Total Satker Melakukan pemantauan dan evaluasi Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi
Crr17.1 fterhadap hasil pelaksanaan RencanaKerja |terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja 4 Seluruh Satuan Kerja
Tahunan RB secara berkala setiap Triwulan | Tahunan RB per triwulan
Melakukan pemantauan dan evaluasi Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi
Crr17.1  |terhadap hasil pelaksanaan RencanaKerja [terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja 4 Seluruh Satuan Kerja
Tahunan RB secara berkala setiap Triwulan | Tahunan RB per triwulan
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b KR!/ Indikator Utama | Toleransi
Kode |  (berdasarkanrisiko | Profil risiko > " Kode Pengendalian Risiko KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko | Target | PenanggungJawab
R Risiko Risiko
teridentifikasi)
1 1 3 4 5 b 1 8 9 10
uosgapoutniacas (L EL L
RM 181 {pelaksanaan Rencana Aks RB Meso sebagai : 1 Biro Perencanaan
L pemantauan dan evaluasipelaksanaan
. . saleh satu indikator kinerja Sather ;
Belum Optimalnya Pengendalian ‘ Rencana Kerja Tahunan RB
lakasanaan BB Meso dari (08 [y ot Melakukan pemantauan dan evalvasi {lumlah kegiatan pemantauan dan evaluas
R18 pe. | Risiko Sedang [Meso Kementerian Hukum dan| ~ 50% p, ' g‘ P g '
masing-masing AN belum 655 Pryv18.1  |terhadap hasi pelaksanaan Rencana Aksi RB [terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja 4 Biro Perencanzan
penanggungjawabnya Meso secara berkala setiap Triwulan Tahunan RB per triwulan
Melakukan pemantauan dan evaluasi -~ {Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi
(rr18.1 {terhadap hasi pelaksanaan Rencana Aksi RB [terhadap hasl pelaksanaan Rencana Kerja 4 Biro Perencanan
Meso secara berkala setiap Triwulan Tahunan RB per trwulan
Tidak ada penetapan baseline Terdapat target pada .
: Melakukan pengecekan untuk memstkan
|
o [Mntehaiptagt - (RSO gt 0| AL [t K| e Bt Ky 0% | i Perencanan
IKSS/IKP/IKK yang dikeluarkan erdasarkan capaian tahun A memilk baseline
: memili baseline
Sekjen sebelumnya
::lzlr:rimlry:me::lucﬁé n Renstra Eselon Iyang tidek Melakukan kegiatan koordinasi pengecekan |Persentase UKE | yang dlekukan pengecekan
R3 ; ; Risiko Rendah {selaras dengan Renstra 1 RM3.1|Keselarasan Renstra Kemenkumham dengan |Keselarasan Renstra UKE | dengan Renstra 100% Biro Perencanaan
antar RenstraKementerian
Kemenkumham Renstra UKE | Kemenkumham Kemenkumham
dengan Renstra Eselon|
Penyusunan PK belum Ketidaksesuaian PK dengan Melakukan kegiatan koordinasi i s
RS [sepenuhnya berpedoman pada | Risiko Rendah |Renja difingkungan 10% | AM5.L |penyelarasan PK dengan Renja gA P 1 Biro Perencanzan
; . dengan Renja Kemenkumham
Renja Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham
Beberapa unit keja, bak eselon Persentaseun!tkgrjaesglon! fy G Y
\maupuneselon . mash dan  dengan indikator kinerja Menerapkan penjenjangan kinerja Presentase penjenjangan kinerja
R - deprun - t;nakano ik Risiko Rendah {dilevel outputterhadap total 10% | AM6.L | menggunakan pohon kinerja berdasarkan  |menggunakan pohon Kinerja berdasarkan 100% Biro Perencanaan
,Ag. gs, ; d unit kerja eselon | dan I di Permen PANRB nomor 89tahun 2020 {Permen PANR nomor 89 tehun 2021
sebagaiindikator kinerja i
lingkungan Kemenkumham
Penentuan target kinerja
. Terdapat target pada ,
Menteri, Eselon | dan/atau 7 Melakukan pengecekan untuk memastikan
R7 {Eselon Il belum sepenuhnya | Risiko Rendah IKSS/IKP/IKKyangvudak 10% | AM7.0 |seluruh target kinerja IKSS, K dan KK Perse'l?tésetarlgeuKSS,IKdanIKKyang 100% Biro Perencanaan
) i berdasarkan capaian tahun s memiliki baseline
mempertimbangkan baseline menilii baseline
: sebelumnya
capaian sebelumnya
E:lr:::t::n t:l:ﬁ:t l:ner;a ! IT:Sr:/aIE:t/ltl(a;g?npat?:ak Melakukan pengecekan untuk memastkan
R10 PR o Rendah fig 10% | AM10 [seluruh targetkinerja UKE Iteleh memilivi -~ |Persentase target UKE 1 yang memilki baseline] ~ 100% Biro Perencanaan
mempertimbangkan baseline herdasarkan capaian tahun hiseine
capaian sebelumnya sebelumnya
Penentuan target kinerja Satker Terdapat target pada i
; . Melakukan pengecekan untuk memastkan i
R12 Kewdayahanbelumsepenghnya Risiko Rendah lKSS/IKP/IKKyang'ndak 10% | AMI2.1 [seluruh target kinerja Satker Kewilayahan Perse'gtasetarlgetSatkefKewﬂayahanyang 100% Biro Perencanaan
mempertimbangkan baseline herdasarkan capaian tahun A memiliki baseline
: telah memilki baseline
capaian sebelumnya sebelumnya
Terdapat ketentuan Permen
o . [CLUTE ustmieapiins (O L
R2 b PPN /2020 yeng tidak 10% AM 2.1 |PANRB 89/2021 dan Permen PPN 6/2020 |, g 100% Biro Perencanaan
PANRB 89/2021 dan Permen Rendah | ; diterapkan dalam Renstra Penubzhan
diimplementasikan pada kedalam Renstra Perubshan Jemenkumham
PPN 6/2020 Kemenkumham
Renstra Kemenkumham
o . ., . Melakukan kegiatan koordinasi , -
M Tidak dilakuken reviu dalam  IIRFIZMKetidakselarasan antara 0% | RWAL pemelasinRenstadnginfeng lumlah kegiatan koordinasi penyelarasan 1 R

penyusunan Renstra dan Renja
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Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unt P R Biro Perencanaan
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Mo | (erdasaran isko e Tolerasiisiko ; e Teres | iy | Pmmme P Tagt | Redias e Keterangan
terdentiias) oot o Risko
1 7 3 0 B 5 ) fm 7 5 W 5 %
Tesh distzmsian s ek
Sosis Terdson S
s — m pemyeengzwanpeayamn bk berams
s % o 20 ReiboTigg 1 1 103 Srofeenamn  |HemeroanRBiepsin s asmmniers
i —————
iy oniSatier 2t 2020
- " . e Gk perdampingn epada 15
e ' o 20 u 5 1380 :
§spek pemyengzarnpeepaen ik
ok s o i S i e
f
P —————
i ———
ssmnson e peisan eaanan i gt i o o
epanirenpeneiergzaesn e
- 2 Tesh disizmsian engmien
15 2% o 2% eitems), sosaisasimemal | PSS kepstuhan 5 2 F'3 B0 Perencansen ukung peds Bulsn Juns 2024
sengumgiendeadukng, | PSTISETEE s 3 Tes stz pendamging:n
akolen unitioks (unt otz pndampingen perisendan | PE penisisn iepada Diten KL Digen AHU dan
i periasn) fonim s St | s Non TP
s Sast o OR s Blen g
4 Teshterot s penisonpda B
Noventer 2026
[————
T st prisaren st Pedomen
S410P i bngingan ementanuium
w1 1 1 10m% L Pt st
me
Y
" . R s . s P i s o T i UG Semese | Tehun 2024
sehingge Sdak ads weity Kemenkumhem, UKE | dan Risiko Sedang minimal 2 ka setahun di- BT 100% 100% 100% Biro Perencansan  pade selurh Satier 4 ingiungan
sur Soter e M 2 p——
twnnbersn P
e G P Semese | Tahun 2026
: sndasur Sver & ngeurgan
L 2 z i BTN mermnamdansion dzvzin P
i Ceneumen Tohun 2026
s ——
s nitor ke Seier P
Menesspionpemarmuanden (it ey ey
w1 1 1 1% Broteemamn | Dot Tom Aeoned
[es——
" et e —"
it ot A Monizs”
9 2% o a0 R Sedog a3 FRTTE =
[N A i i o = ke s
aptmsl dian reomends : ”
i v Teuont 1L, don V Tonn 2022
Tesh distin kgtanpemarnn dan
v udapha peaaraan
ot s i 1% P — sy sarerr g
e e o TeunianL 1L, dan V Tonn 2022
Potensi Penyebab Risko . § N Kinetja
b KR/ Indikator Uama - Risko terjadi -Toleransi .- Zoua pengendaian Pengendalian Risko yang Ka ndiator S :
No | fertasakanisho = TolrasiRisiko o Pof Rsilo 0 i | Tapt | Reaiasi eterangan
identias) Risiko exposure) Risiko Risiko  (eksekusi) ‘pengendalian Risiko Risko
a 2 3 0 5 5 7 [ 3 0 1 n ) u B 3
[Eere——
Tesh disuion peroahen it Pedomen
S407 i ngrungen Kemenirn Hum
L 4 . am BB ik s M s b
s
. fnen
i mwngsdskadsumits Kemenimem, UCE|dsn 2 2 0 Rk Sedorg Zama3 % Tesh dmun P Semesir | Tohun 2024
memoeriskiapsnkngs Stier ewimpsen PAILL e 2ismndi [ SIS |y 105 100 Srobeencomn | oads e Saterd bngungn
serguiu Eneramms 2
hnbeigen Kemeriumbamper shun 2o S Cemeriumtan
Teshdzun P Semerr | Tovun 2024
oadn 2 S d fngungn
Crit1 2 2 10m% Bt [ s o
oz e Tohun 224
ik Pads P e BroPernanem Tohn
Menetapian pemartausndan ([t haopias 204 sar; e oot o
: inea rezenmae Relomendas g
w151 1 1 103
ot egs danReformes Becirs
(e Sake 2 "’M"w' tertPeisansn SACP Kemenrisn
e i don s s Maniza”
i % [ a0 Rk Sedar Zana3 F— -
ks g s sz
i o Prutsl 4 i 103 rap— sty e
oot scimp Tiwin |t T L, don 1 Tehun 2024
Tesh disuien an
P o—
it e 4 4 A BrOTEENII | mencs Mengen Rt pde
fctsotriclll s T L1, don 1 Tehun 2024
F Jaishlegen
o) PendampnganPensinsmn Teish diskuion Pendampingan oieh Biro
e oenkaror erercanen kesnds Seurn St terist
iy . 4 4 103 [rap— AT 8 sebeumboney
:iuln:n::"m‘ |sebelum Mnaring dan e jen pada Triwulen L 1 1L dan V-
o B e i Tohun 228
Jenders
Limish st nera S Pads P s K Kt Wih
Menesgingenssimndsn [t Tahun 2028 e
TerdspatSokerdoiom it 1 1 100% Sounh Soumnkega |51 "Persente elasanan Renana
i s 1| pemenihan s s s = s .
pupan-:nq;l::' Loy Rk Sedorg Zana3 s s okt
e Tow S e Tohunen et
- Tesh disuion endsmaingen oeh 870
 evahasi terhadep basi {umish legitn pe rentauen Perencanaen kepada Seurch Seker terkat
G101 [pesmmesn Rerana e . s s 1036 S
elaksansan Rercars Kerj. ieh jen pda Trwwian 1L, 1. don V.
e T iz Tehon 2028
semsrmumndan Teshdisuion endsmangen oeh B0
evohasisehadep bt L"""‘"?"""""' Perencansan kepada Sekirch Soer tekat
e tedaphezt
171 [pescanemnRencans e i 4 4 1%
=g en e pode e L LB don 1V
etop Triwion = Tahun 2022
Lumish ndisor inep Stk Pt P s e Kt Wish
Menesponpenssamndsn (it 0w
ines Perzanmae Pescanaan enans
LI 1 1 103 LT o oty v
: Wiy fementeran i don o At
e TR fr
gt Indikeor pada 8. Teish diskuian Pendampingan dleh Biro
s = Mo tementersnfidumdn | 50% 55 ® Rk S Zona3 : . erercanem kesnda Seurn St terist
T HiMoeiam 5% Pre1ad [pesiommamnRencan A 88 4 i 103% Brofeenaem | pengien apsan AT B sebeumioney
persnggungimustnye [pcksines et ke ieh ien poda Trwaian 1L, 1. don V.
Towdan = Tshun 208
Meiskuian pemenmusn den Telsh diskulen Pendampingan dieh Biro
T i erencanan kesnda Seurn ettt
Cr181 |peskzanamn Rencans i 8| °" "; """K _ 4 4 100% o Perencanssn ‘pengizan capsien AT 78 zebeiumMoner
2 febomman Rechm Ky e kjen pada Triwulen 1L 1L dan IV
Trwisn Lo Tehon 2024

182 |LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024




PotensiPenyebab Risko % I e : : Kinerg
. KA1/ Indikator Utama .. Risikoyangteadi sk | Risiko terjadi - Toleransi 2 Zona pengendalan Pengendalan Risio yang K0/ ndikator oy .
Mo | (berdasakan isko e ToleransiRisiko T Prof Risko iy i Redlsasi Penanggung lawah Keterangan
i s epoue) s sslo Glsnkadss) | pgatiaiso | O :
terdentfs) Rsho
1 1 3 ' 5 § 1 i ] ] 1 2 5 u 5 %
et gt ot . T e pois
u v i " [ i TebaRodkh g ! T
i hn Tl | ML | o0 KoM ek Wgreriitedae | | M| M| Sekenn "“m:‘;'.:”""""’““
S - [ ¥
: s ! BiroPevencanaanteish besuratkepeda
:L""*“"“‘:d I — 4 I un Ui on i itn
13 OS] e ! 0 1 eloRodh | iy [Pt W | x| 08 | Gokeown  |ldmsaeminensn
:‘ 1 m"l" enesiumiem o drgn et x| v el
o o Wit
" o drg . s i [ Rm———r"
RS jpd inglgn bl [} A0 ReioRendah T2 RMSL | penyelaasn P dengnRena pemeaasan P degan Rerjy 1 10% BroPeercann | melaiukan penyusuren X s dengen
Kementerin Hokum don HAM Nemenkunbam Kemenkumham Renj Kemenkumham
i
5 Persentaze it ke eseon | A
emputisbedn | e : P i i T o et
| mapun esein I, mash " A
R§ el output erhedaptoal bl L} A0 ReioRendah a2 RMEL [ o 100 oo 100 BroPerercann | mengzunekan Pobon Kinera meSbetion
i : e berdasarion Permen | Kineri berdasarian Permen i
iy | [Pzl - e WE bemms g stz
inghungen Kemankumham
Penertuan target knera
Vet o e :&ﬁ;’: i e o i i [ —
A7 {Esdonlbumsegendi : 0 ] A ReboRendeh Tm2 [T D 1% % 10 Brodeecaen S, e I mefbeian s UEE
g berduzarian capaion whun nerj IS, X dan IKK memi |IXXyang memiic bazefine ;
b |1C fav i e g it e
e gtk R RpR——
0 " [ 1 FoboRedth | R - | o | Bl | e g pitonais sty
g e e | tahagan prozes penysunen Pagu
P ki pegaa |, et Sl Ty R p——r—
2 " ] A0k ReoRendah T2 ot | ewiayahen ng memi 100% oo 105 BroPwemnn | mei gt peneitonpada sty
o
|capsion sebeumny isehelumy memiki baine peios (g prasperinm gy
[—— ;mu;:zT: ;‘""” " Tendistun s
y ekl Lop CE9 g o " pras—— PPN i Pened§Wpges| WK | ww | WK | Bl ferctomenioimion WA
PR dwPemen || R st e R s U s degn
el Rersnenentun R Dbt femeiunnen el
Telah diakulon kegatan penyusinan
- i : i e s mltn b U
[ ] " [ s ReloSurgtheh e g peermemndeg | 1 1" i :
R
penyusnanRenstradon Renjp (don Renjp 4 2 luwguuth eresin s s
ek doga e

183 |LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024




9. Dokumen MR Biro SDM

Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Biro Sumber Daya Manusia
2020-2024

No

Strategi/ Program/ Kegiatan

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Permasalahan/Potensi Risiko

il 2

3

4

5

1 [Meningkatnya kualitas pengelolaan

Sumber Daya Manusia ASN
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta Kepuasan Unit Kerja
Eselon | dan Kewilayahan terhadap
Layanan Biro Sumber Daya Manusia

SK.1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan SDM ASN
Kemenkumham serta kepuasan
UKE 1 dan kewilayahan terhadap
layanan Biro Kepegawaian

IKK 1.1 Indeks Merit Sistem

1. Penempatan SDM tidak sesuai kualifikasi

dan kompetensi

2. Manajemen talenta belum sepenuhnya
diterapkan di seluruh jenjang jabatan

3. Proses pengelolaan kepegawaian belum

sepenuhnya memanfaatkan S| Kepegawaian

IKK.1.2 Indeks Profesionalitas ASN

4. Pemenuhan jam pelajaran untuk
pengembangan kompetensi masing-masing
pegawai masih kurang

5. Data pelaksanaan Diklat, coaching dan
mentoring tidak terintegrasi dengan S|
Kepegawaian

KemenkumHAM

IKK.1.3 Indeks kepuasan kerja ASN

6. Adanya pembagian beban kerja yang
kurang fair

7. Pemberian sosialisasi penerapan nilai Ber-
AKHLAK belum dilaksanakan

8. Update data kepegawaian masih harus
dilakukan di pengelola kepegawaian masing-
masing Satker, sehingga data tidak selalu up-

to-date

Unit Pemilik Risiko:

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Biro Sumber Daya Manusia

Periode Penerapan: 2020-2024
o T ) v Sumber
No | Sasaran Program IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebab Risiko
(Internal/Eksternal)
i 2 3 4 5 6 /
; ; Kepala Bagian Perencanaan
1. Penempatan SDM tidak sesuai . .
e ; Sumber Daya Manusia dan Tata [Kekurangan jumlah SDM ASN Internal
kualifikasi dan kompetensi
Usaha
2. Manajemen talenta belum ) Pemetaan kompetensi belum selesai
) ) Kepala Bagian Pengembangan )
. |sepenuhnya diterapkan di seluruh ; " |untuk seluruh SDM ASN Kementerian Internal
IKK 1.1 Indeks Merit |~ Karir Sumber Daya Manusia
: jenjang jabatan Hukum dan HAM
Sistem
: ; Perubahan regulasi yang mengharuskan
3. Proses pengelolaan kepegawaian | Kepala Bagian Perencanaan gulas! yang meng
) Kemenkumham membangun ulang
belum sepenuhnya memanfaatkan SI |Sumber Daya Manusia dan Tata| . 5 : y Internal
. Sistem Informasi Kepegawaian terkait
Kepegawaian Usaha o
SKP yang dimiliki
SK.1 Meningkatnya
kualitas pengelolaan 4. Pemenuhan jam pelajaran untuk ) Keterbatasan anggaran dalam
AR Kepala Bagian Pengembangan
SDM ASN pengembangan kompetensi masing- Kari Sinbier Dava Miiisia melaksanakan pengembangan Internal
Kemenkumham masing pegawai masih kurang ¥ kompetensi SDM ASN
1 ik UKE IKK.1.2 Indeks
serta kepuasan P
P ) Profesionalitas ASN . . . )
1 dan kewilayahan 5. Data pelaksanaan Diklat, coaching ) Pelaksanaan Diklat, coaching dan
oy g : Kepala Bagian Pengembangan g o
terhadap layanan dan mentoring tidak terintegrasi ) "~ |mentoring tidak sepenuhnya Internal
; 3 ] Karir Sumber Daya Manusia | . :
Biro Kepegawaian dengan S| Kepegawaian dimasukkan kedalam SI Kepegawaian
6. Adanya pembagian beban kerja Kepala Bagian Pengembangan |Pembagian beban kerja kurang e——
yang kurang fair Karir Sumber Daya Manusia |proporsional i
7. Pemberian sosialisasi penerapan Kepala Bagian Pengembangan |Belum dilaksanakan sosialisasi secara Internal
IKK.1.3 Indeks nilai Ber-AKHLAK belum dilaksanakan | Karir Sumber Daya Manusia |merata ke seluruh Satker
kepuasan kerja ASN
KemankumtiaM 5 UpdaAte data ke‘pegawaian masih . Rendahnya kesadaran pegawai akan
harus dilakukan di pengelola Kepala Bagian Pengembangan 7 A
- , z 5 £ pentingnya update data pribadi Internal
kepegawaian masing-masing Satker, Karir Sumber Daya Manusia
4 % kedalam SIASN
sehingga data tidak selalu up-to-date
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Langkah 3: Analiss ko
UnitPemifk isko: Bito umber Daya Manisia
Periode Penerapan; 000U
; : ; | Remunglinentradinyariho Dampak ko
PP ey ko)t | o i i . ” g .
oA i e Tinghat isko Proflisko Fisk Mitgaton Preventive (orective
(Derdasarkenrisko teridentikasi) flsio Utama Risko Ui Nid T Wi
1 1 3 [} 5 (] 1 8 L] (] i '] 3
1 Melakukan Bk 1 Ml kan ABK
: ) tetuhn U2 ey b
§ | i 3
T —— Gap antra jumlzh SOM ASN teradp total o b ; - ; 5 Tekaely " o htm»femzm
Kebutuhan SOM ASN m A3 Wonnadhonpvnden OMASH
Pemetaan kompetens belum selesaluntul Persentase SOM ASNyang beum diakufan N §
2 {selurh SOM ASN Kementeran Hulum dan pemetaan kompetensiteadaptotd SOM | 30h Moderat 3 (ementerian 3 9 Riko Rendah ks S
HAM AN
perubahan regulasiyang mengharusian o
] s . o 0 g eegeiean
Kmm{mhammﬂpbanm‘mgmm Kelﬁkm}:zansnem intolm | i ; enentein ; 5 oSy il T S
Informas Kepegailan tertat SKP yang | Kepegaiaian dengan regufsi SKPtembary e perenen g e
dimiiki
, nm T T
etetataan anggann cam Persintse e “m'.l"'“‘ﬁ”“ perencansanDiiat tahin perecanen Dk 2tahn [—
pengembingan kompetensterhadap totl : sebelmayy b ;
4 |meaksanaan pengembangan ompetens ] past H Kementeran 3 15 RsioSedrg i 2 M sttt mtode Dt
Kebutuhan anggaran pengembingan 2 i AP
SOMASN S daam meminmalseriko
KompetensiSOM ASN e gy g vy
diaulon dabulan
| ; Persentasedata ik, coachingdan = g g e
st g | s ol swtali vl
9
5 |mentoringtid sepenuhnya dimasulen g.y b it past H fementerian 3 15 Rt Sedrg NIRRT :','wm, 8 ¥
(AP Kepegawaianterhadap totaldate Dt pai meng | np § Wertrngledsany
coaching danmentorig pegeni g meing mesng g
1 Melakukan Bl L Meakian A8K
; i Persentase SOM ASN yang mengerakan 2 Menpusint pon SOM 2 Menpzun bl ;
§ P""b“":'“"m”""‘ pekean Gl TUS tehadap ol SO 20K st 5 fenenteian 3 5 Taboely [0 i :::’2’::?‘;”'
e Setap Saker }l“v i SOMAS |3 Merg SOMASN
Belim diaksanalan sosalasisecara | umiah sater yang belm ersosiaasian : :
10 el ! Kementeran H § HiskoBendsh
neatieselnh st ot st At s miaem el
daa i bevatak
1 Sz don gt et
Rendahny kesadaran pegaval alan i AL
s apiein [ | il U e | ) b [staigin
g it el pte a1 S
SN pridid SASN
Langkah 4: Evaluasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Biro Sumber Daya Manusia
Periode Penerapan: 2020-2024
Potensi Penyebab Risiko » X - ) » -
No SK IKK Kode xe ST P Profil risiko Prioritas Risiko KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
(berdasarkan risiko teridentifikasi)
1 2 3 4 5 6 It 8 9
jumlah N terh |
R1 |Kekurangan jumlah SOM ASN Risiko Sedang #1 .Galp snfarjumleh SOM ¥ farmadop ot 40%
SDM ASN
Pemetaan kompetensi belum selesai untuk ’
% R.2 |[seluruh SDM ASN Kementerian Hukum dan Risiko Rendah # Bersentasa SOM AN Yang belum dlakukan 30%
IKK 1.1 Indeks Merit HAM pemetaan kompetensi terhadap total SDM ASN
Sistem
Perubahan regulasi yang mengharuskan
i Kemenkl{mham mervbangun'ulang Sistem Risko Sedang i ! Sistem Informasi Kepegawaian i
Informasi Kepegawaian terkait SKP yang dengan regulasi SKP terbaru
dimiliki
SK.1 Meningk 7 P
i i Persentase ketidak tersediaan anggaran
kualitas pengelolaan Keterbatasan anggaran dalam g baRgaR Korigatans terhada totsl
SDM ASN R4 [melaksanakan p g P Risiko Sedang # p Lg ) 8 i 7 p 50%
Kemenkumham SOM ASN anggaran peng g p
1 IKK.1.2 Indeks SDM ASN
serta kepuasan UKE p
¢ Profesionalitas ASN
1 dan kewilayahan Pelaksanaan Diklat, coaching dan Persentase data Diklat, coaching dan mentoring
terhadap layanan RS ing tidak sepenuhnya dimasukk Risiko Sedang n yang belum diupload kedalam S| Kepegawaian 30%
Biro Kepegawaian kedalam SI Kepegawaian terhadap total data Diklat, coaching dan mentoring
i Pembagian beban kerja kurang Fisko Sedang # Plersen!ase SDM ASN yang mengérjaklan pekerjaan 20%
proporsional diluar TUSI terhadap total SDM di Setiap Satker
IKCLS Indets Kepls Belum dlaksankan sosialsas Jumleh satker yang belum tersosialsasikan terkait
kerjaASN R7 elum ailaksanakan sosialisasi secara Risiko Rendah 0 Jumian satker yang belum tersosialisasikan terkal 10%
T merata ke seluruh Satker Indeks Ber-AKHLAK
s Rendahnya kesadaran pegawai akan o ¢ «
R8 [pentingnya update data pribadi kedalam Risiko Rendah #2 Presentasewnrlah FEEBWBI yang idak melakukan 30%
SN update data pribadi pada SIASN
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Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Sumber Daya Manusia
Periode Penerapan: 20202024
Kode L) Pﬂesr;::bab. i Profil risiko KR1/ Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko Kode Pengendalian Risiko ey I"dikat::iko Target Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 F 4 8 ;) 10
Kepaia Bagian
RM11 Melakukan ABK. Jumlah dokumen hasil ABK 1 Sumber Daya Manusia dan Tata
png et bten Sumoe b M s
SDM ASN 1 Usaha
. Gap antara jumlah SOM ASN gl g Persentase SOM ASN hasil Kepala Bagian Perencanaan
R1 Kekurangan jumlah SDM ASN Risiko Sedang :\esr::adep total kebutuhan SDM 40% Prv12 o N7 ASN sosial kebutuan el bu;:;:,k:(::;mu 100% Sumber Dayaur\f:;usia dan Tata
Persentase SDM ASN yang. aila Bagiar PEreTicanaai
ik kebutuhLan dsa?\h:r:z’\‘tas dan prioritas terhad::l::::\h " et S“lf":’,’: D:"EBU':':E‘:““ san el
SDM ASN yang ditempatkan
o i Jumlah kegiatan koordinasi dan i
e g P gt Lo, U PR P v B
Kemenkumham membangun ulang Sistem - KelidalstudanSistm nforms| feadlesd Kemenkumham L
B3 informasi Kepegawaian terkait SKP yang Kisko Screne :efgawa”"de"“" el SKE . Membangun ulang SI
dimiliki erbaru epegavaian terkaitskp | "4TIoh S Kepegawaian terkait Kepsla Bagian Perencanaan
Cr3.1 s esuai ketentuan regulasi SKP yang dibangun ulang sesuai 1 Sumber Daya Manusia dan Tata
enabetaku ketentuan regulasi yang berlaku Usaha
Membuat rapat koordinasi
perencanaan Diklat 2 tahun .
pasentase etdaktasedan wa [smmdn s g | B e
i — meEIan UEET | hunkedepan i Dea M
o [(det e e | s [l
D
poe pentm e alrSumber Daya Manusia
Gl |Mendorong revisianggaran [lumoh kegiaton revisianggaran| 2 Ko g e
Potensi Penyebab Risko i : i s s KCl/ Indikator
Kode ”ye e Profilrsio | KRI/Indikator Utama Risko |~ ToleransiRiiko Kode | Pengendalian Risko / - Target Penanggung lawab
(berdasarkan isko teidentifikasi) Pengendalan Rsiko
{ 1 j 4 5 b 1 8 9 10
Sosialasidalam menginput {Jumlah kegiatan Sosilisas
data Dikat, Coaching dan ~(dalam menginput data DIk, ——
) ) ) ) el Bagian Pengembangan
AMS.1 {Mentoring ke dalam profil - (Coaching dan Mentoring ke 1 p‘ i g
AR A Karir Sumber Daya Manusia
! ) orbzdi masingmasing (dalam profl pribadi masing-
Persentase data Diklat, coaching P [t
Pelksanazn Dilat, coaching dan mentoring dan mentoring yang belum
RS [tdak sepenubnya dimasukken edalam 1 Risio Sedang (dupload kedalam S Kepegawiian 3% Memintapegawaiyang  Jumlah penerbitan surat
Kepegawaian terhadap totel data Dia, hersanghutan untuk ~[pemberitahuan peaksanaan
coaching dan mentoring [angsung menginputdata ~ [Penginputen data st —
) : / ‘ epala Bagian Pengembangan
(r54 |Dila Concing dan ~[coahingdan mentoring f SRR
] y Karir Sumber Daya Manusia
Mentoring ke dalam profi
pribadi masing-masing
pegawai
Kepala Bagian Perencanaan
AM6L  Melkukan ABK Jumlah dokumen hasl ABK 1 Sumber Daya Manusia dan Tata
Persentase SOMASN yang Usaha
, ‘ : X mengeriakan pekerjaan diluar TUSI
RE |Pembagian beban kerakureng proporsional | Risiko Sedang i 0% Persentase SOM ASN van
Herhada total SOM i Seiap o i ; in Kepala Bagian Perencanaan
k Reclitrbusi SOM ASN sesuail itempatkan sesuai kebutuhan ;
atker (6l s o 100% | Sumber Daya Manusia dan Tata
Kkebutuhan dan priortas |dan priortas terhadap total s
SOM ASN yang ditempatkan
Pemetaan kompetensibelum selsai unfuk Persentase SOM ASN yang belum Mengejar pemetaan ~[lumlah kegiatan pemetan ;
] 4 i ; ; : Kepala Bagian Pengembangan
R |seluruh SOMASN Kementerian Hukum dan | RiskoRendah  [dzkukan pemetaan kompetensi 0% AM2.1  {Kompetensi untuk selunh ~[kompetensi untuk seluruh SOM 3 R
i Sumber Daya Manusia
HAM terhadap ttal SOM ASN SOMASN AN ¥
Jumlah satker yang belum
Belum diaksanaken sosialsasisecaramerata |, ST e Meaksanaken sosialisasi {lumlah kegiatan sosalsasi Kepala Bagian Pengembangan
Ry Risko Rendah [tersosalsasiken terkaltIndeks Ber- 10% 7L ! 1 p. ] o g
e selunh Satker berakhlak herakhlak KarirSumber Daya Manusia
AKHLAK
Rendahnya kesadaran pegaval akan Presentase jumlzh pegaval yang Sosialsasi dan konsultansi | umiah kegiatan Sosialsai dan ‘
‘ § i 4 b i i it Kepala Bagian Pengembangan
RB  [pentingnya update data pibadi kedalam Risiko Rendah [tdak melekuken update data 30% AMBL [terklt update deta pribadi [konsultensiterkatt update data . ‘
ik 3 K Karir Sumber Daya Manusia
SASN pribadi pada SASN Degaial ribadi pegawai ;
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10. Dokumen MR Biro Hukerma

Unit Pemilik Risiko:

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Periode Penerapan: 2020-2024
No Strategi/ Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan/Potensi Risiko
Program/
Kegiatan
1 2 3 4 5
SK.1 Meningkatnya Citra Positif IKK.1.1 Persentase sentimen positif |1. Adanya hoax terkait Kementerian Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi |terhadap total sentimen terkait dan HAM yang berdampak negatif terhadap
Manusia Publikasi Kementerian Hukum dan  |citra Kementerian
HAM 2. Satker belum paham atas SE Manajemen
Pemberitaan, Advetorial, Pemantauan dan
Penanganan Media, terutama Satker
Wilayah
3. Isu negatif terkait Kementerian Hukum
dan HAM yang menjadi viral di media sosial
maupun media online
IKK.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan |4. Pelaksanaan administrasi kerja sama
kewilayahan terhadap layanan kurang berjalan efektif
Administrasi Kerja Sama 5. Kurangnya koordinasi antara satker
dengan Kanwil terkait pelaporan kerjasama
No | Strategi/ Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan/Potensi Risiko
Program/
Kegiatan
1 2 3 4 5

6. Tidak semua Satker memahami SOP
tentang administrasi kerja sama

SK.2 Meningkatnya kualitas
layanan advokasi hukum
Kementerian Hukum dan HAM

IKK 2.1 Persentase layanan advokasi
hukum litigasi yang diberikan
terhadap total permintaan

7. Belum seluruh pegawai memahami
layanan advokasi hukum litigasi
Kemenkumham

8. Penanganan permasalahan hukum litigasi
belum terpusat dan belum dilaksanakan
sesuai Permenkumham Nomor 66 tahun
2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di
lingkungan Kemenkumham

IKK 2.2 Persentase layanan advokasi
hukum non litigasi yang diberikan
terhadap total permintaan

9. Penanganan Permasalahan non litigasi
belum optimal karena kurangnya sinergi
atara pemberi dan penerima layanan hukum

IKK 2.3 Persentase putusan perkara
yang dimenangkan

10. Masih kurangnya dokumen hukum
persidangan dari unit terkait perkara

11 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
dalam memutus perkara yang cenderung
subyektif yang menyebabkan potensi kalah
dalam penanganan perkara
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Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Periode Penerapan: 2020-2024
No Sasaran Kegiatan IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebab Sumber
(Internal/Eksternal)
1 2 3 4 5 6 7
1 |SK.1 Meningkatnya Citra IKK.1.1 Persentase sentimen positif 1. Adanya hoax terkait Kementerian Biro Hukerma |Adanya pihak-pihak tertentu yang Eksternal
Positif Kementerian Hukum  [terhadap total sentimen terkait Publikasi |Hukum dan HAM yang berdampak negatif menyebarkan informasi yang belum
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM terhadap citra Kementerian valid
2. Satker belum paham atas SE Biro Hukerma | Metode sosialisasi yang kurang efektif Internal
Pemberitaan, Ad ial, dan kurang menjangkau seluruh Satker
Pemantauan dan Penanganan Media,
terutama Satker Wilayah Kurangnya jumlah SDM Humas, Internal

khususnya Pranata Humas di Satker
Kewilayahan, dalam

impl SE
Pemerintahan, Advetorial, Pemantauan
dan Penanganan Media ke seluruh
Satker

3. Isu negatif terkait Kementerian Hukum
dan HAM yang menjadi viral di media
sosial maupun media online

Biro Hukerma

Kurang optimalnya counter atas isu
negatif yang beredar di media sosial
maupun media online

Eksternal/Internal

IKK.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan
kewilayahan terhadap layanan Administrasi
Kerja Sama

4. Pelaksanaan administrasi kerja sama
kurang berjalan efektif

Biro Hukerma

Kurangnya kag dar koord
antara Organisasi

Eksternal/Internal

Pelaksanaan kerja sama terhambat
karena adanya perbedaan regulasi

Eksternal/Internal

dalam memutus perkara yang cenderung
subyektif yang menyebabkan potens
Kalah dalam penanganan perkara

yang diajukan di Persidangan kurang
meyakinkan Majelis Hakim dalam
memutus perkara yang memenangkan
kita

5. Kurangnya koordinasi antara satker Biro Hukerma | Kurangnya kesadaran pengelola kerja Internal
dquan Kanwil terkait pelaporan sama satker terkait pelaporan kerja
e :::ngnva SDM pengelola kerja sama Internal
pada UPT
6. Tidak semua Satker memahami SOP Biro Hukerma | Metode sosialisasi terkait SOP kerja Internal
tentang administrasi kerja sama sama masih kurang efektif
No|  SasaranKegiatan IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebah Sumber
(Internal Eksternal)
1 ! 3 4 5 b 1
2 |5K2 Meningkatnya kualitas |IKK 2.1 Persentase layanan advokasi hukum 7. Belum seluruh pegawai memahami Biro Hukerma | Metode sosialisasiterkat layanan Internal
layanan advokasi hukum ~ litigasi yang diberikan terhadap total ~ayanan advokasi hukum ltigas advokasi hukum litigasi masih kurang
Kementerian Hukumdan  |permintaan Kemenkumham efektif dan kurang masif
HAM 8, Penanganan permasalahan hukum Biro Hukerma | Pemanfaatan aplikasi "E-Lit" belum Internal
Itgasi belum terpusat dan belum optiml dan belum dimanfaatkan
dilaksanakan sesual Permenkumham sebagaisarana pelaporan oleh Unt
Nomor 66 tahun 2016 tentang Pemberian yang menangani advokasi hukum
Bantuan Hukum di lingkungan
Kemenkumham
IKK 2.2 Persentase layanan advokasi hukum (9, Penanganan Permasalahan non ltigasi | Biro Hukerma | Masih rendahnya kesadaran unit Internal
nonlitigasi yang diberikan terhadap total  |belum optimal karena kurangnya sinerg penerima layanan Advokasi dalam
permintan atara pemberi dan penerima layanan menindalanjuti penyelesaian
hukum permasalahan hukum non ltigas
IKK 2.3 Persentase putusan perkarayang (10, Mash kurangnya dokumen hukum | BiroHukerma  [Kurangnya kepedulian unit terkait Internal
dimenangkan persidangan dari unitterkat perkara dalam memberikan dukungan dokumen
hukum dalam penanganan perkara
11 Pertimbangan Hukum Mjelis Hakim | Biro Hukerma {Tim Advokasi beserta dokumen hukum Esternal
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Langkeh 3: Andlisis Risiko

Unit Pemif ik firoHumas, Hukum, dan Kera Sama

Periode Penerapan u0-04
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Urain i Urain Nii

1 1 ) 4 5 ] 1 ] 9 1 11 ] 13
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Unit Pemilik Risiko:

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Periode Penerapan: 2020-2024
No SK KK Kode Risiko Tingkat dan profil risiko Prioritas Risiko KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
1 2 3 a s 3 7 8 B
SK.1 ingkatnya |IKK.1.1 R? Adanya pihak-pihak tertentu o Sang # Jumlah berita hoax yang 0
Citra Positif positif terhadap total yang menyebarkan informasi tersebar di media
Kementerian Hukum |sentimen terkait Publikasi yang belum valid
dan Hak Asasi Kementerian Hukum dan
Manusia HAM Metode sosialisasi yang kurang Risiko Rendah #3 Jumlah satker yang belum o
efektif dan kurang menjangkau melakukan publikasi sesuai SE
seluruh Satker
Kurangnya jumlah SDM Humas, Risiko Sedang #2 Jumlah Pranata Humas di Satker 0
kb Pranata Humas di
Satker Kewilayahan, dalam
mengimplementasikan SE
Manajemen Pemerintahan,
Advetorial, Pemantauan dan
Penanganan Media ke seluruh
Satker
Kurang optimalnya counter atas Risiko Sangat Tinggi # Jumlah siaran pers dan konten 75%
isu negatif yang beredar di media media sosial
sosial maupun media online
IKK.1.2 Indeks kepuasan Kurangnya komunikasi dan Risiko Sedang #2 Persentase dokumen kerjasama 40%
UKE 1 dan kewilayahan koordinasi antara Organisasi yang tidak sesuai dengan
terhadap layanan ketentuan PUU yang berlaku
Administrasi Kerja Sama terhadap total dokumen
kerjasama yang diajukan
Pelaksanaan kerja sama Risiko Sedang #2 Persentase kerjasama yang 40%
terhambat karena adanya terhambat akibat perbedaan
perbedaan regulasi regulasi
Pelaksanaan kerja sama belum Risiko Sedang #3 Persentase kerjasama yang 3
sepenuhnya memanfaatkan memanfaatkan aplikasi P2MA
aplikasi P2MA terhadap total kerjasama yang
dilaksanakan
No SK IKK Kode Risiko Tingkat dan profil risiko PrioritasRisiko | KRI/ Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belum optimalnya aplikasi P2MA Risiko Sedang #3 Jumlah tambahan fitur pada 80%
aplikasi P2MA
Metode sosialisasi terkait SOP Risiko Rendah # Jumlah satker yang belum 0
kerja sama masih kurang efektif mendapatkan sosialisasi
SK.2 Meningkatnya |IKK 2.1 Persentase layanan 7. Belum seluruh pegawai Risiko Rendah #3 Jumlah satker yang belum 0
kualitas layanan advokasi hukum litigasi yang memahami layanan advokasi mendapatkan sosialisasi
advokasi hukum diberikan terhadap total hukum litigasi Kemenkumham
Kementerian Hukum |permintaan
dan HAM . .
8. Penanganan permasalahan Resiko Sedang #2 Persentase penanganan kasus 0%
hukum litigasi belum terpusat hukum litigasi yang
dan belum dilaksanakan sesuai memanfaatkan aplikasi E-Lit
Permenkumham Nomor 66 terhadap total kasus hukum
tahun 2016 tentang Pemberian litigasi yang ditangani
Bantuan Hukum di lingkungan
Kemenkumham
IKK 2.2 Persentase layanan 9, Penanganan Permasalahan Risiko Rendah #3 Persentase unit penerima 0%
advokasi hukum non litigasi non litigasi belum optimal karena layanan advokasi dengan
yang diberikan terhadap kurangnya sinergi atara pemberi tingkat kesadaran tinggi dalam
total permintaan dan penerima layanan hukum menindaklanjuti penyelesaian
permasalahan hukum non
litigasi
IKK 2.3 Persentase putusan 10. Masih kurangnya dokumen Risiko Sedang #2 Persentase kekalahan yang 9%
perkara yang dimenangkan hukum persidangan dari unit diakibatkan oleh
terkait perkara ketidaklengkapan dokumen
hukum dan atau kelemahan tim
advokasi terhadap total
kekalahan nada tahun herialan
11 Pertimbangan Hukum Majelis Risiko Sedang #1 Persentase kekalahan yang 9%

Hakim dalam memutus perkara
yang cenderung subyektif yang
menyebabkan potensi kalah
dalam penanganan perkara

diakibatkan oleh
ketidaklengkapan dokumen
hukum dan atau kelemahan tim
advokasi terhadap total
kekalahan pada tahun berjalan
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Unit Pemilik Risiko:

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Periode Penerapan: 2020-2024
Kode Risiko Tingkat dan profil risiko | KR1/ Indikator Utama Risiko | Toleransi Risiko Kode Ppengendalian Risiko K1/ Indikator Pengendalian Target Penanggung Jawab
Rsiko
1 2 3 s 6 7 8 9 10
1 Adanya pihak-pihak tertentu [Jumlah berita hoax yang ) Menyebarkan siaran pers ke | 1. menyampalkan siaran pers 1tahun Kementerian
yang menyebarkan informasi tersebar di media media dan melakukan media| secara resmi ke berbagai media
yang belum valid monitoring massa
2. membuat konten klarifikasi
terhadap informasi yang
bersifat hoax pada media sosial
resmi kementerian
3. adanya tindakan tegas atas
penyebar hoax terkait
Kementerian Hukum dan HAM
melalui jalur hukum
2 Metode sosialisasi yang Jumiah satker yang belum o Diskusi dan konsultasi Jumlah Kegiatan sosialisasi 12 kegiatan Kementerian
kurang efektif dan kurang melakukan publikasi sesuai SE kehumasan terkait kehuhamasan
menjangkau seluruh Satker
3 Kurangnya jumlah SOM Risiko Sedang Jumlah Pranata Humas di o Menyusun formasi JF Jumlah kegiatan penyusunan 1 kegiatan Kementerian
Humas, khususnya Pranata Satker Pranata Humas dormasi JF Pranata Humas
Humas di Satker Kewilayahan,
dalam mengimplementasikan
SE Manajemen
Pemerintahan, Advetorial,
dan
Media ke seluruh Satker
a Kurang optimalnya counter Jumiah siaran pers dan konten 75% Menyebarkan siaran pers ke |0 12 Kementerian
atas isu negatif yang beredar media sosial media
di media soslal maupun
media online
Kode Risiko Tingkat dan profil risiko | KRI/ Indikator Utama Risiko | Toleransi Risiko Kode Pengendalian Risiko KCl/ Indikator Pengendalian Target Penanggung Jawab
Rsiko
1 2 4 5 6 7 8 9 10
5 Kurangnya idan Resiko Sedang. dokumen 40% Rapat koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan 1 Kementerian
koordinasi antara Organisasi kerjasama yang tidak sesuai komunikasi dengan mitra  [komunikasi dengan mitra kerja
dengan ketentuan PUU yang kerja sama sama'
berlaku terhadap total
dokumen kerjasama yang
diajukan
6 Pelaksanaan kerja sama Resiko Sedang Persentase kerjasama yang 40% Rapat koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan 1 Kementerian
terhambat karena adanya terhambat akibat perbedaan komunikasi dengan mitra  [komunikasi terkait regulasi kerja
perbedaan regulasi regulasi kerja sama sama
7 Pelaksanaan kerja sama Resiko Rendah Persentase kerjasama yang 3 Pelatihan aplikasi P2MA Jumlah peningkatan kompetensi 1 Kementerian
belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi P2MA sumber daya manusia terkait
memanfaatkan aplikasi P2MA terhadap total kerjasama yang pengelolaan kerja sama
dilaksanakan
8 Belum optimalnya aplikasi Resiko Rendah Jumlah tambahan fitur pada 80% Rapat penambahan fitur Jumlah kegiatan koordinasi 1 Kementerian
P2MA aplikasi P2MA Aplikasi P2MA dengan Pusdatin
9 Metode sosialisasi terkait SOP Resiko Rendah Jumlah satker yang belum 0% kegiatan sosialisasi SOP kerja| Jumlah kegiatan pembinaan 1 Kementerian
kerja sama masih kurang mendapatkan sosialisasi terkait SOP Kerja sama
efektif
10 Metode sosialisasi terkait Resiko Rendah Jumlah satker yang belum 0% Rapat koordinasi untuk Jumlah kegiatan sosialisasi 1 Kementerian
layanan advokasi hukum mendapatkan sosialisasi mematangkan perencanaan |terkait layanan advokasi hukum
litigasi masih kurang efektif sosialisasi litigasi secara efektif dan efisien
dan kurang masif
1 Pemanfaatan aplikasi "E-Lit" Resiko Sedang Persentase penanganan kasus 0% SDM yang menangani Jumlah Sosialisasi dan 1 Kementerian
belum optimal dan belum hukum litigasi yang permasalahan hukum litigasi | pemanfaatan aplikasi "E-Lit"
dimanfaatkan sebagai sarana |memanfaatkan aplikasi E-Lit diikutkan berbagai pelatihan |oleh seluruh satker yang
pelaporan oleh Unit yang terhadap total kasus hukum dan bimtek tentangilmu menanganai advokasi litigasih
menangani advokasi hukum litigasi yang ditangani hukum kegiatan
12 Masih rendahnya kesadaran Resiko Rendah Persentase unit penerima 0% Rapat i untuk yang 100% Kementerian
unit terkait dalam layanan advokasi dengan mematangkan perencanaan (sadar dalam menindaklanjuti
menindaklanjuti penyelesaian tingkat kesadaran tinggi dalam y ian per penyelesai;
permasalahan hukum non menindaklanjuti penyelesaian hukum non litigasi hukum non litigasi
litigasi permasalahan hukum non
litigasi
13 Masih belum maksimalnya Resiko Sedang Persentase kekalahan yang 9% SDM analis hukum yang Persentase unit terkait yang 100% Kementerian
pengelolaan dokumen hukum diakibatkan oleh i sadar akan
oleh unit terkait ketidaklengkapan dokumen hukum litigasi diikutkan pengelolaan arsip berupa
hukum dan atau kelemahan berbagai pelatihan dan dokumen hukum persidangan
tim advokasi terhadap total bimtek tentang advokasi
kekalahan pada tahun berjalan litigasi

Risiko

Tingkat dan profil risiko

KRI/ Indikator Utama Risiko

Toleransi Risiko

Kode

Pengendaln Risko

K IndikatorPengendlian
Riko

Target

Penanggung Jawab

2

L

4

1

10

MaJelis Hakim bebas
mempertimbangkan segal
Duktl Para Pihak dan Rasa
Keadilan

Resko Sedang

Persentase kekalahan yang
diakibatkan oleh
ketidaklengkapan dokumen
hukum dan atau kelemahan
tim advokasi terhadap total
Kekalahan pada tahun berjalan

Kompetensi dan
keterbbatan analis hukum
dalam penyusunan
dokumen hukum
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Presentase ketersedian Analis
hukum yang kompeten dan
handal dalam penyusunan
dokumen hukum
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Kementerian
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11. Dokumen MR Biro BMN

Unit Pemilik Risiko:  Biro Pengelolaan BMN

Periode Penerapan:  2020-2024

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Strategi/
No | Program/
Kegiatan

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Potensi Risiko

1 2 3

4

5

SK.1 Meningkatnya kualitas

pengelolaan barang milik negara
serta pengadaan barang dan jasa

IKK.1.1 Indeks kepuasan UKE 1 dan
kewilayahan terhadap layanan Biro
Pengelolaan BMN

1. Waktu layanan pengelolaan BMN belum
sesuai SPM/SLA

IKK.1.2 Nilai kualitas pengelolaan
aset

2. Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi
SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan
stock opname, kodefikasi, dl.

3. Ada BMN yang tidak dilengkapi dengan
dokumen kepemilikan

4. Ada TLBPK terkait BMN yang sudah
dilaksanakan namun belum sesuai rekomendasi
BPK

5. SDM di Satker Kewilayahan tidak memahami
siklus dan regulasi dalam pengelolaan aset/BMN

6. Banyak kondisi BMN yang rusak berat tidak
memiliki nilai jual, sehingga tidak dapat dijual
dan tidak dapat menghasilkan PNBP

7. Pelaksanaan penjualan BMN sebagai TL
persetujuan pengelola barang/pengguna barang
melebih batas waktu masa berlaku persetujuan
penjualannya.

8. Ketidaksesuaian Satker dalam mengajukan RK-
BMN dengan kebutuhan Satker

Ketidaksesuaian antara pencatatan BMN dengan
keberadaan atau kondisi fisik BMN

9. Ketidaksesuaian antara RK-BMN dengan
realisasi

IKK.1.3 Indeks tata kelola pengadaan

10. PPK tidak patuh dalam melakukan
pencatatan transaksi pengadaan barang dan jasa
(manual dan elektronik) hingga evaluasi kinerja
penyedia

IKK.1.4 Persentase penggunaan
produk dalam negeri

11. Penggunaan produk impor melebihi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
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Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Biro Pengelolaan BMN
2020-2024

Langkah 2: Identifikasi Risiko

undangan yang berlaku

No | Sasaran Kegiatan IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebab Risiko (Interns:lr/nEll,(es:ernal)
1 2 3 4 5 6 7
IKK.1.1 Indeks
kepl:iasan UKE1.dan . Waktu layanan pengelolaan BM Biro Pengelolaan [Belum memanfaatkan SIP BMN dalam
:(aeyv:::zﬁagii:g serhadap ll)elum :esu:i SPM;SL: " BNg|N seluruh proses pe:xgelollaan Bl\'jIN intermal
Pengelolaan BMN
z;::;:?:;::ﬁ:::a‘l::::t:::t:::: Biro Pengelolaan zulrangnya pengetahuan SDM di ?atlfer | |
akun;penicatatar stock.opname; BMIN 5::-::1“ pencatatan akun pada aplikasi nterna
kodefikasi, dll.
. . . . Ada beberapa BMN yang belum sesuai
e i | g::5:;;;;5";3;"yt:ngeiﬂ;ggg ke
A-AdEITEBRK terkait BMN.yang Biro Pengelolaan Zea::lr(nsapr:::sTkLa?Z:at:tith:nu':l:: " |
sudah dilaksanakan namun belum . B Interna
sesuai rekomendasi BPK BMN \’I)v:rll(:]l;Z:I:i;ib::r:(aal’;i:a(:zl:;glan besar
S S.at?<er Kewilayahan.tidak Biro Pengelolaan jsai'\:t:::lii:::r;’::e:;zsri:i::r\gt?p
:::;‘::;T:‘:::::lgi;l':egU|aSI dalam BMN ;thir:\gga tidak fokus dalam pengelolaan Iernal
Iiici1.2 Milal kualicas 6. Banyak kondisi BMN yang rusak
SK.1_Meningkatnya pengelolaen aset berat tidak memiliki nilai jual, Biro Pengelolaan |Banyak BMN yang digunakan tidak i |
kualitas p‘e-ngelolaan sehingga tidak dapat dijual dan tidak BMN dilakukan pemeliharaan secara berkala ntema
1 P?iarnsﬁ"ihhr}?grara dapat menghasilkan PNBP
Serld pengadaan '
o ; 7.Pelaksanaan penjualan BMN
barang dan jasa , . -
sebagai TL persetujuan pengelola | Proses antrian di KPKNL memakan
.| BiroPengelolaan N
barang/pengguna barang melebih il waktu lebih dari batas waktu masa Eksternal
batas waktu masa berlaku berlaku persetujuan penjualan BMN
persetujuan penjualannya,
8. Ketidaksesuaian Satker dalem | SDM pengelola BMN belum memahami
: Biro Pengelolaan .
mengajukan RK-BMN dengan o ketentuan terkait Standar Barang Internal
kebutuhan Satker Standar Kebutuhan (SBSK]
Ketidaksesuaian antara pencatatan | TN
d Biro Pengelolaan-(Pelaksanaan inventarisasi BMN belum
BMN dengan keberadaan atau : : Internal
G BMN  (dilaksanakan secara optimal
ondisi fisik BMN
9. Ketidaksesuaian antara RK-BMN | Biro Pengelolaan {Tidak selarasnya antara RKA K/L dengan i
dengan realisasi BMN  [RKBMN
10, PPK tidak patuh dalam PPKtidak paham dengan tugas dan
melakukan pencatatan transaksi | fungsinya sesuai ketentuan PUU yan Internal
IKK.1.3 Indeks tata P . Biro Pengelolaan By e
pengadaan barang dan jasa (manual erlaku
kelola pengadaan v ; BMN
dan elektronik) hingga evaluasi
inria penyeda PPKtidak familiar dengan sistem
B Internal
informasi PB)
; Belum ada pelaku usaha yang dapat
IKK.14 Persentase |11, Penggunaan produk impor , .p ¥ g. P
> Biro Pengelolaan |memenuhi kebutuhan produk impor
penggunaan produk melebihi ketentuan peraturan . Internal
) BMN  {sesuai ketentuan peraturan perundang-
dalam negeri perundang-undangan yang berlaku

195 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024




Langtah Al Riho

Une Pamile sk B Prngeloinn BN
Parccs Pananpart We0N
Wit | oy o | sl —— Tirglat Rko P ko Rk Mgation Prewntie Comete
1 1 ] L) § § 1 L} L) U} U ll i)
Pasetne g TGRS )
[FT———r pracseeaamBNjeg NI e g
' s e pylion A 60t manw e 55 40K oty L) by i fameter) § i} FAOBAY fpnaniboundi gibapiskos g Itabgh
el ol posespeedes IV peclm il d | gy dy
— : . I et
f e S0 St g i ko bousen [ utog bk o
! ‘lwmnpwwwoh.' Laztahan deam et skt o W Dt i leneterm § § vy PRI M B | i hasl upa
;mwmhnhﬂaﬂm“imm.‘mw # ok | orcin shsprd e 4TI
| Sgemage dehur i gemian WK juog.
|do beerage BTN yong b s Mewr s gl
| hom cn atertams UL g ooty Mgkt pegampntdben gt prgm piavtiiin "
’3mm;m et dokamenegemiban BN i L ! bl ! 5 Wy it oo g (1K o g :::"'“""'m"
_?nnwui g . .
[Pemtsaneen TLR Crerkot VN mesh |
| Pusmage TL I toint NNy g 1 Wbt oqa e n | | |
[0 s knveen mamd ution waity | 00 dn et platninn o ke rans oyt
4 § § ] UL
| b ::h':’"“wm"" b - . i ll il [T Tt b
ST MM | ‘
; O T o
(OWorgoc W machangny Do 00 g BN g g N it e :r‘m""“"u F— ,
§ pdonseng b gut g g e vl SO0 Y s H ansterin 3 5 iy | i —— r:::n yige
i N N Lietutanndtisniy |
1« fakut gaam pargacam BN Jorgeion BN ‘ pmnmnmuu%”n"mm”w
I - —
LIS |
| . Pesemase DAV yoeg e akolen VN NN NI LAY e
Clmnmw::::u panavm wving ot SV g 04 L0 i lmarm | i} ffowny  wmn a‘mm&mﬁkmmmﬁ'&“
‘ penchom dmadution mwt:u;mn‘m M
gt e 00, el wety r L e e e
Uhuumm»um :‘::m"l?”mm‘ »Wim L5 i lamarteran ) ] fifowny R I U T
e T | e v
L iekd 0
3 LAt o el erifionam
|50V gengeln NN beum memahons | Pevsetase SOM pesgell BNIN yorg b e T T T MO RIF i g
1 etwmoan ot Somder rwg ool et Lesanine S tetdptony 0 0% oy ) lamartera i i) vy AR L o 0 p b Mg et Nl e
e SB1) et Lt fotor i madin Wit
| P St
Mniry
L Whtdm ) 0 o i B /s : Ilil:n!wpninpmn
' ; § 3 fioaay [ Loy vk e
}anmoml 1y di I ey 6 g o . M 5 1A it Wit g ea il g o bl
4 " 4 el owarig) et
1 Wsbud g end 1 M R s W1
‘ A MR L OO 1N 40 A g A
‘ Perease rencon e lehutAn L WAMR RIS L T 9PN
1}"‘“""""‘""‘M"""'“ummmmpum i Py § lamteran i ] fforny AT SIGEH ot g g ped :‘:L::“mmmmm
‘ ehada e g N AL v s :::I i
| | 1 i T %@ el r i Lih 4
Ny DA Q0 AL ATEE | Mg e P
sbrevuc ol ;;'h@:mw;; e b
lO;hwv‘umuwmlJUm I A ity o] nt S enwterm ) i Horay | ity e S
‘ [IR—t L eIt i ) W
g b it g 5o | vt e ke
1 ) W o I V‘J
SI0Uwskartrak Micergn | pengganen Pl o
i'l"YL e \".an"A “ La \ bt m'mn ']
1 v | ¥ Ll I nut § Yemeneron i I vy Rl
M SiPtep o Pt T
EBENUGNieaIN
AT
1, W g 1 1
{ goitad v ’mm‘“"’m‘“‘
S i tmgnn "
Ironontaash kg | TN oy g pucd ik ALY Heagunibn ped s
i) PR oo bnabenl | [ § Jenesn } 5 vy [Lhitgimgn | i (i
ettt L AN 1t hehen o g et e e e }':“h;:w M
ety gl e
| ko b o 1 i
It

196 | LKjIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024



Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Pengelolaan BMN
Periode Penerapan: 2020-2024
Potensi Penyebab Risiko s iorit " i oDy
No SK IKK Kode N .V I Profil risiko P"f”."tas KRI / Indikator Utama Risiko Toleransi Risiko
( risiko Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IKK.1.1Indeks kepuasan "
. Persentase proses pengelolaan BMN yang tidak
UKE 1dan kewilayahan Belum memanfaatkan SIP BMN dalam e
terhadap layanan Biro R1 seluruh proses elolaan BMN Risiko Sedang #1 :\;manfaatkanSlP BMN terhadap total proses pengelolaan >0%
Pengelolaan BMN
R2 Kurangnya pengetahuan SDM di _satker Risiko i "n Persentase SDM di Satker‘yan_g melakukan kesalahan dalam 0%
dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI pencatatan akun pada aplikasi SAKT! terhadap total Satker
Ada beberapa BMN yang belum sesuai Persentase dokumen kepemilikan BMN yang belum sesuai
R3  |dengan ketentuan kepemilikan Risiko Sedang # ketentuan PUU yang berlaku terhadap total dokumen >0%
berdasarkan PUU yang berlaku il BMN yang ada
Pelaksanaan TL BPK terkait BMN masih
RA dalam proses karena membutuhkan waktu Risiko Sedang ” Persentase TL BPK ferk?ll BMN yang diselesaikan terhadap <100%
yang lebih lama (sebagian besar total TL BPK yang diberikan
per terkait tanah)
SDM pengelola BMN masih rangkap jabatan %
RS |dan sering berganti-ganti, sehingga tidak Risiko Sedang . [Pereeniase SDM pengeloia BMN yang rangkap jabatan >20%
f terhadap total SDM pengelola BMN
2 IKK.1.2 Nilai kualitas fokus dalam pengelolaan BMN
SK.1 Meningkatnya aset
kualitas pengelolaan RG Banyak BMN yang digunakan tidak Risiko - Persentase BMN yang tidak dilakukan pemeliharaan terhadap 0%
1 |barang milik negara ) dilakukan pemeliharaan secara berkala il total BMIN yang dimanfaatkan
serta pengadaan Proses antrian di KPKNL memakan waktu 5 2 2
barang dan jasa R.7  |lebih dari batas waktumasa berlaku Risiko Sedang #1 Wanktau.mkslmal proses;penjualan M.l KPKNL berdasarkan >6bulan
persetujuan penjualan BMN pengaj
SDM pengelola BMN belum memahami 4
¢ iia Persentase SDM pengelola BMN yang belum memahami
R8 |ketentuan t(e;:sa'l(t)standar Barang Standar Risiko Sedang #1 ketentuan SBSK terhadap total Satker >20%
Pelaksanaan inventarisasi BMN belum e Persentase data BMN pada aplikasi BMN terhadap data BMN
) ’ Risiko Sedang " pada apl P 100%
dilaksanakan secara optimal real di lapangan
Persentase rencana anggaran kebutuhan BMN yang tidak
RS E:nat: selorasnya antara RKAK/L dergan Rk Risiko Sedang #1 selaras dengan RK BMN terhadap total anggaran BMN pada >0%
RKAK/L
PPK tidak paham dengan tugas dan PPK yang belum i tugas dan fungsinya
R.10  |fungsinya sesuai ketentuan PUU yang Risiko Sedang #1 terhadap total PPK (diketahui melalui asesmen dengan >20%
IKK.1.3 Indeks tata 7 ¢
R berlaku jang >50%)
PPK tidak familiar den istem informasi Per: PPK yang belum familiar n S Pl
R11 tidak familiar dengan siste! formasi Risiko ng "n ersentase yang belum familiar dengan SI PBJ terhadap >20%
PBJ total PPK
Belum ad ki h: dapat
KL hersontase m:n’Znu:i ‘l:’:u:::z ar:irl‘i i:\p rsesuai Persentase kebutuhan produk impor yang dapat dipenuhi oleh
penggunaan produk R12 P PO Risiko Sedang #1 5 P por yang dapat dipet % 5%
< peraturan per g: pelaku usaha nasional terhadap total kebutuhan produk impor|
dalam negeri
yang berlaku
Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko
Urit Pemilik Risiko: Biro Pengelolaan BMN
Periode Penerapan: 2020202
Potensi Penyebab Risiko o~ KRl / Indikator Utama o o " %
Kode RH ERE Profil risiko s Toleransi Risiko Kode Pengendalian Risiko KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko Target Penan Jawab
(berdasarkan risiko teridentifikasi) Risiko . 4 ™8 B e
1 2 3 4 s 6 7 ] f] 10
Jumlzh Kepmen tentang pemanfaatan
tentang
RMLL | toam sklus pengeloisan BMN SIP dalam sikius pengelolzan BN yang Biro Pengelolazn BMN
disshkan
Persentase proses pengelolaan 8 Jumish kegiatan Sosialisasi tentang
Sosialisasi tentang Kepmen terkait
BMN yang tidak Kepmen terkait pemanfzatan SIP BMN
faatkan SIP BMN -
Ry [Psummemaniestisn S¥ B dalam RisikoSedang | memanfaztkan SIP BMN >0% A [Pemantastan SIP SN sadpUn shang | o s bolierap kst Hak Biro Pengelolzan BMN
seluruh proses pengelolaan BVN beberapa kasus tidak dimanfaatkannya |
terhadap total proses BRI e BN dimanfaatkannya SIP BVIN dalam
pengelolzan BMN AAm penEneam BMN
Satker P Satker yang SIP
Crr11 [SIPBMN jika ingin pengajuannya BMN terhadap total Satker 100% Biro Pengelolaan BMN
dilayani Kemenkumham
Sosialisasi, koordinasi dan Jumizh kegiatan Sosialisasi, koordinasi
RM 2.1 |pendampingan secara berkala dalam  [dan pendampingan secara berkala datem Biro Pengelolaan BMN
i SN i g pencatatan akun pads aplikasi SAKTI [ pencatatan akun pada apiikasi SAKTI
Kurangnya pengetzhuan SOM di Satker s melakukan kesalahan dalam
R2 Risiko Sed:
dslam pencatatan akun pada aplikasi SAKT ShoSedang | aatan akun pada apliasi >0% Sosialisasi, koordinasi dan Jumlah kegiatan Sosialisasi, kmr:imisl e .
AT terhadap ot Sstker Prv2.1 berkala dalam - |dan pendampingan secara berkala dalam Biro Pengelolaan BM
pencatatan akun pada aplikasi SAKTI [ pencatatan akun pada apiikasi SAKTI
Melskukan koreksi akun pada aplikasi  [Jumlah kegiatan koreksi akun pada
o2y (e spiasiSakti Biro Pengelolazn BMN
Mengikuti program Jumiah KPKNL X
Persentase dokumen RM3.1 | oKNL dari Kementerian Keuangan | ari Kementerian Keungan yang diikut BroPangelclam BN
i tobe 3 BM K yang bl S o :;p::“ ;Iet::::’:: P‘ﬁl’l“:er:‘m Mengikuti program Jumizh KPKNL
R3 |dengan k kepemili: 0% i
P:L " o berfaku terhadap total Prv31 | oKNL dari Kementerian Keuangan  |dariKementerian Keuangan yang dikuti Biro Pengelolaan BVIN
yang berlaku f
dokumen kepemilikan BMN = = =
angada Menertibkan dokumen kepemilikan  [Jumlah kegiatan penertiban dokumen
Crr3.1 [BMN sesuai ketentuan PUU yang kepemilikan BMN sesuai ketertuan PUU Biro Pengelolaan BMN
berlaku yang berizku
Membentuk Pokja khusus dalam Jumlah Pokjz khusus dalam penyelesaian
ML | enyelesaian TL BPK terkait BMN TLBPK terkait BMN yang terbentuk Bip Fengelclaan BN
Pelaksanaan TL BPK terkait BVN masih [ —— RM42 TLEPK Jumiah kegiatan TLBPK Biro Pengelolaan BMN
R4 B et yang diselesaikan terhadap <100% Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan TL |Jumiah kegiatan evaluasi dan perbaikan
'yang lebih lama (sebagian besar - Pyl n Biro Pengelolazn BMN
s el sk ) total TL BPK yang diberikan BPK terkait BVIN pelaksanaan TL BPK terkait BMN
Akselerasi pelaksanazn penyelesaian TL |Jumish kegiatan akselerasi pelaksanaan .
€42 apK terkait BMN TLBRK terkait BMN o Rangalchn, SN
i SOM pengelola | Jumiah dokumen usulan f¢ oM y
RMS.L | BN, baik PNS maupun PPPK pengelola BMN, baik PNS maupun PPPK Bro Pangelclam BN
Melskukan koordinasi dalam membuat |Jumiah kegiatan koordinasi penyusunan
RM52 |dan melaksanakan peraturanterkait  [dan pelaksanaan peraturan terkait SOM Biro Pengelolazn BVIN
i O s SDM pengelola BMN pengelola BMN
SDM pengelola BMN masih rangkap jabatan BN yang rangkp jabatan pengelola | Jumiah dokumen usulan formasi SOM
RS dan sering berganti-ganti, sehingga tidak Risiko Sedang >20% Prv5.1 p S Biro Pengelolaan BMN
iy da:m :mh‘h" s e2 :;h’:dap total SDM pengelola BMN, baik PNS maupun PPPK pengelolz BMN, baik PNS maupun PPPK hid ppesl
Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan
Prv5.2 :‘“k'::';;t’:'" "'ehhk:';:,’:" PErtURN | an pelaksanazn peraturan terkait SOM Biro Pengelolaan BMN
& penee! pengelola BMN
Mengusulkan SDM pengelola BMN i
51 [lainnyadarisatker innyasebagai |1 SPM pergelofa BMN Ginnya yang Biro Pengelolaan BMN
ohistian ditugaskan sebagai perbantuzn
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Jumish kegiatan pembangunan
Vembingun kesadsran pergguna BN |, 00 &L LT
AM 6.1 |agar melakukan perawatan BMN secara | = °/° i Biro Pengelolaan BMN
Far melakukan perawatan BMN secara
berkala
Persentase anggaran untuk
y . pemeiiharaan BMN yang dialokasikan
) : Persariase BMI Yang tidsk AMg2: |MenEalotasikan anggarar Uik setiap tahun terhadap total kebutuhan Biro Pengelolaan BVIN
Re  |Banvak BMNyangdigunakan tidak P dilzkukan pemelinaraan Sk pemeiiharaan BMN setiap tahun
3 anggaran pemeliharaan BMN
dilskukan pemelinaraan secara berkala terhadap total BMN yang Faahtislin
dimanfaatian e
pengguna i |Jumizh kegiatan penggunz
Prv6.1 |ketentuan pemelinaraan aset sesuai [aset dalam pemeliharaan aset sesusi Biro Pengelolaan BMN
dalam RK-BMN dalam RK-BMN
Crrq |Melkukan penghapusan BN yang |Jumiah kegiatan penghapusan BMIN yang o Pengeldlan BHIN
russk berat rusak berat sesegera mungkin
Koordinasi dengan KPKNL untuk lumizh kegiatan Koordinasi dengan
RM7.1 i penjualan BMN KPKNL untuk memprioritaskan penjualan Biro Pengelolaan BMN
BMN Kemenkumham
Proses antrian di KPKNL memakan waktu Waktu maksimal proses Koordinasi dengan KPKNL untuk. Jumiah kegiatan Koordinasi dengan
R7 |lebin dari batas waktu masa berlzku Risiko Sedang | penjualan BMN di KPKNL >6 bulan Prv7.1 | memprioritaskan penjualan BMN KPKNL untuk memprioritaskan penjualan Biro Pengelolaan BMN
persetujuan penjualan BMN berdasarkan pengajuan BMN Kemenkumham
Koordinasi dengan KPKNL untuk Jumiah kegiatan Koordinasi dengan
Crr7.1 | memprioritaskan penjuzlan BMN KPKNL untuk memprioritaskan penjualan Biro Pengelolaan BMN
BMN
Melakukan sosialisasi dengan metode | Jumizh kegiatan sosialisasi dengan
RME1 |yangefektif dan dapat menjangkau | metodeyang efektif dan dapat Biro Pengelolaan BMN
seluruh Satker Satker
RM82 |Melsksanakan kegiatan Pra Penyusunan [Jumizh kegiatan Pra Penyusunan Biro Pengelolaan BMN
Melakukan sosialisasi dengan metode [Jumish kegiatan sosialisasi dengan
'SDM pengelola BMN belum memahami :A's;m“ SOMpengelds’, Prv8.1 |yangefektif dandapatmenjangkau | metodeyang efektif dan dapat Biro Pengelolaan BVIN
: G yang belum memzhami 4
RS ketentuan terkait Standar Barang Standar Risiko Sedang >20% seluruh Satker Satker
ketentuan SBSK terhadap total
Kebutuhan (SBSK)
Satker Evaluasi dan perbaikan (melalui Forkom) Jumizh kegiatan evaluasi dan perbaikan
Prv82 i yang |(melalui Forkom) untuk memastikan Biro Pengelolaan BMN
sama ti yang sama tidka berulang
Mengadzkan forum komunikasi internal [Jumizh kegiatan forum komunikasi
Crr8.1 |sebelum hasil penelaahan R BMN internal sebelum hasil penelahan RK Biro Pengelolaan BMN
diterbitkan BMN diterbitkan
i terkait Jumizh regulasi terka RKA
RKA KL dengan RKBMN KL dengan RK-BMN Bio Pengelolzan BUN
Persentase proses penelitian RK BMN
Melibatkan perencanaa anggaran, {pusatdancaersh) danpenyisnan
anggaran yang melibatkan perencanaa
pengguna barang SDM pengelola BMN # ot
RM9.2 |dalam proses penelitian RK BMN (pusat | 755> - 421 Pengguna barang Biro Pengelolzan BMN
dan daerah) maupun penyusunzn s gsiom BN tfhadap il
pelaksanaan proses penelitian RK BMN
anggaran
(pusat dan daerah) dan penyusunan
Persentase rencana anggaran g
kebutuhan BMN yang tidzk
Tidak selarasnya antara RKA K/L dengan RK- i terkait Iah regulasi RKA .
RS Risiko Sedan
E si g [selarasdengan RK BMN >0% B e Ay L dnean A GHE Biro Pengelolaan BMN
terhadap total anggaran BMN | (RKAKL dengan Rk-Sh 1 dengan RKGMN
pada RKA K/L Persentase proses penelitian RK BMN
s, B2 e e,
pengguna barang SDM pengelolz BMN
Prv9.2 [dalam proses penelitian RK BMIN (pusat | 252" dan penggunabarang SOM Biro Pengelolaan BMN
i daeiat] pengelola BMN terhadap total
ARt maUpun peEN 0 pelaksanaan proses penelitian RK BN
AneEaren (pusat dan dzerah] dan penyusunan
anggaran
Melalukan revisi terhadap RK BMN o
91 | nTstau RRAKIL Jumish revisi RK BVN dan/atau RKAK/L Biro Pengelolaan BMN
Memberikan pelatihan pengadaan Jumlah kegiatan pelatihan pengadaan
RM 10.1 |barang dan jasa untuk seluruh PPK barang dan jasa untuk seluruh PPK Biro Pengelolaan BMN
dengan berbagai metode dengan berbagai metode
ifikasi i P
RM 10.2 |Pembaharuan sertifikasi kompetensi PBJ fumh serifiasl korpeseal ) yang Biro Pengelolaan BMN
diperba harui
Persentase PPK yang memanfaatkan
nd K untuk
Persentase PPK yang belum pao3;|erdoroe PPk ek memmniaatian (e o pcataian tarsals Bio Pengelolzan BN
3 sistem LPSE dalam pencatatan transaksi
3 memahami tugas dan terhadap total PPK
EPY ik paham dangan tnges dan fungsinya terhadap total PPK Memberikan pelatian pengad; Jumiah kegiatan pelzthan pengad:
R0 |fungsinya sesuai ketentuan PUU yang Risiko Sedang i P >20% e n pengadaan mish kegitan pelathan penguiman )
itk (diketahui melalui asesmen Prv 101 |barangdan jasa untuk seluruh PPK barang dan jasa untuk seluruh PPK Biro Pengelolaan BMN
dengan kesenjangan dengan berbagai metode dengan berbagai metode
kompetensi >50%) Jumlzh sertificasi kompetensi PB) yan;
Prv 102 |Pembaharuan sertifikasi kompetensi PB) | A 1 ompetensi T Yang Biro Pengelolaan BMN
diperbahari
Persentase PPK yang memanfaatkan
Mendorong PPK untuk memanfaatkan | i X X
Pv103 | . |sistem LPSE dalam pencatatan transaksi Biro Pengelolaan BMN
sistem LPSE dalam pencatatan transaksi
terhadap total PPK
P i kegs i I
01 endam!;mgan dalam pencatatan Jumizh kegiatan pen.dampmgan dalam o Pengellzzn BVIN
transaksi PRI pencatatan transaksi PB)
Memberikan pelatihan penggunaan S| |Jumlah kegiatan pelatihan penggunazan
RM 111 |PB untuk seluruh PPK dengan berbagai |SI PBJ untuk seluruh PPK dengan Biro Pengelolaan BMN
metode berbagai metode
Persentase PPK yang memanfaatkan
Mend PPK untuk faatkan SI
RM112 bk an_ o sistem PBJ dalam pencatatan transaksi Biro Pengelolaan BMN
PBJ dalam pencatatan transaksi {tethadap total K
PP tidak famiiar dengan sistem nformasi penaras P yngoeun Wermberian pelstha ER hhT jatan pelatin
R11 & RisikoSedang |familar dengan 1 P8) >20% ITherkan pestran pengeaan 3, »(Amaft kegtan pelatian peneg.naan )
PB) PRk Prv11.1 |PB untuk seluruh PPK dengan berbagai (I PRJ untuk seluruh PPK dengan Biro Pengelolaan BMN
" metode berbagai metode
PPK k:
Mendorong PPK untuk memanfaatkan SI P.usennse Yeng menantatian ¢ X
P 112 A sistem PBJ dalam pencatatan transaksi Biro Pengelolaan BMN
PR dalam pencatatan transaksi
terhadap total PPK
P ingan dalam Sl [Jumish kegiatan ingan dals
Crri1l Biro Pengelolzan BMN
PBJ enggunazn SI PBJ ! e
Mengusulkan pengecualian dalam Jumlah usulan pengecualian dalam
RM 12.1 |Pemanfaatan PDN di Satker Pemanfaatan PDN di Satker Biro Pengelolaan BMN
Kemenkumham LN Kemenkumham LN
Mengusulkan updating sistem Jumiah usulan updating sistem .
encatatan PBJ untuk Satker LN encatatan PBJ untuk Satker LN BiroPengelaan BUIN
Mengusulkan pengecualian dalam Jumiah usulan pengecualian dalam
Prv12.1 |Pemanfaatan PDN di Satker Pemanfaatan PON di Satker Biro Pengelolaan BMN
Persentase kebutuhan produk
Belum ada pelaku usaha yang dapat 3 & A N N
memenuhi kebutuhan produk impor sesuai mporyangcapacelpemut) Mengusulkan updating siste Jumiah usulan updating sistet
L2 P i Risiko Sedang oleh pelaku usaha nasional 5% P22 ngusulkan updating sistem mizh usulan updating sistem Biro Pengelolzan BN
ketentuan peraturan perundang-undangan pencatatan PBJ untuk Satker LN pencatatan PB) untuk Satker LN
ang bersku terhadap total kebutuhan i tebin koo o
produk impor Koordinasi dengan Menko Marves dan ik sigatar hoorchna dengen
Menko Marves dan LKPP untuk i«
Crr12.1 [LKPP untuk pencatatan PB Satker LN Biro Pengelolaan BMN
pencatatan PB) Satker LN agar
agar dikecualikan
Persentase pemanfaatan produk non
Membatasi pemanfaatan produknon | PDN yang dibatasi terhadap total .
Crr122 Biro Pengelolaan BMN
bl PDN di Satker Kemenkumham lainnya | pemanfaatan produk non PON di Satker ol engectamn
lainnya
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Langkah 6 Pemantauan dan Reviu
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12. Dokumen MR Biro Umum

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: Biro Umum
Periode Penerapan: 2020-2024
Strategi/
No Program/ Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Potensi Risiko
Kegiatan
1 2 3 a4 5

SK.1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan arsip

IKK.1.1 Indeks Kualitas Pengelolaan
Arsip

1. Kurangnya pembinaan dalam pengelolaan arsip
vital terkait dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib
Arsip (GNSTA)

2. Kurang optimalnya pelaksanaan Tusi unit kearsipan
sesuai ketentuan

SK.2 Meningkatnya kepuasan
terhadap layanan Tata Usaha
Pimpinan, Rumah Tangga, Tata
Usaha, protokol dan pengamanan,
serta layanan internal Sekretariat
Jenderal

IKK.2.1 Persentase Layanan TU
Pimpinan yang diselesaikan

3. Tersebarnya surat yang bersifat rahasia

IKK.2.2 Indeks kepuasan Unit Kerja

lingkup Sekretariat Jenderal terhadap

layanan Rumah Tangga

4. Pemanfaatan Rumah Dinas Gunung Sindur tidak
sesuai peruntukan

IKK.2.3 Persentase Layanan Tata
Usaha yang diselesaikan

5. Kurangnya SDM TU Biro yang tidak sesuai dengan
beban kerja yang diberikan

IKK.2.4 Indeks kepuasan layanan
pengamanan lingkup Kementerian
Hukum dan HAM

6. Kurangnya pemahaman layanan keprotokolan di
Satker Kewilayahan (Kanwil)

IKK.2.5 Persentase Layanan protokol

yang diselesaikan

Tidak ditemukan potensi risiko

IKK.2.6 Indeks kepuasan unit Eselon Il
lingkup Sekretariat Jenderal terhadap

layanan internal di lingkungan

Sekretariat Jenderal

7. Kurang optimalnya layanan kesehatan Klinik Utama
Kemenkumham

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Umum
Periode Penerapan: 2020-2024
= e S 2 iz Sumber
No | Sasaran Kegiatan IKK Potensi Risiko Pemilik Risiko Potensi Penyebab Risiko (Internal/Eksternal)
1 2 3 4 5 6 7
1. Kurangnya pembinaan dalam
pengelolaan arsip vital terkait < Kemenkumham tidak ikut serta dalam
N Biro Umum L B Internal
SK.1 Meningkatnya L SN dengan Gerakan Nasional Sadar pengelolaan arsip vital terkait GNSTA
kualitas pengelolaan -1 Indeks Kualitas | Tertib Arsip (GNSTA)
arsip Pengelolaan Arsip
2. Kyrar\g optlrjnalnya pel?ksanaan So U Tldal'< ada Fungsional Arsiparis di Satker \nterial
Tusi unit kearsipan sesuai ketentuan Kewilayahan
SK.2 Meningkatnya [IKK.2.1 Persentase
kepuasan terhadap [Layanan TU Pimpinan (3. Tersebarnya surat yang bersifat . Kelalaian ASN TU Pimpinan dalam
s 2 : Biro Umum < % Internal
layanan Tata Usaha |yang diselesaikan rahasia menyimpan surat rahasia
Pimpinan, Rumah
Tangga, Tata Usaha, (IKK.2.2 Indeks
protokol dan kepuasan Unit Kerja ) Mantan ASN Kemenkumham dan pihak
pengamanan, serta |lingkup Sekretariat 4. Pemanfaatan Bumah Dlr}as . e!(sternal yang masih rjnenempati rumah Eksternal
layanan internal Jenderal terhadap Gunung Sindur tidak sesuai Biro Umum dinas dan tidak mau pindah
i tuk
Sekretariat Jenderal |layanan Rumah ReMETAn Adanya oknum yang melakukan Eksternal
Tangga komersialisasi atas rumah dinas
IKK.2.3 Persentase  |5. Kurangnya SDM TU Biro yang tidak Penambahan beban kerja akibat
Layanan Tata Usaha  |sesuai dengan beban kerja yang Biro Umum  [perubahan OTK tidak seimbang dengan Internal
yang diselesaikan diberikan ketersediaan SDM TU Biro
IKK.2.4 Indeks
kepuasan layanan 6. Kurangnya pemahaman layanan
. 3 2 ; Pemberi layanan keprotokolan di Kanwil
pengamanan lingkup  |keprotokolan di Satker Kewilayahan Biro Umum . Internal
. . bukan fungsional keprotokolan
Kementerian Hukum | (Kanwil)
dan HAM
IKK.2.5 Persentase
Layanan protokol yang | Tidak ditemukan potensi risiko
diselesaikan
IKK.2.6 Indeks
kepuasan unit Eselon
Illingkup Sekretariat |7 Kurang optimalnya layanan
) - ’ Kurangnya tenaga kesehatan di Klinik
Jenderal terhadap  |kesehatan Klinik Utama Biro Umum - gK‘/ tg‘ Sionmmapend Internal
Iayanan internal di Kemenkumham ama Kementerian Hukum aan
lingkungan Sekretariat
Jenderal
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Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko: Biro Umum
Periode Penerapan: 2020204
. ; .| Kemungkinan terjadinya risiko 2k risiko
o [ Pyt ko Sy Mk ks 0 ko Tt e = Tnghat Risko Pufilisko FiskMigaton Prevenive Conedie
(berdasarkanisko teridentiasi) Risio Utama Risio Unien i Ursan i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u Y] 13
ikutsera calem Mendororg ket
1 Lo 3 <100% Moderate 3 Nementeran 3 9 Risko Rendah emenkumham dalam pengelolasn
gyl teint GISTA
Tidakada s i Sather f Kewilayahan X RBurtukzzgen P
: Kewlayahan |terhadap total Satker Kewiayahan o Hrifec ¢ Jemeseen } ? 50 5 B mmnuuppmm
(emenkumham menkumham
3 :r’::’:"pﬂ;:‘:::‘:"d'“ umiah surat rahasia yang tersebar 0 St ecl 1 Temerteran 3 3 Reko Songat Rendah :::ﬁ:::ﬂxdw
[petugas TU Pimginan
Mantan ASN Kemenkumham dan piak ~(Jumiah ASNdan phak eksternal yang masih
e ‘ anugsndudan| 0 Pt 5 [R— 3 5 R et dn :“:ﬂ:ﬂ‘;rﬂm
dinas dantidak mau pindah tidak mau pindah tidsk e
denganSK
sdng Jumiah kasus komersialsasi atas rumah 1. Melakokan sidsk secara berkala.
5 g inasyang ata 0 = 2 lamerersn 3 6 Risko Rendeh 2 Sovniss dumpak hukum daiam
omersialsasi atas rumah dinas G
pelaporan omerss aasi umsh dints
Penambahan beban kerja akibat Pensmoshan SOM fungsional TU Biro Mengaiokasican snggaran untuk
6 |perubaan OTK tidakseimbang dengan | nzka ebin kera SO TU B0 ;‘;“.‘::J’ i 5 emertern 3 I Rk Secrg e ke ansedsavion "‘";f"""'“"‘"“ lenbur SO TU Bro et
etersadaan SOM TU Biro 4 maisisbemnieis i U eng s
Persentase pem berilayanan protokol i B
7 Kanwil yang bukanfungsionalkeprotokolan | 100% Moderate 3 lemertern 3 9 Risko Rendoh
bulan fungsona eprototoan terhadap total Kanwil ;Q:r;:;:::m“mn
Ko
1 Ruj e RSU Pengajoman
) 2 Dakter d Bulkes mamberikan rezep|
s Kuaunyama? hﬂ::n::::: Pevfe:taie\r:szo‘,vemandmwdokw i P § o : i e b an
i 3 Memberikan lajanantelemedicne
syanen kesehatan onfie]
Langkah 4: Evaluasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Biro Umum
Periode Penerapan: 20202024
Potensi Penyebab Risiko o s KRI / Indikator Utama oy
No SK IKK Kode ; .y S Profil risiko Prioritas Risiko / " Toleransi Risiko
(berdasarkan risiko teridentifikasi) Risiko
1 2 3 4 5 6 7. 8 9
Persentase keikutsertaan
' i Kemerfklumham'hd?k |kutse‘rta dalam o Fday o i ‘daIAam A <0
SK.1 Meningkatnya " peng arsip vital terkait GNSTA peng; arsip vital terkait
i IKK.1.1 Indeks Kualitas Pengelolaan
1 |kualitas pengelolaan s GNSTA
|
arsip ; : s Persetase fungsional di Satker
Tidak ada Fungsional Arsiparis di Satker
i [ eotadaning p fiskoSedang " layahan terhadap tota 100%
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Jumlah ASN dan pihak eksternal
Mantan ASN Kemenkumham dan pihak R men:m i
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lingkup Sekretariat Jenderal P
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|
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2 |Tangga, Tata Usaha, |IKK.2.3 Persentase Layanan Tata Penarrlhahar.a bebankerlaakcbatperl{bahan ) X . rata-rata > 1 (> 100%-
gt R6 |OTKtidak seimbang dengan ketersediaan Risiko Sedang # Angka beban kerja SDM TU Biro
protokol dan Usaha yang diselesaikan o overload)
peng serta
layanan internal e koo Persentase pemberi layanan
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I
lingkungan Sekretariat Jenderal f
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Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilk Risiko: Biro Umum
Periode Penerapan: 2020-204
Potensi Penyebab Risiko KRI/ Indikator Utama
Kode RO P e g Profil risiko Toleransi Ri Kode Pengendalian Risiko Indikator Pengendalian Rsiko Target Pe Jawab
erdasranishoterdentis) Ko % i Mt b e
1 2 3 4 5 6 1] 8 9 10
Mendorong Menpan RB untuk segera Jumlah koordinasi dengan Menpan RB Jun?lan.Formasl
A 4 RERRRERGE 3 o |Arsiparis dapat
Kereniunhan (r—— ettt
Menpan RB
4 8 it Persetase fungsional di Satker i
Tidak ada Fungsional Arsiparis di Satker Fse o Mendorong Menpan RB untuk segera Jumiah koordinasi dengan Menpan RB Ju","m‘mm
R2 ; Risiko Sedang | Kewlayahan terhadap total 100% : A i ; \Arsipars dapat
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b Iclaan ardn diakorakan. |1mbh koot ol s ; Arin
CTL | e pegaya Tt Usha iinaon e pegova Tt Usha s e A
Persentase surat teguran yang dikirimkan
Mengirim teguran kepada penghuni |kepada penghuni rumah dinas yang
RM41 h di i namun tidak tidak sesuai dengan K
Jumizh ASN dan pihak sesuaidengan 5K terhadap irumah dinzs yang Penehuni Ramah O
Mantan ASN Kemerlumham dan phk kel yang mash menempatinamun ik seua dengen SK :‘;‘;":ﬁ:”"
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g pval h dinas der 1 Yang|perjanjan penghuni h dir wu'usi\dumisi
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gy [eSan e
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Penambitan SOM fngord TUBI0Ssai | 1o o e o
RM6.1 7 . |Biro sesuai kebutuhan berdasarkan analisis| . °
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SDMTU Biro
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TU Biro sesuai ketentuan PUU yang berlaku ter
yang berlaku
Tenaga layanan
a1 doker dan perawat, baik dokter dan perawat, Klnik
} il bk umum maupun pesialis utam daatbertambah
dan pelayanan Kinik
Utama menjadi Prima
dokter dan perawat, baik dokter dan perawat,
P8l 15 i g
maupun spesialis baik umum maupun spesialis
dan pelayanan Kinik
Utama menjadi Prima
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8.2 3 7 obat sementara dari Dokter di Balkdes
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paUR N komersialisasi rumah dinas dalam komersialsasi rumah dinas
Persentase pemberi layanan
Pemberi layanan keprotokolan di Kanwil protokol di Kanwil yang bukan era
L bukan fungsional keprotokolan ERIE fungsional keprotokolan 1 pemberian lyanan
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Langhah 6: Pemantauan dan Reviu
Unit Pemilk Risko: Biro Umum
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